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PUTUSAN

Nomor 19/PID-TPK/2023/PT PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan Tinggi

Palembang yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat

banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I;

1.

2
3
4.
5
6

Nama lengkap
Tempat lahir
Umur/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kebangsaan

Tempat tinggal

Agama

Pekerjaan

Terdakwa ll;

1.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2
3
4,
5
6

Nama lengkap
Tempat lahir
Umur/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kebangsaan

Tempat tinggal

Agama
Pekerjaan

: ZAINUDDIN, SP.,M.Si. Bin SOHAR
: Lahat

: 57 Tahun / 11 Desember 1965

: Laki - laki

: Indonesia

: Jalan Puskesmas RT. 04, Kelurahan Mariana Ilir

Kecamatan Banyuasin |, Kabupaten Banyuasin

Provinsi Sumsel

: Islam

: PNS (Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan

dan Holtikultura Kabupaten Banyuasin)

: SARJONO, SP,M.Si Bin REJA SUMARTO
: Banjar Negara

: 58 Tahun / 16 Nopember 1964

: Laki - laki

: Indonesia

: Jalan Komplek Azhar Permai Blok AD Nomor

004 RT. 004 RW. 002 Kel. Lalang Sembawa
Kec. Sembawa Kab. Banyuasin;

s Islam

: Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pertanian

Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Banyuasin.
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Terdakwa lll;

1. Nama lengkap : ATENG KURNIA, M.Eng Bin MUS’I|
2. Tempat lahir : Bandung

3. Umur/tanggal lahir : 61 Tahun/ 01 Juli 1962

4. Jenis kelamin . Laki - laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal :JIn.Walet Raya | No. 63 Rt.01 Rw.01

Kelurahan Alang Lebar

Kecamatan Alang Alang Lebar Palembang
7. Agama . Islam
8. Pekerjaan : Konsultan Perencana.

Para Terdakwa masing — masing: Terdakwa | Zainuddin, SP.,M.Si. Bin
Sohar, Terdakwa Il Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto dan Terdakwa Il
Ateng Kurnia, M.Eng Bin Mus'i, ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan
Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal
31 Desember 2022;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Desember 2022
sampai dengan tanggal 08 Februari 2023;

3. Perpanjangan | PN Palembang, sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai
dengan tanggal 09 Maret 2023;

4. Perpanjangan Il PN Palembang, sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai
dengan tanggal 07 April 2023;

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal
18 April 2023;

6. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA
Khusus, sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei
2023;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri
Palembang Kelas IA Khusus, sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan
tanggal 11 Juli 2023;
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8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak
tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;

9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak
tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan
tanggal 26 September 2023;

11. Hakim Pengadilan Tinggi Perpajangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi seja
k tanggal27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November
2023;

Terdakwa Il Ateng Kurnia, M.Eng Bin Mus’i,didampingi Kuasa Hukum
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2023 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 Agustus 2023 di bawah
Nomor 1465/SK 2023/PN.PIg;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa
berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDS- 01
/L.6.19/Ft.1/02/2023 tanggal 11 April 2023, sebagai berikut:

KESATU

Primair :

Bahwa terdakwa | ZAINUDDIN, SP.,M.Si. Bin Sohar selaku Pejabat
pembuat Komitmen (PPK) baik secara sendiri-sendiri maupun secara
bersama-sama dengan terdakwa Il SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO
selaku Ketua Tim Teknis, Ketua Tim Perencanaan Tim Pelaksanaan dan Tim
Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain, Ketua Tim Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI), dan
terdakwa 1l ATENG KURNIA, M.ENG BIN MUS’I Ketua Tim Pelaksana
Kegiatan SID (Survey Investigasi Design) pada Kegiatan Optimasi Lahan
Rawa Mendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani
(SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019, oleh karena tindak pidananya
bersangkut paut satu dengan yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 141
huruf b KUHAP perkaranya diajukan dalam satu dakwaan, pada hari dan
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tanggal yang tidak dapat di tentukan lagi secara pasti antara bulan Januari

2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidak - tidaknya diwaktu -

waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di 82 (delapan puluh dua) Desa pada

15 (lima belas) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Banyuasin atau setidak

- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus

Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI

Nomor : 22/KMA/SK/11/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang,

sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mereka yang

melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian Negara, berdasarkan perhitungan Hasil Audit

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Prov. Sumsel

Nomor : LHP/SR-34/PWO07/5/2023, tanggal 10 Februari 2023 Laporan Hasil

Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana

Korupsi dalam Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan Optimasi Lahan

Rawa Pendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani

(SERASI) di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun

Anggran 2019, dengan total jumlah Kerugian Keuangan Negara adalah

sebesar Rp7.911.631.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus sebelas juta enam

ratus tiga puluh satu ribu rupiah), atau setidak-tidaknya sekitar jumlah
tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara
sebagai berikut :

- Bahwa dalam Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan Optimasi Lahan
Rawa Pendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani
(SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran

2019 adalah dana yang bersumber dari Tugas Pembantuan APBN (TP-
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APBN) termuat pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen
Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian pada Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Nomor :
SP-DIPA-018.08.4.119137/2019 dan Petunjuk Operasional Kegiatan
(POK) beserta perubahannya (Revisi), senilai Rp870.000.000.000,00
(delapan ratus tujuh puluh milyar rupiah) yang tersebar pada 9
(Sembilan) Kabupaten di Prov. Sumsel dan untuk Kabupaten Banyuasin
kegiatan Penyiapan Lahan dan Perbaikan Infrastruktur berupa Bantuan
Langsung kepada Kelompok Tani  (GAPOKTAN)  sebesar

Rp.355.003.700.000,00 (tiga ratus lima puluh lima milyar tiga juta tujuh

ratus ribu rupiah), untuk luas lahan 68.562 Ha. Dan dana tersebut

bersumber pada APBN.

- Bahwa setelah Kabupaten Banyuasin menerima alokasi dana
selanjutnya sesuai dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Sumatera Selatan Nomor 220/KPTS/ SEKR/DIS.PTPH/2019
tentang perubahan pertama atas keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Nomor 88/KPTS/SEKR/DIS.PTPH/2019 tanggal 18 Januari 2019
menetapkan Terdakwa | Zainuddin (Kepala Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin) sebagai Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Amrullah (Staf Sub Bagian
Keuangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Sumatera Selatan) sebagai Pejabat Penandatangan SPM Program
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
dalam kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pendukung Kegiatan Selamatkan
Rawa Sejahterakan Petani (SERASI).

- Bahwa terdakwa | Zainuddin selaku PPK Berdasarkan SK KPA Satker
Dinas  Pertanian  Provinsi  Sumatera  Selatan = Nomor
220/KPTS/SEKR/DIS.PTPH/2019 tanggal 29 Maret 2019 Perubahan
Pertama Atas Keputusan KPA Nomor :88/ KPTS /SEKR/
DIS.PTPH/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
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(PPSPM) Dana Tugas Pembantuan Pada Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Satuan Kerja Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Provinsi Sumatera
Selatan TA. 2019.

- Bahwa Terdakwa Il Sarjono ditunjuk sebagai Ketua Tim Teknis yang
diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Nomor :
491/DPTPH-PSP/ 2019, tanggal 29 Maret 2019, tentang Perubahan
Penetapan Tim Teknis Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut
Mendukung Serasi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019. Selain itu
terdakwa Il ditunjuk sebagai Ketua Tim Perencanaan, Tim Pelaksana
dan Tim Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain (SID)
Optimasi Lahan Rawa Mendukung Serasi pada Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun
Anggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala  Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin
Nomor : 521/504/DPTPH-PSP/2019, tanggal 01 April 2019 tentang
Penetapan Tim Perencanaan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas
Kegiatan Survey Investigasi Desain (SID) Optimasi Lahan Rawa
Mendukung Serasi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019. Dan pada
tanggal 17 Juni 2019 sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa
Konsultasi Survei dan Desain (SID) Optimasi Lahan Rawa Nomor :
027.093.02/PPK/DDPTPH-PSP/IV/2019 yang ditanda tangani oleh
terdakwa | sdr. Zainuddin (PPK) dengan Ir. H. BUSMAN ABU UMAR
(Direktur CV. Gunung Kencana) dengan nilai kontrak sebesar
Rp.90.000,000,- (Sembilan puluh juta rupiah). Adapun spesifikasi
tehnis dari pembuatan SID adalah Rencana Anggaran Biaya (RAB),
Rencana Usulan Kelompok (RUK) dan Gambar Perencanaan.

- Bahwa tujuan dan sasaran kegiatan Optimasi Lahan Rawa Program

yang bernama “SERASI” (Selamatkan Rawa, Sejahterakan Petani)
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dari Kementerian Pertanian pada Tahun Anggaran 2019 di Dinas

Pertanian tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Sumatera

Selatan adalah mengoptimalkan lahan pertanian dilahan rawa menjadi

lahan pertanian produktif melalui penataan sistem tata air dan

penataan lahan;

- Sedangkan Tujuan kegiatan Optimasi Lahan rawa adalah:

1. Meningkatkan indeks pertanaman (ip) dan/atau meningkatkan
produktivitas.

2. Meningkatkan partisipasi P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan dalam
pengelolaan lahan pertanian rawa.

3. Sasaran Kegiatan Optimasii lahan Rawa pada lahan pertanian rawa
yang dapat ditingkatkan indeks pertanaman dan/atau dapat
ditingkatkan produktivitasnya.

- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing UPKK
dapat menerima dana bantuan pemerintah Kegiatan Optimasi Lahan
Rawa Mendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani
(SERASI) pada pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 sebagai
berikut :

e Adanya proposal dari Gapoktan yang diketahui oleh kepala desa.

e Adanya usulan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) yang memuat
nama-nama petani dan luas kepemilikan lahan. Selanjutnya
diverifikasi oleh bidang penyuluhan dinas kabupaten bahwa nama-
nama tersebut termasuk di dalam data base kelembagaan petani
dan sistem informasi penyuluhan pertanian (SIMLUHTAN).

e Kemudian Tim Teknis mengusulkan kepada Pejabat Pembuat
Komitmen untuk ditetapkan sebagai calon penerima bantuan.

¢ Adanya pembukaan rekening bank atas nama UPKK, berita acara
pembentukan UPKK, dan surat mandat dari Gapoktan kepada
UPKK.

- Bahwa Tahapan kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani
(SERASI) ada 2 (dua ) tahap :
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Tahap persiapan yaitu :
1. Pembentukan tim teknis di tingkat kabupaten

2. Seleksi usulan CP/Cl yang dilaksanakan oleh tim teknis sesuai
kriteria
3. Penetapan Calon penerima bantuan oleh PPK dan selanjuntnya di
sahkan oleh KPA
4. ldentifikasi kebutuhan disusun oleh tim teknis dan kelompok tani
(penerima bantuan)
5. Menyusun persyaratan administrasi yaitu:
a. Pembukaan rekening atas nama Unit Pengelola keuangan dan
Kegiatan (UPKK)
b. Penyusunan Kerjasama Bantuan Pemerintah antara PPK dan
UPKK/poktan/Gapoktan penerima bantuan
c. Pengajuan pencairan dana bantuan pemerintah yaitu jika nilai
dibawah Rp. 100.000.000,00 dibayarkan sekaligus dan nilai
bantuan di atas Rp.100.000.000,00 dibayarkan 2 tahap yaitu
tahap | sebesar 70% dan Tahap 1l 30% .
Tahap pelaksanaan yaitu:
a. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) oleh tim teknis dan
poktan
b. Pelaksanaan konstruksi meliputi:
1) Pekerjaan persiapan (pengukuranlahan dan pembersihan lahan),
2) Pembelian bahan material, mobillisasi alat dan tenaga kerja dan
3) pekerjaan konstruksi,
4) Pembiayaan adanya laporan pertanggung jawaban
5) Berita acara serah terima pengelolaan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2019, Terdakwa |
menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Nomor 412/DPTPH-
PSP/2019 ditetapkan Calon Penertima Calon Lahan (CPCL) Optimasi
Lahan Rawa Mendukung SERASI pada 97 (Sembilan Puluh Tujuh)
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Gapoktan yang tersebar di 16 (Enam Belas) Kecamatan Kabupaten

Banyuasin.

- Bahwa terdakwa | selaku PPK menerbitkan Surat Keputusan PPK
Nomor:499/DPTPH-PSP/PPK/2019 tanggal 1 April 2019 tentang
Penetapan Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) Penerima
Manfaat Bantuan Pemerintah Kegiatan Optimasi Lahan Rawa pada
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten
Banyuasin TA. 2019, Surat Keputusan PPK Nomor : 500/DPTPH-
PSP/PPK/2019 Tanggal 1 April 2019 Tentang Gabungan Kelompok
Tani (Gapoktan) Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Pola Transfer
Uang Kegiatan Optimasi Lahan Rawa, Surat Keputusan Nomor :
750/DPTPH-PSP/PPK/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Surat
Keputusan Penetapan Kelompok Penerima Bantuan dan Nomor :
751/DPTPH-PSP/2019 tanggal 13 Mei 2019 Tentang Unit Pengelola
Keuangan dan Kegiatan (UPKK) ditetapkan 69 Gapoktan yang
tersebar di 15 Kecamatan Kabupaten Banyuasin dengan nilai bantuan
yang dikelola sebesar Rp240.553.100.000,00. Bahwa berdasarkan
Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kabupaten Banyuasin Nomor 521/504/DPTPH-PSP/2019
tanggal 1 April 2019 menetapkan Tim Perencanaan, Tim Pelaksana,
dan Tim Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain (SID)
Optimasi Lahan Rawa Mendukung SERASI pada Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun 2019,
yaitu:

a. Tim Perencanaan terdiri dari 5 (lima) orang yang diketuai oleh
Terdakwa Il Sarjono.

b. Tim Pelaksana SID terdiri dari 142 (Seratus Empat Puluh Dua)
orang dimana terdakwa Il Sarjono sebagai Tim Pelaksana
Kecamatan dan terdakwa Ill Ateng Kurnia sebagai Tim Ahli SID.

c. Tim Pengawasan terdiri dari 4 (Empat) orang.

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan PPK Dinas Pertanian

Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Nomor
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500/DPTPH-PSP/PPK/2019 dan 750/DPTPH-PSP/PPK/2019 tanggal
1 April 2019, serta Surat Keputusan PPK Nomor 499/DPTPH-
PSP/PPK/2019 dan 751/DPTPH-PSP/PPK/2019 tanggal 13 Mei 2019
maka ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara PPK dengan UPKK
Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Pola Transfer Uang Kegiatan
Optimasi Lahan Rawa sebanyak 82 UPKK yang tersebar di 15
Kecamatan dengan nilai bantuan sebesar Rp292.776.600.000,00.
Jangka waktu penyelesaian pekerjaan direncanakan selesai pada
tanggal 31 Desember 2019 sejak ditandatanganinya perjanjian
Kerjasama.

- Adapun kegiatan dalam perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam
RAB/RUKK antara lain untuk lingkup kegiatan Penyusunan SID,
Kegiatan Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat, dan Kegiatan
Pelaporan.

- Bahwa yang menerima dana bantuan Pemerintah Kegiatan Optimasi
Lahan Rawa Mendukung Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani
(SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 sebanyak 82 (delapan
puluh dua) UPKK yang tersebar di 15 (lima belas) kecamatan

Kabupaten Banyuasin sebagai berikut :

Biaya Jumlah
No. Lokasi Nama Upkk Volume Satuan (Rp.)
(Ha) (Rp.) Volume (Ha) x
) Biaya Satuan
1. Kecamatan Muara
Telang
1. | Desa : Telang UPKK Gapoktan : Bina 1,030 | 4,300,00 | 4,429,000,000
Rejo Tani Sejahtera 0
Kecamatan : Muara Koordinator/Ketua : M.
Telang Rohim
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : M. Haris
Bendahara : Oktarianto
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607080611720001
2. | Desa : Telang UPKK Gapoktan : 1,088 | 4,300,00 | 4,678,400,000
Makmur Subur Makmur 0
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Kecamatan : Muara Koordinator/Ketua
Telang :Erwin Junaidi
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Sujarwo
Bendahara : Suyatno
No. KTP Koordinator
UPKK :
1671070307880005
3. | Desa : Sumber | UPKK Gapoktan : 1,324 | 4,300,00 | 5,693,200,000
Hidup Sumber Makmur 0
Kecamatan : Muara Koordinator/Ketua :
Telang Suyadi
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Syarif
Bendahara : Kdaidarul
Muktib
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607080406690001
4. | Desa : Panca UPKK Gapoktan : Tani 1,425 4,300,00 | 6,127,500,000
Mukti Mukti 0
Kecamatan : Muara Koordinator/Ketua :
Telang Sarimin Syamsudin
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Ari Wandi
Bendahara : Angga
Widiyo Pangestu
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607081305670001
5. | Desa : Telang UPKK Gapoktan : 934 | 4,300,00 | 4,016,200,000
Jaya Manunggal Jaya 0
Kecamatan : Muara Koordinator/Ketua :
Telang Suparjo
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Musa
Bendahara : A. Yasir
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607082012720002
6. | Desa : Mekar UPKK Gapoktan : 662 | 4,300,00 | 2,846,600,000
Mukti Makmur Jaya 0
Kecamatan : Muara Koordinator/Ketua :
Telang Sarupi
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Ismu Soleh
Bendahara : Arifin
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No. KTP Koordinator
UPKK :
1607081512560001
7. | Desa : Telang UPKK Gapoktan : 1,632 | 3,050,00 | 4,977,600,000
Karya Karya Sejahtera 0
Kecamatan : Muara Koordinator /Ketua :
Telang Tashadi
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : M. Najib
Bendahara : Abdullah
Zaini
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607081008750005
8. | Desa : Talang UPKK Gapoktan : 1,090 | 4,300,00 | 4,687,000,000
Indah Talang Indah 0
Kecamatan : Muara Koordinator /Ketua :
Telang Sanimin
Kabupaten Sekretaris : Syamsul
Banyuasin Bahrun
Bendahara : Suryadi
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607080211000001
9. | Desa : Mukti UPKK Gapoktan : 1,038 | 4,300,00 | 4,463,400,000
Jaya Mitra Tani 0
Kecamatan : Muara Koordinator /Ketua :
Telang Sugeng Purnomo
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : M. Toha
Bendahara : Komang
Agus Darmawan
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607081503810002
10. | Desa : Upang UPKK Gapoktan : 1,500 4,300,00 6,450,000,000
Jaya Usaha Karya Tani 0
Kecamatan : Muara Koordinator/Ketua : A.
Telang Rivai
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Asmat P
Bendahara : Karsa
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607090107910043
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11. | Desa : Mekar UPKK Gapoktan : 1,049 | 4,300,00 | 4,510,700,000
Sari Usaha Bersama 0
Kecamatan : Muara Koordinator/Ketua :
Telang Rusmin
Kabupaten Sekretaris : | Gede
Banyuasin Suyaka
Bendahara : Tamrin
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607082304660001
12. | Desa : Upang | UPKK Gapoktan : 753 | 4,300,00 | 3,237,900,000
Cemara Cemara Jaya 0
Kecamatan : Muara Koordinator/Ketua :
Telang Ambo Sakka
Kabupaten Sekretaris : Rustam
Banyuasin Efendi
Bendahara : Edi
Susanto
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607090107740040
13. | Desa : Sumber | UPKK Gapoktan : 1,250 | 4,300,00 | 5,375,000,000
Mulya Mulya Tani 0
Kecamatan :Muara
Telang Koordinator : Marlan
Kabupaten Sekretaris : lwan
Banyuasin Oktafia
Bendahara : Puiji
Priyono
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607082204640001
14. | Desa - Upang UPKK Gapoktan : 1,210 | 4,300,00 | 5,203,000,000
Karya Pangan Raya 0
Kecamatan : Muara Koordinator/Ketua :
Telang Salim Usmanto
Kabupaten Sekretaris : Agus
Banyuasin Purwanto
Bendahara : Tarnak
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607081502710001
15. | Desa : Upang UPKK Gapoktan : 1,612 | 4,300,00 | 6,931,600,000
Ceria Jaya Sakti 0
Kecamatan : Muara Koordinator /Ketua :
Telang Salim
Kabupaten Sekretaris : H.
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Banyuasin Agustam
Bendahara : Ahmad
Syukri
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607091204810006
2. Kecamatan Air
Salek
16. | Desa . Sri UPKK Gapoktan : Sido 640 | 4,300,00 | 2,752,000,000
Katon Maju 0
Kecamatan :Air Koordinator : Pawit
Salek Santoso, SH
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : M. Arbi
Bendahara : Ulum
Mahya
No. KTP Koordinator
UPKK :
3307040808890003
17. | Desa : Saleh UPKK Gapoktan : 1,015 4,300,00 | 4,364,500,000
Agung Bhakti Agung 0
Kecamatan :Air
Salek Koordinator : Janari
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Muzimasfa
Bendahara : Mat.
Soleh
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607150101700002
18. | Desa : Bintaran | UPKK Gapoktan : 1,338 | 4,300,00 | 5,753,400,000
Sumber Pangan 0
Kecamatan : Air
Salek Koordinator : Wasidi
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Saijan
Bendahara : Eko Dewi
Cahyono
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607152507820002
19. | Desa : Saleh UPKK Gapoktan : 396 | 4,300,00 | 1,702,800,000
Makmur Sidodadi Mulyo 0
Kecamatan :Air
Salek Koordinator : M. Soleh
Kabupaten Sekretaris : Herman
Banyuasin Kelani
Bendahara : Iswan M.
Nuh

Halaman 14 dari 180 Halaman Putusan Nomor 19/PID-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. KTP Koordinator
UPKK :
1607151508770004
20. | Desa : Saleh UPKK Gapoktan : Tani 457 | 4,300,00 | 1,965,100,000
Mulyo Mulyo 0
Kecamatan :Air
Salek Koordinator : Wagimin
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Suwarno
Bendahara : Bambang
Nurjana
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607150611720001
21. | Desa : Saleh UPKK Gapoktan : 366 | 4,300,00 | 1,573,800,000
Jaya Rukun Sentosa 0
Kecamatan :Air
Salek Koordinator : Slamet R
Kabupaten Sekretaris : Adil
Banyuasin Suryono
Bendahara : Sutarman
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607150107780135
22. | Desa :Enggal | UPKK Gapoktan : 688 | 4,300,00 | 2,958,400,000
Rejo Usaha Bersama 0
Kecamatan :Air Koordinator :
Salek Suparman
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Jumadi
Bendahara : Sri
Subadi
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607151107740001
23. | Desa : Sido UPKK Gapoktan : Sido 1,749 4,300,00 | 7,520,700,000
Harjo Usaha 0
Kecamatan : Air
Salek Koordinator : Surindo
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Zarkowi
Bendahara : Mujiono
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607151512800003
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24. | Desa : Saleh UPKK Gapoktan : 770 | 4,300,00 | 3,311,000,000
Mukti Krida Tani 0
Kecamatan :Air Koordinator :
Salek Supriyono
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Ruslan
Bendahara : Mansur
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607151707790002
25. | Desa : Sri UPKK Gapoktan : Sido 637 | 4,300,00 | 2,739,100,000
Mulyo Makmur 0
Kecamatan :Air Koordinator : Made
Salek Mawan
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : M. Suhur
Bendahara : Wagimin
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607151508800001
26. | Desa : Upang UPKK Gapoktan : 489 | 4,300,00 | 2,102,700,000
Tunas Karya 0
Kecamatan :Air Koordinator :
Salek Johansyah
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Anhar
Bendahara : Roni
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607091306700001
27. | Desa : Upang UPKK Gapoktan : Agro 1,940 | 4,300,00 | 8,342,000,000
Marga Tani 0
Kecamatan : Air Koordinator : Eddy
Salek Karso
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Antoni
Bendahara : Zainuddin
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607091005700002
28. | Desa : Gapoktan : Usaha 1,051 | 4,300,00 | 4,519,300,000
Damarwulan Bersama 0
Kecamatan :Air
Salek Koordinator : Nurkolis
Kabupaten Sekretaris : Jayadi
Banyuasin Perwantoro
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Bendahara : Sih
Pinitoyo
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607151911760001
29. | Desa :Air UPKK Gapoktan : 1,500 | 4,300,00 | 6,450,000,000
Solok Batu Bersatu Teguh 0
Kecamatan :Air Koordinator : Eko
Salek Prastyo
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Samsudin
Bendahara : Suardi
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607152007950001
3. Kecamatan Tanjung
Lago
30. | Desa : Telang UPKK Gapoktan : 532 4,300,00 2,287,600,000
Sari Bareng Mulyo 0
Kecamatan : Tanjung
Lago Koordinator : Sutaji
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Kateno
Bendahara : Marjani
No. KTP Koordinator
UPKK :
16071325506800001
31. | Desa : UPKK Gapoktan : 497 | 4,300,00 | 2,137,100,000
Purwosari Mukti Makmur 0
Kecamatan : Tanjung | Koordinator :
Lago Bambang Nuryahman
Kabupaten Sekretaris : Aris
Banyuasin Setiawan
Bendahara : Ruswanto
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607133105780001
32. | Desa : Sumber | UPKK Gapoktan : 674 | 4,300,00 | 2,898,200,000
Mekar Mukti Mekar Mukti 0
Kecamatan : Tanjung
Lago Koordinator : Kadinah
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Darsama
Bendahara : Rosadi
No. KTP Koordinator
UPKK:
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1607131501800001
33. | Desa : Banyu UPKK Gapoktan : Sri 808 | 4,300,00 | 3,474,400,000
Urip Mulya 0
Kecamatan : Tanjung
Lago Koordinator : Juman
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Sabar
Bendahara : Suwarno
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607132508680001
34. | Desa : Sri UPKK Gapoktan : Sri 524 | 4,300,00 | 2,253,200,000
Menanti Nanti Jaya 0
Kecamatan : Tanjung | Koordinator : Jaya
Lago Harti
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Sugiyo
Bendahara : Dedy
Irawan
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607130107730035
35. | Desa : Suka UPKK Gapoktan : 305 | 4,300,00 | 1,311,500,000
Tani Suka Tani 0
Kecamatan : Tanjung
Lago Koordinator : Waryanto
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Sriyono
Bendahara : Irwanto
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607130709880001
36. | Desa : Sebalik | UPKK Gapoktan : 1,846 | 4,300,00 | 7,937,800,000
Jaya Sebalik Jaya 0
Kecamatan : Tanjung
Lago Koordinator : Azhar
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Puryanto
Bendahara : Heryadi
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607130107720092
37. | Desa : Mulia UPKK Gapoktan : 605 | 4,300,00 | 2,601,500,000
Sari Diyaning Hurip 0
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Kecamatan :Tanjung | Koordinator : Ida
Lago Bagus Suarbawa
Kabupaten Sekretaris : Heru
Banyuasin Hardiyanto
Bendahara : Suda
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607132104730002
38. | Desa : Bangun | UPKK Gapoktan : 875 | 4,300,00 | 3,762,500,000
Sari Bangun Sari 0
Kecamatan : Tanjung
Lago Koordinator : Suparno
Kabupaten Sekretaris : Sugeng
Banyuasin Hidayat
Bendahara : Basuki
Rahmat
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607131205730001
4. Kecamatan Air
Kumbang
39. | Desa UPKK Gapoktan : 655 | 4,300,00 | 2,816,500,000
Sebubus Usaha Bersama 0
Kecamatan :Air
Kumbang Koordinator : Sumardi
Kabupaten Sekretaris : Firman
Banyuasin Hadi Saputra
Bendahara : Abuyani
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607013006870001
5. Kecamatan Makarti
Jaya
40. | Desa : Muara UPKK Gapoktan : 850 4,300,00 3,655,000,000
Baru Muara Baru 0
Kecamatan : Makarti | Koordinator :
Jaya Muhammad Ali
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Juhera
Bendahara : Abdul
Kadir
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607020512730002
41. | Desa - Upang UPKK Gapoktan : 1,269 | 4,300,00 | 5,456,700,000
Mulya Upang Mulya 0
Kecamatan : Makarti | Koordinator : M. Akib
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Jaya Alhamasong
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Sudirman
Bendahara : M. Rasyid
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607151111710001
42. | Desa : Upang UPKK Gapoktan : Bina 471 | 4,300,00 | 2,025,300,000
Makmur Sativa 0
Kecamatan : Makarti
Jaya Koordinator : Irawan
Kabupaten Sekretaris : Syamsul
Banyuasin Babhri
Bendahara : Andriyani
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607091410940001
6. Kecamatan Muara
Padang
43. | Desa : Muara UPKK Gapoktan : Tani 1,005 | 4,300,00 | 4,321,500,000
Padang Bersatu 0
Kecamatan : Muara Koordinator : M.
Padang Ibrahim Azzaki
Kabupaten Sekretaris : Andi
Banyuasin Saputra
Bendahara : Sutadi
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607142109870002
44. | Desa : Tirto UPKK Gapoktan : 503 | 4,300,00 | 2,162,900,000
Raharjo Raharjo Makmur 0
Kecamatan : Muara Koordinator : Anwar
Padang Ansori
Kabupaten Sekretaris :
Banyuasin Muhammad Hadi
Makin
Bendahara : Sukamto
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607071211870002
45. | Desa : Daya UPKK Gapoktan : 436 | 4,300,00 | 1,874,800,000
Utama Maju Jaya 0
Kecamatan : Muara Koordinator : Mantep
Padang Supriawan
Kabupaten Sekretaris : Muh.
Banyuasin Mardi
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Bendahara : Abdul
Rohman
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607071605810001
46. | Desa : Margo UPKK Gapoktan : 312 | 4,300,00 | 1,341,600,000
Mulyo Bangun Mulyo 0
Kecamatan : Muara Koordinator : Ali
Padang Maskur
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Darwa
Bendahara : Hayun
Hasyim
No. KTP Koordinator
UPKK :
160707017829092
47. | Desa : Tirta UPKK Gapoktan : 375 | 4,300,00 | 1,612,500,000
Jaya Makmur Jaya 0
Kecamatan : Muara
Padang Koordinator : Nurudin
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Muhtadin
Bendahara : Kariri
No. KTP Koordinator
UPKK :
160707077740003
48. | Desa : Sumber | UPKK Gapoktan : 150 | 4,300,00 645,000,000
Makmur Ganesha 0
Kecamatan : Muara
Padang Koordinator : Sugito
Kabupaten Sekretaris : Hendri
Banyuasin Eko Wahyudi
Bendahara : Budiono
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607070107650026
49. | Desa : Tanjung | UPKK Gapoktan : 810 | 4,300,00 | 3,483,000,000
Baru Jaya Bersama 0
Kecamatan : Muara Koordinator : Hayun
Padang Hasyim
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Darwa
Bendahara : Mustopa
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607072802690001
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7. Kecamatan Muara
Sugihan
50. | Desa : Argo UPKK Gapoktan : Argo 469 | 4,300,00 | 2,016,700,000
Mulyo Makmur 0
Kecamatan : Muara
Sugihan Koordinator : Sukur
Kabupaten Sekretaris : Wawan
Banyuasin Budiyanto
Bendahara : Ahmad
Farudin
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607140608910003
51. | Desa : Beringin | UPKK Gapoktan : Sri 458 | 4,300,00 | 1,969,400,000
Agung Rejeki 0
Kecamatan : Muara Koordinator : Didik
Sugihan Rudiyanto
Kabupaten Sekretaris : Tri
Banyuasin Supriyadi
Bendahara : Suparni
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607180608910002
52. | Desa : UPKK Gapoktan : 956 | 4,300,00 | 4,110,800,000
Cendana Usaha Makmur 0
Kecamatan : Muara Koordinator : Selamet
Sugihan Riyadi
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Mas Nuri
Bendahara : Sukipno
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607141110810001
53. | Desa : Daya UPKK Gapoktan : 477 | 4,300,00 | 2,051,100,000
Kesuma Sumber Rejeki 0
Kecamatan : Muara
Sugihan Koordinator : Poniman
Kabupaten Sekretaris : Dede
Banyuasin Rakhman
Bendahara : Suwarto
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607141110910002
54. | Desa : Daya UPKK Gapoktan : 1,946 | 4,300,00 | 8,367,800,000
Murni Sumber Rejeki 0
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Kecamatan : Muara
Sugihan Koordinator : Sulkan
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Siswanto
Bendahara : Amirudin
No. KTP Koordinator
UPKK :
1671061508680010
55. | Desa : UPKK Gapoktan : 803 | 4,300,00 | 3,452,900,000
Ganesha Mukti Mandiri 0
Kecamatan : Muara Koordinator : Wignyo
Sugihan Pranoto
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Musikin
Bendahara :
Ardiansyah
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607142011750001
56. | Desa UPKK Gapoktan : Tani 1,627 | 4,300,00 | 6,996,100,000
Indrapura Bersatu 0
Kecamatan : Muara Koordinator : Tarjono
Sugihan Saputra
Kabupaten Sekretaris : M. Abdul
Banyuasin Jefri
Bendahara : Supriyadi
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607142701860002
57. | Desa : Margo UPKK Gapoktan : 568 | 4,300,00 | 2,442,400,000
Mulyo 16 Rukun Santosa 0
Kecamatan : Muara
Sugihan Koordinator : Priyanto
Kabupaten Sekretaris : Margo
Banyuasin Winoto
Bendahara : Riyadi
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607140506770003
58. | Desa : Mekar UPKK Gapoktan : 1,316 | 4,300,00 | 5,658,800,000
Jaya Harapan Jaya 0
Kecamatan : Muara Koordinator : lbnu
Sugihan Mutarom
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Prayogo
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Bendahara : Sukoyo
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607140102820004
59. | Desa : Sido UPKK Gapoktan : 676 | 4,300,00 | 2,906,800,000
Makmur Rukun Sentosa 0
Kecamatan : Muara Koordinator :
Sugihan Mohammad Wiyoko
Kabupaten Sekretaris :
Banyuasin Muhammad Sulaiman
Bendahara : Ahmad
Arif Hidayatullah
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607142111900003
60. | Desa : Sugih UPKK Gapoktan :Tani 416 4,300,00 1,788,800,000
Waras Bersama 0
Kecamatan : Muara
Sugihan Koordinator : Sobirin
Kabupaten Sekretaris : Paing
Banyuasin Suharno
Bendahara : As'alul
Kamim Jajuli
No. KTP Koordinator
UPKK :
1603063012850002
61. | Desa : Sumber | UPKK Gapoktan : 535 | 4,300,00 | 2,300,500,000
Mulyo Sumber Tani 0
Kecamatan : Muara
Sugihan Koordinator : Juhri
Kabupaten Sekretaris : Eko
Banyuasin Setiawan
Bendahara : Dony
Afrizal
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607140107730039
62 | Desa : Timbul UPKK Gapoktan : 1,068 | 4,300,00 | 4,592,400,000
Jaya Timbul Jaya 0
Kecamatan : Muara
Sugihan Koordinator : M. Dasir
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : M. Adi
Bendahara : Misnan
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607142109700001
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63. | Desa : Rejo UPKK Gapoktan : 698 | 4,300,00 | 3,001,400,000
Sari Suka Makmur 0
Kecamatan : Muara
Sugihan Koordinator : Soud
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Subarkah
Bendahara : Tohid
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607142005770001
8. Kecamatan Selat
Penuguan.
64. | Desa : Mekar UPKK Gapoktan : Sri 660 4,300,00 | 2,838,000,000
Sari Dadi 0
Kecamatan : Selat Koordinator : Sulasi
Penuguan Sumo Suseno
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Sukono
Bendahara : Dirma
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607042510560002
65. | Desa : Sumber | UPKK Gapoktan : 502 4,300,00 2,158,600,000
Mukti Maju Jaya Bersama 0
Kecamatan : Selat Koordinator : Evan
Penuguan Prabawinata
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Harsono
Bendahara : Toni
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607041002880002
66. | Desa :Kelapa | UPKK Gapoktan : 550 | 4,300,00 | 2,365,000,000
Dua Cahaya Makmur 0
Kecamatan : Selat
Penuguan Koordinator : Camburi
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Nurzen
Bendahara :
Sudarmawan
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607040030820002
67. | Desa UPKK Gapoktan : 1,343 | 4,300,00 | 5,774,900,000
Penuguan Kuningan Raya 0
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Kecamatan : Selat
Penuguan Koordinator : Fahrudin
Kabupaten Sekretaris : Agus
Banyuasin Risman
Bendahara :
Muhammad Darwis
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607040808700003
68. | Desa : Bumi UPKK Gapoktan : 614 | 4,300,00 | 2,640,200,000
Rejo Podo Rukun 0
Kecamatan : Selat Koordinator :
Penuguan Supriyanto
Kabupaten Sekretaris :
Banyuasin Syamsudin
Bendahara : Suroyo
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607041708870001
69. | Desa : UPKK Gapoktan : 336 | 4,300,00 | 1,444,800,000
Purwodadi Darma Bakti 0
Kecamatan : Selat Koordinator : Zainal
Penuguan Arifin
Kabupaten Sekretaris : Kadek
Banyuasin Suwartawan
Bendahara : Sarwo
Edi
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607040808500001
70. | Desa : Songo UPKK Gapoktan : 512 | 4,300,00 | 2,201,600,000
Makmur Hidup Baru 0
Kecamatan : Selat Koordinator : Bibit
Penuguan Harianto
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : M. Salam
Bendahara : Jumari
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607050818300002
71. | Desa : UPKK Gapoktan : 200 | 4,300,00 860,000,000
Wonodadi Jaya Utama 0
Kecamatan : Selat
Penuguan Koordinator : Supakat
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Suparno
Bendahara : Suhadi
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No. KTP Koordinator

UPKK :
1607040208100001
9. Kecamatan Pulau
Rimau.
72. | Desa : Dana UPKK Gapoktan : 375 | 4,300,00 | 1,612,500,000
Mulya Perintis Damai 0
Kecamatan : Pulau
Rimau Koordinator : Sunyoto
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Muslihin
Bendahara : Winardi
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607041212720001
73. | Desa : Sumber | UPKK Gapoktan : 244 4,300,00 1,049,200,000
Mulyo Usaha Maju 0
Kecamatan : Pulau
Rimau Koordinator : Wariso
Kabupaten Sekretaris : Rurul
Banyuasin Supriyanto

Bendahara : Korim
No. KTP Koordinator

UPKK :
160704170880004
10. Kecamatan
Tungkal llir.

74. | Desa : Suka UPKK Gapoktan : 165 4,300,00 709,500,000
Mulia Suka Mulia 0
Kecamatan : Tungkal | Koordinator : Joni
Ilir Miharja
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Heri Susilo

Bendahara : Dede
Sulaiman

No. KTP Koordinator
UPKK :
1607122006800001

75. | Desa : Suka UPKK Gapoktan : 160 | 4,300,00 688,000,000
Raja Sejahtera 0
Kecamatan : Tungkal
Iir Koordinator : Ridwan
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Daselan

Bendahara : Bariyanto
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No. KTP Koordinator
UPKK :
1607124006700001

76. | Desa : Teluk UPKK Gapoktan : 578 | 4,300,00 | 2,485,400,000
Tenggulang Tenggulang Jaya 0
Kecamatan : Tungkal | Koordinator :

Ilir Supradinata

Kabupaten

Banyuasin Sekretaris : Sukimin
Bendahara : Samsudin
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607134006100001

11. Kecamatan

Banyuasin |Il.

77. | Desa UPKK Gapoktan : 1,412 | 4,300,00 | 6,071,600,000
Sungsang |l Karya Makmur 0
Kecamatan Koordinator :

Banyuasin Il Chairuddin

Kabupaten

Banyuasin Sekretaris : Andi Aziz
Bendahara : H. Rapik
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607020901700001

12. Kec. Sumber

Marga Telang.

78. | Desa : Karang UPKK Gapoktan : 2,100 4,300,00 9,030,000,000
Baru Karang Jaya 0
Kecamatan : Sumber
Marga Telang Koordinator : Ali Karim
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Al Mursyid

Bendahara : Mahjub
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607080102700001
13. Kecamatan
Rambutan.

79. | Desa : Gelebak | UPKK Gapoktan : Sri 864 | 4,300,00 | 3,715,200,000
Dalam Kuto Parung Priyayi 0
Kecamatan Koordinator : Ahmad
Rambutan Fikri
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Budiyanto

Bendahara : Solimin
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No. KTP Koordinator

UPKK :
1607062010850002
80. | Desa : Sako UPKK Gapoktan : 447 | 4,300,00 | 1,922,100,000
Ladung Betuah 0
Kecamatan Koordinator : Kastro
Rambutan Suadi
Kabupaten Sekretaris : Ratus
Banyuasin Faseh
Bendahara : Lukman
Hakim
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607060310620001
14. Kecamatan Suak
Tapeh.
81. | Desa : Lubuk UPKK Gapoktan : 1,034 | 4,300,00 | 4,446,200,000
Lancang Suak Tapeh Jaya 0
Kecamatan : Suak Koordinator/Ketua :
Tapeh Alimin Adi
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Al Mursyid
Bendahara : Mahjub
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607080102700001
15. Kecamatan Rantau
Bayur.
82. | Desa :Sungai | UPKK Gapoktan : 318 | 4,300,00 | 1,367,400,000
Pinang Serasan 0
Kecamatan :Rantau | Koordinator/Ketua :
Bayur Ismail Hamid
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Jailani
Bendahara : Halimah
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607111203540001
JUMLAH TOTAL 68.562 292.776.600.000 |

- Bahwa tanggal 17 Juni 2019, sesuai Surat Perintah Mulai Kerja Nomor
027/093.05/PPK/DPTPH-PSP/IV/2019,

Gunung Kencana untuk memulai pekerjaan pembuatan SID Optimasi

PPK memerintahkan CV

Lahan Rawa Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian

Halaman 29 dari 180 Halaman Putusan Nomor 19/PID-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor
027/283/DPTPH-PSP/IV/2019 tanggal 13 September 2019 vyang
ditandatangani oleh Pejabat Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP),
Ketua Tim Pelaksana serta diketahui oleh terdakwa | Zainuddin
sebagai PPK yang menyatakan bahwa Laporan SID setiap desa pada
15 Kecamatan di Kabupaten Banyuasin telah lengkap dan cukup.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor
027/283.c/DPTPH-PSP/IX/2019 tanggal 13 September 2019 antara
PPK dengan PPHP dilakukan serah terima Dokumen Survey
Investigasi dan Desain (SID) setiap desa pada 15 Kecamatan di
Kabupaten Banyuasin. Dokumen SID tersebut terdiri dari Rencana
Anggaran Biaya (RAB), Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)
dan Gambar Rencana.

- Bahwa dalam melaksanakan tugas terdakwa | Zainuddin selaku PPK,
terdakwa Il Sarjono selaku Ketua Tim Teknis, Ketua Tim Perencanaan,
Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi, Tim Pelaksanaan dan Tim
Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain dan Terdakwa IIl Ateng
Kurnia selaku Konsultan Pengawas tidak melakukan evaluasi
pekerjaan secara tertulis, tidak melakukan pengawasan dan tidak
mengontrol kegiatan pekerjaan SERASI ke para Unit Pengelola
Kegiatan dan Keuangan (UPKK). Bahwa berdasarkan keterangan
para saksi dari 81 (delapan puluh satu) Unit Pengelola Kegiatan dan
Keuangan (UPPK), terdakwa | Zainuddin selaku PPK, terdakwa II
Sarjono selaku Ketua Tim Teknis, Ketua Tim Perencanaan, Ketua Tim
Monitoring dan Evaluasi, Tim Pelaksanaan dan Tim Pengawas
Kegiatan Survey Investigasi Desain dan Terdakwa Il Ateng Kurnia
selaku Konsultan melakukan tindakan dengan mengkondisikan atau
mengatur dengan cara menghubungi setiap Unit Pengelola Kegiatan
dan Keuangan (UPKK) untuk :
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a. Dari 82 UPKK sebanyak 29 Ketua/Sekertaris/Bendahara UPKK
yang menyatakan terdakwa Il Ateng Kurnia dalam pembuatan SID
mengenakan biaya sekitar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Per-
Hektar, yang biaya tersebut oleh para UPKK diambil dari Anggaran
program Serasi, semua tindakan yang dilakukan terdakwa Il Ateng
Kurnia dilaporkan kepada Tim Tekhnis Terdakwa Il Sarjono dan
diketahui oleh Terdakwa | Zainuddin.

b. Dalam kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterahkan Petani (Selasi)
pada kegiatan Mobilisasi dan Demobilisasi alat berat / pemindahan
dari desa lain ke desa yang ada kegiatan Serasi, terjadi markup
harga / harga yang tidak wajar dari 82 UPKK sebanyak 43 UPKK
oleh terdakwa Il Sarjono dimanipulasi harganya dengan para
pemilik alat berat berupa Truck Tailer atau Ponton. Sedangkan
sebagian alat berat excavator adalah milik Dinas Pertanian Provinsi
Sumatera Selatan, Sehingga Nilai Kerugian Keuangan Negara atas
Kegiatan Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat pada Unit
Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) Rp.609.840.000,00
(Enam Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu
Rupiah).

c. Bahwa terhadap realisasi keuangan pembelian Mesin Pompa Air
oleh GAPOKTAN pada Program SERASI BANYUASIN TA 2019
telah direalisasikan seluruhnya dan telah dilaporkan SPJ 100% atas
persetujuan terdakwa Il SARJONO sebagai Tim Tekhnis dan di
laporkan kepada Terdakwa | Zainuddin sebagai Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK), pada Kenyataannya terdapat beberapa Mesin
Pompa Air yang belum ada diantaranya Desa Daya Kesuma, UPKK
Sumber Rejeki,dan beberapa UPKK yang menerima bantuan
Serasi. Dalam pengadaan mesin pompa air pada Kegiatan Serasi
diperoleh fakta terdakwa Il Sarjono meminta saksi Supeno selaku
distributor / penjual mesin pompa air untuk menaikkan harga
pompa air dari harga sebenarnya. Dalam pengadaan Mesin dimana
TIM TEKNIS terdakwa Il Sarjono dan Konsultan terdakwa Il
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Ateng Kurnia telah menaikkan harga tersebut kedalam RUKK hal ini
dapat dilihat dari pengaturan setiap pembelian mesin pompa,
dimana harga dalam RUKK secara keseleruhan dilebihkan 20%
sehingga harga pembelian mesin pompa air dalam kegiatan
SERASI 2019 diketahui seluruhnya, terdapat kelebihan 20% yang
tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya,
terhadap hal ini diketahui salah satu pedagang Mesin pompa air
yakni saksi SUPENO yang telah diatur untuk tempat pembelian

Mesin pompa air .

d. Bahwa atas pembelian mesin Pompa yang terdapat kelebihan
harga tersebut dibagi - bagi ke pihak Dinas Pertanian Kabupaten
Banyuasin dan Konsultan. Uang kelebihan pembelian mesin pompa
air diserahkan oleh Saksi Supeno kepada Terdakwa |, Terdakwa Il
dan Terdakwa Il dengan cara sebagai berikut :

1) Pada bulan Oktober 2019 saksi Supeno ditelepon oleh terdakwa
Il Sarjono untuk bertemu dan meminta diatarkan uang
keuntungan penjualan pompa yang mana pada saat itu saksi
Supeno ada juga saksi Poniman dan saksi Subakat yang berada
di Toko Sarana Tani, kemudian saksi Supeno menyiapkan uang
sebesar Rp.260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah)
setelah itu saksi Supeno, saksi Poniman dan saksi Subakat
bersama-sama berangkat menuju Rumah Makan Pindang
Simpang Bandara disana mereka bertemu terdakwa |
ZAINUDDIN, SP.,M.Si. Bin SOHAR, terdawka 1l SARJONO,
SP,M.Si bin REJA SUMARTO, dan terdakwa IIl ATENG KURNIA,
M.ENG BIN MUS'I lalu mereka makan bersama dan berbincang
setelah selesai makan Terwakwa II SARJONO, SP,M.Si bin
REJA SUMARTO memerintahkan saksi Supeno untuk
memindahkan uang yang ada di dalam mobil saksi Supeno ke
mobil Terdakwa Il SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO

2) Pada bulan November 2019 saksi Supeno ditelepon oleh
Terdakwa 1l SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO yang
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meminta sejumlah uang sebesar Rp.87.000.000,00 (Delapan
Puluh Tujuh Juta Rupiah) kemudian saksi Supeno menghubungi
saksi Poniman melalui telepon. lalu mereka menemui terdakwa |
Zainudin untuk meminta rekomendasi pencairan uang Serasi
2019 di Hotel Santika disana saksi Supeno datang bersama
saksi Poniman membawa uang Rp.87.000.000,00 (Delapan
Puluh Tujuh Juta Rupiah) dari hasil penjualan Pompa untuk
diserahkan kepada Terdakwa Il SARJONO, SP,M.Si bin REJA
SUMARTO, pada saat saksi Supeno akan menyerahkan uang
tersebut kepada Terdakwa II SARJONO, SP,M.Si bin REJA
SUMARTO, Terdakwa Il SARJONO, SPM.Si bin REJA
SUMARTO pada saat itu menolak dengan mengatakan "jangan
disini nanti saya kabari tempatnya”. lalu uang tersebut Saksi
Supeno serahkan kepada saksi Poniman, lalu keesokan harinya
saksi Poniman ditelepon oleh Terdakwa Il SARJONO, SP,M.Si
bin REJA SUMARTO untuk mengantarkan uang tersebut di PTC
lalu saksi Poniman pergi ke PTC dan Menyerahkan uang
tersebut kepada Terdakwa Il SARJONO, SP,M.Si bin REJA
SUMARTO .

3) Pada bulan November 2019 saksi Supeno ditelepon Oleh
Terdakwa II SARJONO, SPM.Si bin REJA SUMARTO untuk
datang Ke Tempat Karoke Master piece PTC Palembang lalu
saksi Supeno menelepon saksi Poniman untuk berangkat
bersama-sama menemui terdakwa Il SARJONO, SP,M.Si bin
REJA SUMARTO lalu para saksi menemui Terdakwa Il
SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO di Tempat Karoke
Master piece PTC Palembang, kemudian Terdakwa I
SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO meminta saksi Supeno
menyerahkan uang Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)
didalam toilet setelah itu para saksi pulang.

4) Pada bulan Desember 2019 saksi Poniman dihubungi oleh
Terdawka Il ATENG KURNIA, M.ENG BIN MUS’'l untuk
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%7

memintakan uang kepada saksi Supeno kemudian saksi
Poniman mendatangi saksi Supeno untuk menyampaikan
permintaan terdakwa 1l ATENG KURNIA, M.ENG BIN MUS’I
tersebut, kemudian saksi Supeno memberikan uang
Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) hasil penjualan
pompa ke pada saksi Poniman dan saksi Poniman berikan uang
tersebut kepada Terdakwa Il ATENG KURNIA, M.ENG BIN
MUS’l melalui Fatuhraman karyawan Terdakwa Il ATENG
KURNIA, M.ENG BIN MUS’l di Posko Terdakwa Il ATENG
KURNIA, M.ENG BIN MUS’I di maskarebet.

5) Pada bulan Januari 2020 Terdakwa Ill ATENG KURNIA, M.ENG
BIN MUS’I mendatangi ke Toko Sarana Tani milik Saksi Supeno
Untuk mengambil uang sebesar Rp.50.000.000,00 hasil penjulan
pompa dan saksi Supeno berikan uang sebesar
Rp.50.000.000,00 (lima Puluh Juta Rupiah) langsung kepada
Terdakwa 11l ATENG KURNIA, M.ENG BIN MUS'I.

e. Bahwa dari 82 (delapan puluh dua) UPKK sebanyak 67 Ketua /

Sekertaris / Bendahara UPKK menyatakan terdapat pengkondisian

/ harus dibuat oleh terdakwa Ill Ateng Kurnia sebagai Konsultan,

untuk pembuatan As Build Drawing sebagai syarat untuk

Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban kegiatan Serasi harus

melampirkan As built Drawing.

- Bahwa dalam kegiatan Selamatkan rawa sejahterakan petani
(SERASI) telah dipergunakan oleh para terdakwa untuk memperkaya
diri sendiri atau orang lain yakni terdakwa Il Ateng Kurnia atas
perintah Tim Teknis terdakwa Il Sarjono dan diketahui oleh terdakwa |
Zainuddin sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PKK).

- Bahwa terdakwa | Zainuddin selaku Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK), bersama terdakwa Il Sarjono selaku Ketua Tim Teknis, Ketua
Tim Perencanaan Tim Pelaksanaan dan Tim Pengawas Kegiatan
Survey Investigasi Desain, Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) dan
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terdakwa 11l Ateng Kurnia selaku Tim Ahli SID (Konsultan) tidak

melakukan fungsi pengendalian, pengawasan dan bimbingan kepada

UPKK.

- Bahwa terdakwa | Zainuddin selaku Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK), bersama Terdakwa Il Sarjono Selaku Ketua Tim Teknis, Ketua
Tim Perencanaan, Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi, Tim
Pelaksanaan dan Tim Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain
dan Terdakwa Il Ateng Kurnia selaku Tim Ahli SID (Konsultan) tidak
melakukan fungsi pengendalian, pengawasan dan bimbingan kepada
UPKK, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola
secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018
tanggal 22 Maret 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa
Pemerintah yaitu:

e Bagian Ketiga, Prinsip Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 6, yaitu:
Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
efisien, efektif, transparan, bersaing, adil dan akuntabel.

e Bagian Keempat, Etika Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 7: Poin
(1).f yaitu: Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan
Barang/Jasa mematuhi etika menghindari dan mencegah
pemborosan dan kebocoran keuangan negara.

3) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola
pada point 6.3 tentang Pengawasan menyatakan Tim Pengawas
melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan
keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil
pekerjaan yang meliputi:

a) Verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
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b) Pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk
mengetahui realisasi fisik meliputi:

¢) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan.

d) Pengawasan penggunaan tenaga Kkerja, sarana prasarana/
peralatan dan material/ bahan; dan

e) pengawasan Pengadaan Barang/Jasa (jika ada).

f) Pengawasan tertib administrasi keuangan.

g) Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan
evaluasi Swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan
penyimpangan, tim pengawas melaporkan dan memberikan
rekomendasi kepada pimpinan Kelompok Masyarakat dan PPK,
tim persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil
tindakan korektif.

4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 173/PMK.05/2016 Tentang
Perubahan PMK Nomor :168/PMK.05.2015 tentang mekanisme
pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah pada kementrian
Negara/Lembaga baik melalui transfer uang maupun transfer
barang/jasa kepada masyarakat, Lembaga pemerintahan dan
Lembaga non pemerintahan

5) Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Nomor:40.1/Permentan/RC.010/10/2019 Tanggal 22 Oktober 2019
Tentang Pedoman Program Selamatkan Rawa Sejahterahkan
Petani Berbasis Pertanian Tahun 2019.

6) Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Nomor:13/KPTS/RC.210/B/08/2019 Tanggal 21 Agustus 2019
tentang Buku Pedoman Teknis Optimasi Lahan Rawa Mendukung
Kegiatan Serasi Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa | ZAINUDDIN, SP., M.Si. Bin
SOHAR selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama
dengan terdakwa Il SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO selaku
Tim Teknis Kegiatan dan Ketua Tim Perencanaan, Tim Pelaksana dan

Tim Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain (SID) dan
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terdakwa Il ATENG KURNIA, M.ENG BIN MUS’l Ketua Tim
Pelaksana Kegiatan SID (survey Investigasi Design) pada Kegiatan
Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Selamatkan Rawa
Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.
berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
BPKP Perwakilan Prov. Sumsel dengan uraian sebagai berikut :
a. Nilai Kerugian Keuangan Negara atas Penyusunan Survey
Investigasi dan Design (SID) pada Unit Pengelola Keuangan dan
Kegiatan (UPKK), yaitu:

No Uraian Nilai (Rp)
1 Jumlah pembayaran 820.340.000,00
2 Jumlah  yang seharusnya 0,00
dibayar
3 Jumlah Kerugian Keuangan 820.340.000,0
Negara (1-2) 0

b. Nilai Kerugian Keuangan Negara atas Kegiatan Mobilisasi dan
Demobilisasi Alat Berat pada Unit Pengelola Keuangan dan
Kegiatan (UPKK), yaitu:

No Uraian Nilai (Rp)
1 | Jumlah Pembayaran 4.154.640.000,00
2 | Jumlah yang seharusnya dibayar 3.544.800.000,00
3 | Jumlah Kerugian Keuangan Negara 609.840.000,00
(1-2)

c. Nilai Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Mesin Pompa
Air pada Unit Pengelola Keuangan Kegiatan (UPKK), yaitu:

No Uraian Nilai (Rp)
1 Jumlah Pembayaran 45.342.184.980,00
Jumlah yang seharusnya dibayar 39.640.689.980,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara 5.701.495.000,00
(1-2)

d. Nilai Kerugian Keuangan Negara atas Pembuatan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana dan As built Drawing
pada Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK), yaitu:

No Uraian Nilai (Rp)
1 | Jumlah pembayaran 779.956.000,00
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2 | Jumlah yang seharusnya dibayar 0,00
3 | Jumlah Kerugian Keuangan Negara 779.956.000,0
(1-2) 0

- Akibat dari perbuatan Terdakwa |, Terdakwa Il dan Terdakwa Ill pada
Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Selamatkan
Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019
telah memperkaya diri para terdakwa yang mengakibatkan Kerugian
Negara berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan
Negara BPKP Perwakilan Prov. Sumsel Nomor : PE.04.02/SR-
34/PWO07 /5/2023. Tanggal 10 Februari sebesar Rp.7.911.631.000,00
(tujuh milyar sembilan ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh satu
ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun
1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang
Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP;

Subsidair

Bahwa terdakwa | ZAINUDDIN, SP.,M.Si. Bin Sohar selaku Pejabat
pembuat Komitmen (PPK) baik secara sendiri-sendiri maupun secara
bersama-sama dengan terdakwa Il SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO
selaku Ketua Tim Teknis, Ketua Tim Perencanaan Tim Pelaksanaan dan Tim
Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain, Ketua Tim Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) dan
terdakwa Il ATENG KURNIA, M.ENG BIN MUS'I Ketua Tim Pelaksana
Kegiatan SID (survey Investigasi Design) pada Kegiatan Optimasi Lahan
Rawa Mendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani
(SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019, oleh karena tindak pidananya
bersangkut paut satu dengan yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 141
huruf b KUHAP perkaranya diajukan dalam satu dakwaan, pada hari dan
tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Januari
2019 atau setidak- tidaknya diwaktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat
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Kabupaten Banyuasin atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang berdasarkan Undang-
Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
dan Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7
Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Palembang, sehingga Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan
mengadili mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang
turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara, berdasarkan perhitungan Hasil Audit perhitungan kerugian keungan
Negara dalam pengelolaan dan Pelaksanaan kegiatan optimasi lahan rawa
pendukung kegiatan Selamtkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) di
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggran 2019
Nomor : PE.04.02/SR-34/PW07 /5/2023. Tanggal 10 Februari 2023. Total
jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp7.911.631.000,00
(tujuh milyar sembilan ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh satu ribu
rupiah). atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. perbuatan tersebut
dilakukan oleh para terdakwa cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan Optimasi
Lahan Rawa Pendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan
Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten Banyuasin
Tahun Anggaran 2019 adalah dana yang bersumber dari Tugas
Pembantuan APBN (TP-APBN) termuat pada Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen Sarana dan Prasarana
Kementerian Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura  Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SP-DIPA-
018.08.4.119137/2019 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)
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beserta perubahannya (Revisi), senilai Rp870.000.000.000,00
(delapan ratus tujuh puluh milyar rupiah) yang tersebar pada 9
(Sembilan) Kabupaten di Prov. Sumsel dan untuk Kabupaten
Banyuasin kegiatan Penyiapan Lahan dan Perbaikan Infrastruktur
berupa Bantuan Langsung kepada Kelompok Tani (GAPOKTAN)
sebesar Rp.355.003.700.000,00 (tiga ratus lima puluh lima milyar tiga
juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk luas lahan 68.562 Ha. Dan dana
tersebut bersumber pada APBN.

- Bahwa setelah Kabupaten Banyuasin menerima alokasi dana
selanjutnya sesuai dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Sumatera Selatan Nomor 220/KPTS/ SEKR/DIS.PTPH/2019
tentang perubahan pertama atas keputusan Kuasa Pengguna
Anggaran Nomor 88/KPTS/SEKR/DIS.PTPH/2019 tanggal 18 Januari
2019 menetapkan Terdakwa | Zainuddin (Kepala Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin) sebagai
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Amrullah (Staf Sub
Bagian Keuangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Sumatera Selatan) sebagai Pejabat Penandatangan SPM
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana
Pertanian dalam kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pendukung Kegiatan
Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI).

- Bahwa terdakwa | Zainuddin selaku PPK Berdasarkan SK KPA Satker
Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 220/KPTS
/SEKR/ DIS.PTPH/2019 tanggal 29 Maret 2019 Perubahan Pertama
Atas Keputusan KPA Nomor :88/ KPTS/ SEKR/ DIS.PTPH/2019
Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) dan Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Dana Tugas
Pembantuan Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Banyuasin Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman

Pangan Dan Holtikultura Provinsi Sumatera Selatan TA. 2019.
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- Adapun Tugas dan Tanggungjawab PPK sebagaimana dalam SK KPA
adalah, adalah sebagai berikut :
1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan
dana berdasarkan DIPA,
2. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang
meliputi :
- Spesifikasi teknis/barang/jasa
- Harga Perkiraan Sendiri(HPS)
- Rancangan Kontrak
3. Menerbitkan Surat Penujukan Penyedia Barang/Jasa
4. Membuat, menadatangani dan melaksanakan perjanjian/ kontrak
dengan penyedia barang/jasa
5. Melaksanakan Kegiatan Swakelola
6. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang
dilakukan
7. Mengendalikan pelaksanaan kontrak
8. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih
kepada negara
9. Membuat dan menandatangani spp
10. Melaporkan pelaksanan/penyelesaian pengadaan barang/jasa
kepada KPA
11. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada
KPA dengan berita acara penyerahan
12. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran
dan hambatan pelaksanan pekerjaan kepada KPA setiap triwulan
13. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pengadaan
barang/jasa
14. Mengusulkan kepada KPA sesuai dengan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan, yaitu :
- Perubahan paket pekerjaan;dan/atau
- Perubahan jadwal kegiatan pengadaan

15. Menetapkan Tim Pendukung

Halaman 41 dari 180 Halaman Putusan Nomor 19/PID-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan
teknis(aanwizer) untuk membantu pelaksanakan tugas ULP
17. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada
penyedia barang/jasa
18. Bertanggungjawab penuh baik fisik maupun keuangan serta
fungsional atas pengadaan yang dilaksanakan menggunakan
Dana Tugas Pembantuan Provinsi sampai ke titik bagi/pada
kelompok tani penerima bantuan
19. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan
dengan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran
belanja negara sesuai iketentuan peraturan perundang-undangan.
- Adapun Tugas dan Tanggungjawab PPK sebagaimana dalam
Petunjuk Teknis Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan
Serasi Tahun 2019 tingkat Kabupaten, adalah sebagai berikut :
1. Melakukan Kordinasi dengan Instansi terkait
2. Membentuk Tim Teknis Tingkat Kabupaten Maupun Kecamatan
3. Membuat, menandatangani, melaksanakan perjanjian Kerjasama
dengan UPKK(Unit Pengelola Keuangan Kegiatan)
Melaksanakan Bimbingan secara umum kepada petugas
Menetapkan SK Penunjukan Pelaksana Tingkat Kabupaten
Menetapkan Juknis Tingkat Kabupaten.

N o &

Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten ke
Propinsi dengan tembusan ke Pusat pada kegiatan SERASI 2019.
- Bahwa Terdakwa Il Sarjono dalam Kegiatan Optimasi Lahan Rawa
Pendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani
(SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran
2019 menjalankan beberapa jabatan yaitu Ketua Tim Teknis diangkat
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Nomor : 491/DPTPH-
PSP/ 2019, tanggal 29 Maret 2019, tentang Perubahan Penetapan
Tim Teknis Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut Mendukung
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Serasi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019, Ketua Tim
Perencanaan, Tim Pelaksana, Tim Pengawas Kegiatan Survey
Investigasi Desain (SID) Optimasi Lahan Rawa Mendukung Serasi
pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten
Banyuasin Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten
Banyuasin Nomor : 521/504/DPTPH-PSP/2019, tanggal 01 April 2019
tentang Penetapan Tim Perencanaan, Tim Pelaksana dan Tim
Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain (SID) Optimasi Lahan
Rawa Mendukung Serasi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 dan Ketua
Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Optimasi Lahan Rawa
Mendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani
(SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 481/KPTS/DPTPH/2019,
tanggal 21 Juni 2019, tentang Penunjukan Tim Pembinaan, Monitoring
dan Evaluasi Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan
Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani. Dengan tugas dan fungsi
masing-masing jabatan sebagai berikut :
¢ Tugas dan Fungsi Ketua Tim Teknis sebagai berikut :
1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
2. Menyusun Petunjuk Teknis sebagai penjabaran dari Petunjuk
Pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
3. Menetapkan Tim Pembina Kecamatan/Koordinator Lapangan.
4. Melaksanakan bimibingan kepada petugas lapangan, poktan /
Gapoktan / P3A Penerima Bantuan.
5. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan
optimasi lahan di kabupaten untuk disampaikan ke provinsi

dengan tembusan ke pusat.
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6. Melaksanakan pengawasan dan monitoring yang mencakup
seluruh aspek kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung
Serasi TA. 2019 mulai dari pengajuan dan penetapan CPCL,
pembuatan SID, penyusunan RUKK, pelaksanaan konstruksi
fisik, dan pengawas kegiatan.

e Tugas dan Fungsi Tim Perencana, Tim Pelaksanaan dan Tim
Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain (SID) sebagai
berikut :

v Tim Perencana :

1. Melakukan penyusunan program kerja konsep program
SERASI.

2. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data Rencana
Desain Insfratuktur

3. Melakukan vailidasi data UPKK dan Gapoktan Penerima
Bantuan SERASI.

4. Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi
kegiatan SERASI

v Tim Pelaksanaan :

1. Menyusun dan merencanakan anggaran biaya (RAB)

2. Memfasilitasi pertemuan-pertemuan UPKK dan Gapoktan

3. Memfasilitasi tahapan pelaksanaan pengelolaan kegiatan
(identifikasi, dokumentasi, dan pelaporan)

4. Melaksanakan kegiatan SID

5. Membuat revisi SID apabila membutuhkan perubahan sesuai
kondisi terkini di lapangan

6. Melaporkan pelaksanaan kegiatan SID sebagai pertanggung
jawaban

v Tim Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain :

1. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan dari segi kualitas,
kuantitas serta progress pekerjaan
2. Mengawasi pekerjaan agar ketetapan waktu dan biaya

pekerjaan tidan menyimpang dari jadwal
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3. Mengusulkan perubahan - perubahan serta penyesuaian di
lapangan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang
terjadi selama pekerjaan

4. Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan
konstruksi untuk pembayaran angsuran, pemeliharaan
pekerjaan, serta serah terima pertama dan kedua pekerjaan

5. Menyusun dan mengevaluasi daftar kekurangan-kekurangan
dan cacat-cacat pekerjaan selama masa pemeliharaan

6. Memverifikasi laporan hasil pekerjaan SID

v’ Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi :

1. Melakukan  pemantauan dalam rangka pembinaan,
pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program
perlindungan dan perluasan lahan pertanian pada kegiatan
optimasi lahan rawa menukung seasi tahun 2019.

2. Melakukan monitoring/pengawasan terhadap pelaksanaan
pekerjaan teknis dan administrasi kegiatan optimasi lahan
mendukung serasi

3. Melakukan pembinaan teknis fisik dan administrasi di tingkat
Unit Pengelola Keuangan dan Kelompok (UPKK)

4. Melakukan pemeriksaan dalam rangka pembinaan pada
kegiatan optimasi lahan rawa mendukung serasi agar tercapai
efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan keuangan

5. Melaporkan hasil kegiatan kepada Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) yang dituangkan dalam berita acara
pembinaan, monitoring dan evaluasi.

6. Member petunjuk/teguran kepada UPKK dan pihak terkait jika
terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan fisik ataupun
penggunaan keuangan.

- Bahwa terdakwa I1ll Ateng Kurnia ditunjuk sebagai Ketua Tim
Pelaksana Kegiatan SID (Survey Investigasi Design) berdasarkan SK
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten
Banyuasin No. SK : 521/504/DPTPH-PSP/2019 tanggal 1 April 2019
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%7

tentang Penetapan Tim Perencanaan, Tim Pelaksana dan Tim

Pengawas Kegiatan SID (survey Investigasi Design) Optimasi Lahan

Rawa Mendukung Serasi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Holtikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa Tugas Konsultan Tim Pelaksana SID (Survey Investigasi
Design) adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan survey lokasi rencana kegiatan berdasarkan hasil
CPCL (calon petani dan calon lahan) dan menetapkan lokasi
kegiatan yang selanjutnya disetujui dan diajukan ke Dinas pertanian
Kabupaten Banyuasin.

2. Melakukan perhitungan, penggambaran dan menyusun RAB
(rencana anggaran biaya).

3. Melaksanakan sosialisasi ke desa penerima manfaat hasil SID
yang sudah di susun sampai RAB, apabila ada perubahan sesuai
keinginan dari masyarakat selama masih dalam batasan teknis
perbaiki sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat tani.

4. Memberikan arahan teknis kepada kelompok tani dan anggota di
masing — masing desa (82 Desa yang terealisasi)

5. Memberikan arahan cara menghitung kubikasi volume pekerjaan
kepada UPKK (unit pelaksana kegiatan kelompok).

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2019 sesuai dengan Surat Perjanjian
Pekerjaan Jasa Konsultasi Survei dan Desain (SID) Optimasi Lahan
Rawa Nomor : 027.093.02/PPK/DDPTPH-PSP/IV/2019 yang ditanda
tangani oleh terdakwa | sdr. Zainuddin (PPK) dengan Ir. H. BUSMAN
ABU UMAR (Direktur CV. Gunung Kencana) dengan nilai kontrak
sebesar Rp.90.000,000,- (Sembilan puluh juta rupiah). Adapun
spesifikasi tehnis dari pembuatan SID adalah Rencana Anggaran
Biaya (RAB), Rencana Usulan Kelompok (RUK) dan Gambar
Perencanaan dengan masa waktu pekerjaan selama 150 hari.

- Bahwa tujuan dan sasaran kegiatan Optimasi Lahan Rawa Program
yang bernama “SERASI” (Selamatkan Rawa, Sejahterakan Petani)

dari Kementerian Pertanian pada Tahun Anggaran 2019 di Dinas
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Pertanian tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Sumatera
Selatan adalah mengoptimalkan lahan pertanian dilahan rawa menjadi
lahan pertanian produktif melalui penataan sistem tata air dan
penataan lahan;

- Sedangkan Tujuan kegiatan Optimasi Lahan rawa adalah:

1. Meningkatkan indeks pertanaman (ip) dan/atau meningkatkan
produktivitas.

2. Meningkatkan partisipasi P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan dalam
pengelolaan lahan pertanian rawa.

3. Sasaran Kegiatan Optimasii lahan Rawa pada lahan pertanian rawa
yang dapat ditingkatkan indeks pertanaman dan/atau dapat
ditingkatkan produktivitasnya.

- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing UPKK
dapat menerima dana bantuan pemerintah Kegiatan Optimasi Lahan
Rawa Mendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani
(SERASI) pada pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 sebagai
berikut :

e Adanya proposal dari Gapoktan yang diketahui oleh kepala desa.

e Adanya usulan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) yang memuat
nama-nama petani dan luas kepemilikan lahan. Selanjutnya
diverifikasi oleh bidang penyuluhan dinas kabupaten bahwa nama-
nama tersebut termasuk di dalam data base kelembagaan petani
dan sistem informasi penyuluhan pertanian (SIMLUHTAN).

e Kemudian Tim Teknis mengusulkan kepada Pejabat Pembuat
Komitmen untuk ditetapkan sebagai calon penerima bantuan.

e Adanya pembukaan rekening bank atas nama UPKK, berita acara
pembentukan UPKK, dan surat mandat dari Gapoktan kepada
UPKK.

- Bahwa Tahapan kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani
(SERASI) ada 2 (dua) tahap :

Tahap persiapan yaitu :
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1. Pembentukan tim teknis di tingkat kabupaten
2. Seleksi usulan CP/Cl yang dilaksanakan oleh tim teknis sesuai
kriteria
3. Penetapan Calon penerima bantuan oleh PPK dan selanjuntnya di
sahkan oleh KPA
4. ldentifikasi kebutuhan disusun oleh tim teknis dan kelompok tani
(penerima bantuan)
5. Menyusun persyaratan administrasi yaitu:
a. Pembukaan rekening atas nama Unit Pengelola keuangan dan
Kegiatan (UPKK)
b. Penyusunan Kerjasama Bantuan Pemerintah antara PPK dan
UPKK/poktan/Gapoktan penerima bantuan
c. Pengajuan pencairan dana bantuan pemerintah yaitu jika nilai
dibawah Rp.100.000.000,00 dibayarkan sekaligus dan nilai
bantuan di atas Rp.100.000.000,00 dibayarkan 2 tahap yaitu
tahap | sebesar 70% dan Tahap 1l 30% .
Tahap pelaksanaan yaitu:
1. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) oleh tim teknis dan
poktan
2. Pelaksanaan konstruksi meliputi:
a. Pekerjaan persiapan (pengukuranlahan dan pembersihan lahan),
b. Pembelian bahan material, mobillisasi alat dan tenaga kerja dan
c. pekerjaan konstruksi,
d. Pembiayaan adanya laporan pertanggungjawaban
e. Berita acara serah terima pengelolaan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2019, Terdakwa |
menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Nomor 412/DPTPH-
PSP/2019 ditetapkan Calon Penertima Calon Lahan (CPCL) Optimasi
Lahan Rawa Mendukung SERASI pada 97 (Sembilan Puluh Tujuh)
Gapoktan yang tersebar di 16 (Enam Belas) Kecamatan Kabupaten

Banyuasin.
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- Bahwa terdakwa | selaku PPK menerbitkan Surat Keputusan PPK
Nomor:499/DPTPH-PSP/PPK/2019 tanggal 1 April 2019 tentang
Penetapan Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) Penerima
Manfaat Bantuan Pemerintah Kegiatan Optimasi Lahan Rawa pada
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten
Banyuasin TA. 2019, Surat Keputusan PPK Nomor : 500/DPTPH-
PSP/PPK/2019 Tanggal 1 April 2019 Tentang Gabungan Kelompok
Tani (Gapoktan) Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Pola Transfer
Uang Kegiatan Optimasi Lahan Rawa, Surat Keputusan Nomor :
750/DPTPH-PSP/PPK/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Surat
Keputusan Penetapan Kelompok Penerima Bantuan dan Nomor :
751/DPTPH-PSP/2019 tanggal 13 Mei 2019 Tentang Unit Pengelola
Keuangan dan Kegiatan (UPKK) ditetapkan 69 Gapoktan yang
tersebar di 15 Kecamatan Kabupaten Banyuasin dengan nilai bantuan
yang dikelola sebesar Rp240.553.100.000,00. Bahwa berdasarkan
Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kabupaten Banyuasin Nomor 521/504/DPTPH-PSP/2019
tanggal 1 April 2019 menetapkan Tim Perencanaan, Tim Pelaksana,
dan Tim Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain (SID)
Optimasi Lahan Rawa Mendukung SERASI pada Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun 2019,
yaitu:

1. Tim Perencanaan terdiri dari 5 (lima) orang yang diketuai oleh
Terdakwa Il Sarjono.

2. Tim Pelaksana SID terdiri dari 142 (Seratus Empat Puluh Dua)
orang dimana terdakwa Il Sarjono sebagai Tim Pelaksana
Kecamatan dan terdakwa Ill Ateng Kurnia sebagai Tim Ahli SID.

3. Tim Pengawasan terdiri dari 4 (Empat) orang.

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan PPK Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Nomor
500/DPTPH-PSP/PPK/2019 dan 750/DPTPH-PSP/PPK/2019 tanggal
1 April 2019, serta Surat Keputusan PPK Nomor 499/DPTPH-
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PSP/PPK/2019 dan 751/DPTPH-PSP/PPK/2019 tanggal 13 Mei 2019
maka ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara PPK dengan UPKK
Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Pola Transfer Uang Kegiatan
Optimasi Lahan Rawa sebanyak 82 UPKK yang tersebar di 15
Kecamatan dengan nilai bantuan sebesar Rp292.776.600.000,00.
Jangka waktu penyelesaian pekerjaan direncanakan selesai pada
tanggal 31 Desember 2019 sejak ditandatanganinya perjanjian
Kerjasama.

- Adapun kegiatan dalam perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam
RAB/RUKK antara lain untuk lingkup kegiatan Penyusunan SID,
Kegiatan Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat, dan Kegiatan
Pelaporan.

- Bahwa yang menerima dana bantuan Pemerintah Kegiatan Optimasi
Lahan Rawa Mendukung Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani
(SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 sebanyak 82 (delapan
puluh dua) UPKK yang tersebar di 15 (lima belas) kecamatan

Kabupaten Banyuasin sebagai berikut :

Biaya
No. Lokasi Nama Upkk Volume Satuan Jumlah
(Ha) (Rp.)
(Rp.)
1. Kecamatan Muara
Telang
1. | Desa : Telang UPKK Gapoktan : Bina 1,030 | 4,300,000 4,429,000,000
Rejo Tani Sejahtera
Kecamatan : Muara Koordinator/Ketua : M.
Telang Rohim
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : M. Haris
Bendahara : Oktarianto
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607080611720001
2. | Desa : Telang UPKK Gapoktan : Subur 1,088 | 4,300,000 4,678,400,000
Makmur Makmur
Kecamatan : Muara Koordinator/Ketua :Erwin
Telang Junaidi
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Sujarwo
Bendahara : Suyatno
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No. KTP Koordinator
UPKK :
1671070307880005
3. | Desa : Sumber | UPKK Gapoktan : 1,324 | 4,300,000 5,693,200,000
Hidup Sumber Makmur
Kecamatan : Muara Koordinator/Ketua :
Telang Suyadi
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Syarif
Bendahara : Kdaidarul
Muktib
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607080406690001
4. | Desa :Panca | UPKK Gapoktan : Tani 1,425 | 4,300,000 6,127,500,000
Mukti Mukti
Kecamatan : Muara Koordinator/Ketua :
Telang Sarimin Syamsudin
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Ari Wandi
Bendahara : Angga
Widiyo Pangestu
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607081305670001
5. | Desa : Telang | UPKK Gapoktan : 934 | 4,300,000 4,016,200,000
Jaya Manunggal Jaya
Kecamatan : Muara Koordinator/Ketua :
Telang Suparjo
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Musa
Bendahara : A. Yasir
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607082012720002
6. | Desa : Mekar UPKK Gapoktan : 662 | 4,300,000 2,846,600,000
Mukti Makmur Jaya
Kecamatan : Muara Koordinator/Ketua :
Telang Sarupi
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Ismu Soleh
Bendahara : Arifin
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607081512560001
7. | Desa : Telang | UPKK Gapoktan : Karya 1,632 | 3,050,000 4,977,600,000
Karya Sejahtera
Kecamatan : Muara Koordinator /Ketua :
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Telang Tashadi
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : M. Najib
Bendahara : Abdullah
Zaini
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607081008750005
8. | Desa :Talang | UPKK Gapoktan : 1,090 | 4,300,000 4,687,000,000
Indah Talang Indah
Kecamatan :Muara | Koordinator /Ketua :
Telang Sanimin
Kabupaten Sekretaris : Syamsul
Banyuasin Bahrun

Bendahara : Suryadi
No. KTP Koordinator

UPKK :
1607080211000001
9. | Desa : Mukti UPKK Gapoktan : Mitra 1,038 | 4,300,000 4,463,400,000
Jaya Tani
Kecamatan : Muara Koordinator /Ketua :
Telang Sugeng Purnomo
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : M. Toha
Bendahara : Komang
Agus Darmawan
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607081503810002
10. | Desa - Upang UPKK Gapoktan : 1,500 | 4,300,000 6,450,000,000
Jaya Usaha Karya Tani
Kecamatan : Muara Koordinator/Ketua : A.
Telang Rivai
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Asmat P
Bendahara : Karsa
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607090107910043
11. | Desa - Mekar UPKK Gapoktan : 1,049 | 4,300,000 4,510,700,000
Sari Usaha Bersama
Kecamatan : Muara Koordinator/Ketua :
Telang Rusmin
Kabupaten Sekretaris : | Gede
Banyuasin Suyaka

Bendahara : Tamrin
No. KTP Koordinator
UPKK :

1607082304660001
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12. | Desa : Upang | UPKK Gapoktan : 753 4,300,000 3,237,900,000
Cemara Cemara Jaya
Kecamatan : Muara Koordinator/Ketua :
Telang Ambo Sakka
Kabupaten Sekretaris : Rustam
Banyuasin Efendi
Bendahara : Edi Susanto
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607090107740040
13. | Desa : Sumber | UPKK Gapoktan : Mulya 1,250 | 4,300,000 5,375,000,000
Mulya Tani
Kecamatan : Muara
Telang Koordinator : Marlan
Kabupaten Sekretaris : lwan
Banyuasin Oktafia
Bendahara : Puji
Priyono
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607082204640001
14. | Desa : Upang UPKK Gapoktan : 1,210 | 4,300,000 5,203,000,000
Karya Pangan Raya
Kecamatan : Muara Koordinator/Ketua :
Telang Salim Usmanto
Kabupaten Sekretaris : Agus
Banyuasin Purwanto
Bendahara : Tarnak
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607081502710001
15. | Desa :Upang | UPKK Gapoktan : Jaya 1,612 | 4,300,000 6,931,600,000
Ceria Sakti
Kecamatan : Muara Koordinator /Ketua :
Telang Salim
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : H. Agustam
Bendahara : Ahmad
Syukri
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607091204810006
2. Kecamatan Air
Salek
16. | Desa : Sri UPKK Gapoktan : Sido 640 | 4,300,000 2,752,000,000
Katon Maju
Kecamatan : Air Koordinator : Pawit
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Salek Santoso, SH
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : M. Arbi
Bendahara : Ulum
Mahya
No. KTP Koordinator
UPKK :
3307040808890003
17. | Desa : Saleh UPKK Gapoktan : 1,015 | 4,300,000 4,364,500,000
Agung Bhakti Agung
Kecamatan :Air
Salek Koordinator : Janari
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Muzimasfa
Bendahara : Mat. Soleh
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607150101700002
18. | Desa : UPKK Gapoktan : 1,338 | 4,300,000 5,753,400,000
Bintaran Sumber Pangan
Kecamatan :Air
Salek Koordinator : Wasidi
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Saijan
Bendahara : Eko Dewi
Cahyono
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607152507820002
19. | Desa : Saleh UPKK Gapoktan : 396 | 4,300,000 1,702,800,000
Makmur Sidodadi Mulyo
Kecamatan :Air
Salek Koordinator : M. Soleh
Kabupaten : Sekretaris : Herman
Banyuasin Kelani
Bendahara : Iswan M.
Nuh
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607151508770004
20. | Desa : Saleh UPKK Gapoktan : Tani 457 | 4,300,000 1,965,100,000
Mulyo Mulyo
Kecamatan : Air
Salek Koordinator : Wagimin
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Suwarno
Bendahara : Bambang
Nurjana
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No. KTP Koordinator
UPKK :
1607150611720001
21. | Desa : Saleh UPKK Gapoktan : 366 | 4,300,000 1,573,800,000
Jaya Rukun Sentosa
Kecamatan :Air
Salek Koordinator : Slamet R
Kabupaten Sekretaris : Adil
Banyuasin Suryono
Bendahara : Sutarman
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607150107780135
22. | Desa : Enggal | UPKK Gapoktan : 688 | 4,300,000 2,958,400,000
Rejo Usaha Bersama
Kecamatan :Air
Salek Koordinator : Suparman
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Jumadi
Bendahara : Sri Subadi
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607151107740001
23. | Desa : Sido UPKK Gapoktan : Sido 1,749 | 4,300,000 7,520,700,000
Harjo Usaha
Kecamatan :Air
Salek Koordinator : Surindo
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Zarkowi
Bendahara : Mujiono
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607151512800003
24. | Desa : Saleh UPKK Gapoktan : Krida 770 | 4,300,000 3,311,000,000
Mukti Tani
Kecamatan :Air
Salek Koordinator : Supriyono
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Ruslan
Bendahara : Mansur
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607151707790002
25. | Desa . Sri UPKK Gapoktan : Sido 637 | 4,300,000 2,739,100,000
Mulyo Makmur
Kecamatan :Air Koordinator : Made
Salek Mawan
Kabupaten Sekretaris : M. Suhur
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Banyuasin
Bendahara : Wagimin
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607151508800001
26. | Desa : Upang UPKK Gapoktan : 489 4,300,000 2,102,700,000
Tunas Karya
Kecamatan :Air
Salek Koordinator : Johansyah
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Anhar
Bendahara : Roni
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607091306700001
27. | Desa : Upang UPKK Gapoktan : Agro 1,940 4,300,000 8,342,000,000
Marga Tani
Kecamatan :Air Koordinator : Eddy
Salek Karso
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Antoni
Bendahara : Zainuddin
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607091005700002
28. | Desa : Gapoktan : Usaha 1,051 4,300,000 4,519,300,000
Damarwulan Bersama
Kecamatan : Air
Salek Koordinator : Nurkolis
Kabupaten Sekretaris : Jayadi
Banyuasin Perwantoro
Bendahara : Sih
Pinitoyo
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607151911760001
29. | Desa : Air UPKK Gapoktan : 1,500 | 4,300,000 6,450,000,000
Solok Batu Bersatu Teguh
Kecamatan : Air Koordinator : Eko
Salek Prastyo
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Samsudin
Bendahara : Suardi
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607152007950001
3. Kecamatan Tanjung
Lago
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30. | Desa : Telang | UPKK Gapoktan : 532 | 4,300,000 2,287,600,000
Sari Bareng Mulyo
Kecamatan : Tanjung
Lago Koordinator : Sutaji
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Kateno
Bendahara : Marjani
No. KTP Koordinator
UPKK :
16071325506800001
31. | Desa : UPKK Gapoktan : Mukti 497 | 4,300,000 2,137,100,000
Purwosari Makmur
Kecamatan :Tanjung | Koordinator : Bambang
Lago Nuryahman
Kabupaten Sekretaris : Aris
Banyuasin Setiawan
Bendahara : Ruswanto
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607133105780001
32. | Desa : Sumber | UPKK Gapoktan : 674 | 4,300,000 2,898,200,000
Mekar Mukti Mekar Mukti
Kecamatan : Tanjung
Lago Koordinator : Kadinah
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Darsama
Bendahara : Rosadi
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607131501800001
33. | Desa : Banyu UPKK Gapoktan : Sri 808 | 4,300,000 3,474,400,000
Urip Mulya
Kecamatan : Tanjung
Lago Koordinator : Juman
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Sabar
Bendahara : Suwarno
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607132508680001
34. | Desa : Sri UPKK Gapoktan : Sri 524 | 4,300,000 2,253,200,000
Menanti Nanti Jaya
Kecamatan : Tanjung
Lago Koordinator : Jaya Harti
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Sugiyo
Bendahara : Dedy
Irawan
No. KTP Koordinator
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UPKK :
1607130107730035
35. | Desa : Suka UPKK Gapoktan : Suka 305 4,300,000 1,311,500,000
Tani Tani
Kecamatan : Tanjung
Lago Koordinator : Waryanto
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Sriyono
Bendahara : Irwanto
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607130709880001
36. | Desa : Sebalik | UPKK Gapoktan : 1,846 | 4,300,000 7,937,800,000
Jaya Sebalik Jaya
Kecamatan : Tanjung
Lago Koordinator : Azhar
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Puryanto
Bendahara : Heryadi
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607130107720092
37. | Desa : Mulia UPKK Gapoktan : 605 | 4,300,000 2,601,500,000
Sari Diyaning Hurip
Kecamatan :Tanjung | Koordinator : lda Bagus
Lago Suarbawa
Kabupaten Sekretaris : Heru
Banyuasin Hardiyanto
Bendahara : Suda
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607132104730002
38. | Desa : Bangun | UPKK Gapoktan : 875 | 4,300,000 3,762,500,000
Sari Bangun Sari
Kecamatan : Tanjung
Lago Koordinator : Suparno
Kabupaten Sekretaris : Sugeng
Banyuasin Hidayat
Bendahara : Basuki
Rahmat
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607131205730001
4. Kecamatan Air
Kumbang
39. | Desa UPKK Gapoktan : 655 | 4,300,000 2,816,500,000
Sebubus Usaha Bersama
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Kecamatan :Air
Kumbang Koordinator : Sumardi
Kabupaten Sekretaris : Firman Hadi
Banyuasin Saputra
Bendahara : Abuyani
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607013006870001
5. Kecamatan Makarti
Jaya
40. | Desa : Muara UPKK Gapoktan : 850 | 4,300,000 3,655,000,000
Baru Muara Baru
Kecamatan : Makarti | Koordinator :
Jaya Muhammad Ali
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Juhera
Bendahara : Abdul Kadir
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607020512730002
41. | Desa :Upang | UPKK Gapoktan : 1,269 | 4,300,000 5,456,700,000
Mulya Upang Mulya
Kecamatan : Makarti | Koordinator : M. Akib
Jaya Alhamasong
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Sudirman
Bendahara : M. Rasyid
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607151111710001
42. | Desa :Upang | UPKK Gapoktan : Bina 471 | 4,300,000 2,025,300,000
Makmur Sativa
Kecamatan : Makarti
Jaya Koordinator : Irawan
Kabupaten Sekretaris : Syamsul
Banyuasin Bahri
Bendahara : Andriyani
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607091410940001
6. Kecamatan Muara
Padang
43. | Desa :Muara | UPKK Gapoktan : Tani 1,005 | 4,300,000 4,321,500,000
Padang Bersatu
Kecamatan : Muara Koordinator : M. Ibrahim
Padang Azzaki
Kabupaten Sekretaris : Andi
Banyuasin Saputra
Bendahara : Sutadi
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No. KTP Koordinator
UPKK :
1607142109870002
44. | Desa : Tirto UPKK Gapoktan : 503 | 4,300,000 2,162,900,000
Raharjo Raharjo Makmur
Kecamatan : Muara Koordinator : Anwar
Padang Ansori
Kabupaten Sekretaris : Muhammad
Banyuasin Hadi Makin
Bendahara : Sukamto
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607071211870002
45. | Desa : Daya UPKK Gapoktan : Maju 436 | 4,300,000 1,874,800,000
Utama Jaya
Kecamatan : Muara Koordinator : Mantep
Padang Supriawan
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Muh. Mardi
Bendahara : Abdul
Rohman
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607071605810001
46. | Desa : Margo UPKK Gapoktan : 312 | 4,300,000 1,341,600,000
Mulyo Bangun Mulyo
Kecamatan : Muara
Padang Koordinator : Ali Maskur
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Darwa
Bendahara : Hayun
Hasyim
No. KTP Koordinator
UPKK :
160707017829092
47. | Desa : Tirta UPKK Gapoktan : 375 | 4,300,000 1,612,500,000
Jaya Makmur Jaya
Kecamatan :Muara
Padang Koordinator : Nurudin
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Muhtadin
Bendahara : Kariri
No. KTP Koordinator
UPKK :
160707077740003
48. | Desa : Sumber | UPKK Gapoktan : 150 | 4,300,000 645,000,000
Makmur Ganesha
Kecamatan : Muara Koordinator : Sugito
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Padang
Kabupaten Sekretaris : Hendri Eko
Banyuasin Wahyudi
Bendahara : Budiono
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607070107650026
49. | Desa : Tanjung | UPKK Gapoktan : Jaya 810 4,300,000 3,483,000,000
Baru Bersama
Kecamatan : Muara Koordinator : Hayun
Padang Hasyim
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Darwa
Bendahara : Mustopa
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607072802690001
7. Kecamatan Muara
Sugihan
50. | Desa - Argo UPKK Gapoktan : Argo 469 4,300,000 2,016,700,000
Mulyo Makmur
Kecamatan : Muara
Sugihan Koordinator : Sukur
Kabupaten Sekretaris : Wawan
Banyuasin Budiyanto
Bendahara : Ahmad
Farudin
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607140608910003
51. | Desa : UPKK Gapoktan : Sri 458 | 4,300,000 1,969,400,000
Beringin Agung Rejeki
Kecamatan : Muara Koordinator : Didik
Sugihan Rudiyanto
Kabupaten Sekretaris : Tri
Banyuasin Supriyadi
Bendahara : Suparni
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607180608910002
52. | Desa : UPKK Gapoktan : 956 | 4,300,000 4,110,800,000
Cendana Usaha Makmur
Kecamatan : Muara Koordinator : Selamet
Sugihan Riyadi
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Mas Nuri
Bendahara : Sukipno
No. KTP Koordinator
UPKK :
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1607141110810001
53. | Desa : Daya UPKK Gapoktan : 477 4,300,000 2,051,100,000
Kesuma Sumber Rejeki
Kecamatan : Muara
Sugihan Koordinator : Poniman
Kabupaten Sekretaris : Dede
Banyuasin Rakhman
Bendahara : Suwarto
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607141110910002
54. | Desa : Daya UPKK Gapoktan : 1,946 4,300,000 8,367,800,000
Murni Sumber Rejeki
Kecamatan : Muara
Sugihan Koordinator : Sulkan
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Siswanto
Bendahara : Amirudin
No. KTP Koordinator
UPKK :
1671061508680010
55. | Desa : UPKK Gapoktan : 803 | 4,300,000 3,452,900,000
Ganesha Mukti Mandiri
Kecamatan : Muara Koordinator : Wignyo
Sugihan Pranoto
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Musikin
Bendahara : Ardiansyah
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607142011750001
56. | Desa UPKK Gapoktan : Tani 1,627 | 4,300,000 6,996,100,000
Indrapura Bersatu
Kecamatan :Muara | Koordinator : Tarjono
Sugihan Saputra
Kabupaten Sekretaris : M. Abdul
Banyuasin Jefri
Bendahara : Supriyadi
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607142701860002
57. | Desa : Margo UPKK Gapoktan : 568 | 4,300,000 2,442,400,000
Mulyo 16 Rukun Santosa
Kecamatan : Muara
Sugihan Koordinator : Priyanto
Kabupaten Sekretaris : Margo
Banyuasin Winoto
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Bendahara : Riyadi
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607140506770003
58. | Desa : Mekar UPKK Gapoktan : 1,316 4,300,000 5,658,800,000
Jaya Harapan Jaya
Kecamatan : Muara Koordinator : Ibnu
Sugihan Mutarom
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Prayogo
Bendahara : Sukoyo
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607140102820004
59. | Desa : Sido UPKK Gapoktan : 676 | 4,300,000 2,906,800,000
Makmur Rukun Sentosa
Kecamatan : Muara Koordinator :
Sugihan Mohammad Wiyoko
Kabupaten Sekretaris : Muhammad
Banyuasin Sulaiman
Bendahara : Ahmad Arif
Hidayatullah
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607142111900003
60. | Desa : Sugih UPKK Gapoktan :Tani 416 | 4,300,000 1,788,800,000
Waras Bersama
Kecamatan : Muara
Sugihan Koordinator : Sobirin
Kabupaten Sekretaris : Paing
Banyuasin Suharno
Bendahara : As'alul
Kamim Jajuli
No. KTP Koordinator
UPKK :
1603063012850002
61. | Desa : Sumber | UPKK Gapoktan : 535 | 4,300,000 2,300,500,000
Mulyo Sumber Tani
Kecamatan : Muara
Sugihan Koordinator : Juhri
Kabupaten Sekretaris : Eko
Banyuasin Setiawan
Bendahara : Dony
Afrizal
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607140107730039
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62 | Desa : Timbul | UPKK Gapoktan : 1,068 | 4,300,000 4,592,400,000
Jaya Timbul Jaya
Kecamatan : Muara
Sugihan Koordinator : M. Dasir
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : M. Adi
Bendahara : Misnan
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607142109700001
63. | Desa : Rejo UPKK Gapoktan : Suka 698 | 4,300,000 3,001,400,000
Sari Makmur
Kecamatan : Muara
Sugihan Koordinator : Soud
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Subarkah
Bendahara : Tohid
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607142005770001
8. Kecamatan Selat
Penuguan.
64. | Desa : Mekar UPKK Gapoktan : Sri 660 | 4,300,000 2,838,000,000
Sari Dadi
Kecamatan : Selat Koordinator : Sulasi
Penuguan Sumo Suseno
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Sukono
Bendahara : Dirma
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607042510560002
65. | Desa : Sumber | UPKK Gapoktan : Maju 502 | 4,300,000 2,158,600,000
Mukti Jaya Bersama
Kecamatan : Selat Koordinator : Evan
Penuguan Prabawinata
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Harsono
Bendahara : Toni
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607041002880002
66. | Desa : Kelapa | UPKK Gapoktan : 550 | 4,300,000 2,365,000,000
Dua Cahaya Makmur
Kecamatan : Selat
Penuguan Koordinator : Camburi
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Nurzen
Bendahara :
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Sudarmawan
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607040030820002
67. | Desa : UPKK Gapoktan : 1,343 | 4,300,000 5,774,900,000
Penuguan Kuningan Raya
Kecamatan : Selat
Penuguan Koordinator : Fahrudin
Kabupaten  : Sekretaris : Agus
Banyuasin Risman
Bendahara :
Muhammad Darwis
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607040808700003
68. | Desa : Bumi UPKK Gapoktan : Podo 614 | 4,300,000 2,640,200,000
Rejo Rukun
Kecamatan : Selat
Penuguan Koordinator : Supriyanto
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Syamsudin
Bendahara : Suroyo
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607041708870001
69. | Desa : UPKK Gapoktan : 336 | 4,300,000 1,444,800,000
Purwodadi Darma Bakti
Kecamatan : Selat Koordinator : Zainal
Penuguan Arifin
Kabupaten Sekretaris : Kadek
Banyuasin Suwartawan
Bendahara : Sarwo Edi
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607040808500001
70. | Desa : Songo UPKK Gapoktan : Hidup 512 | 4,300,000 2,201,600,000
Makmur Baru
Kecamatan : Selat Koordinator : Bibit
Penuguan Harianto
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : M. Salam
Bendahara : Jumari
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607050818300002
71. | Desa : UPKK Gapoktan : Jaya 200 | 4,300,000 860,000,000
Wonodadi Utama
Kecamatan : Selat Koordinator : Supakat

Halaman 65 dari 180 Halaman Putusan Nomor 19/PID-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuguan

Kabupaten

Banyuasin Sekretaris : Suparno
Bendahara : Suhadi
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607040208100001

9. Kecamatan Pulau

Rimau.

72. | Desa : Dana UPKK Gapoktan : 375 4,300,000 1,612,500,000
Mulya Perintis Damai
Kecamatan : Pulau
Rimau Koordinator : Sunyoto
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Muslihin

Bendahara : Winardi
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607041212720001

73. | Desa : Sumber | UPKK Gapoktan : 244 | 4,300,000 1,049,200,000
Mulyo Usaha Maju
Kecamatan : Pulau
Rimau Koordinator : Wariso
Kabupaten Sekretaris : Rurul
Banyuasin Supriyanto

Bendahara : Korim
No. KTP Koordinator
UPKK :
160704170880004
10. Kecamatan
Tungkal llir.

74. | Desa : Suka UPKK Gapoktan : Suka 165 | 4,300,000 709,500,000
Mulia Mulia
Kecamatan :Tungkal | Koordinator : Joni
Ilir Miharja
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Heri Susilo

Bendahara : Dede
Sulaiman

No. KTP Koordinator
UPKK :
1607122006800001

75. | Desa : Suka UPKK Gapoktan : 160 | 4,300,000 688,000,000
Raja Sejahtera
Kecamatan : Tungkal
Ilir Koordinator : Ridwan
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Daselan
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Bendahara : Bariyanto
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607124006700001

76. | Desa : Teluk UPKK Gapoktan : 578 4,300,000 2,485,400,000
Tenggulang Tenggulang Jaya
Kecamatan :Tungkal | Koordinator :

Ilir Supradinata

Kabupaten

Banyuasin Sekretaris : Sukimin
Bendahara : Samsudin
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607134006100001

11. Kecamatan

Banyuasin Il.

77. | Desa UPKK Gapoktan : Karya 1,412 | 4,300,000 6,071,600,000
Sungsang |l Makmur
Kecamatan
Banyuasin Il Koordinator : Chairuddin
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Andi Aziz

Bendahara : H. Rapik
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607020901700001
12. Kec. Sumber
Marga Telang.

78. | Desa : Karang | UPKK Gapoktan : 2,100 | 4,300,000 9,030,000,000
Baru Karang Jaya
Kecamatan : Sumber
Marga Telang Koordinator : Ali Karim
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Al Mursyid

Bendahara : Mahjub
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607080102700001
13. Kecamatan
Rambutan.

79. | Desa : UPKK Gapoktan : Sri 864 | 4,300,000 3,715,200,000
Gelebak Dalam Kuto Parung Priyayi
Kecamatan Koordinator : Ahmad
Rambutan Fikri
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Budiyanto

Bendahara : Solimin
No. KTP Koordinator
UPKK :
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1607062010850002
80. | Desa : Sako UPKK Gapoktan : 447 | 4,300,000 1,922,100,000
Ladung Betuah
Kecamatan Koordinator : Kastro
Rambutan Suadi
Kabupaten Sekretaris : Ratus
Banyuasin Faseh
Bendahara : Lukman
Hakim
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607060310620001
14. Kecamatan Suak
Tapeh.
81. | Desa : Lubuk UPKK Gapoktan : Suak 1,034 | 4,300,000 4,446,200,000
Lancang Tapeh Jaya
Kecamatan : Suak Koordinator/Ketua :
Tapeh Alimin Adi
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Al Mursyid
Bendahara : Mahjub
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607080102700001
15. Kecamatan
Rantau Bayur.
82. | Desa :Sungai | UPKK Gapoktan : 318 | 4,300,000 1,367,400,000
Pinang Serasan
Kecamatan :Rantau | Koordinator/Ketua :
Bayur Ismail Hamid
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Jailani
Bendahara : Halimah
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607111203540001
JUMLAH RP. 68.562 - 292.776.600.000

- Bahwa dalam melaksanakan tugas terdakwa | Zainuddin telah

menyalahgunakan kewenangan dengan tidak melakukan evaluasi
Ketua Tim Tekhnis

pekerjaan secara tertulis,

terdakwa

tidak mengontol

Sarjono dan Konsultan Pengawas Terdakwa Il Ateng

Kurnia ke para Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) dan

dari keterangan para saksi sebanyak 81 Unit Pengelola Kegiatan dan

Keuangan (UPPK) yang mengakibatkan kegiatan dan

laporan
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keuangan berupa laporan pertanggung jawaban Pekerjaan (LPJ) tidak

sesuai dengan aturan dan hal tersebut Bertentangan dengan

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola pada point 6.3

tentang Pengawasan menyatakan Tim Pengawas melaksanakan

tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak

persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan. yang

meliputi:

1. Verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;

2. Pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk
mengetahui realisasi fisik meliputi:

3. pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan.

4. Pengawasan penggunaan tenaga kerja, sarana
prasarana/peralatan dan material/bahan; dan

5. pengawasan Pengadaan Barang/Jasa (jika ada).

6. Pengawasan tertib administrasi keuangan.

7. Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan
evaluasi Swakelola.

Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, tim
pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada
pimpinan Kelompok Masyarakat dan PPK, tim persiapan atau tim
pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif.

- Bahwa dalam melaksanakan tugas terdakwa | Zainuddin selaku PPK,
terdakwa Il Sarjono selaku Ketua Tim Teknis, Ketua Tim Perencanaan,
Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi, Tim Pelaksanaan dan Tim
Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain dan Terdakwa Ill Ateng
Kurnia selaku Konsultan Pengawas tidak melakukan evaluasi
pekerjaan secara tertulis, tidak melakukan pengawasan dan tidak
mengontrol kegiatan pekerjaan SERASI ke para Unit Pengelola
Kegiatan dan Keuangan (UPKK). Bahwa berdasarkan keterangan
para saksi dari 81 (delapan puluh satu) Unit Pengelola Kegiatan dan
Keuangan (UPPK), terdakwa | Zainuddin selaku PPK, terdakwa II
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Sarjono selaku Ketua Tim Teknis, Ketua Tim Perencanaan, Ketua Tim
Monitoring dan Evaluasi, Tim Pelaksanaan dan Tim Pengawas
Kegiatan Survey Investigasi Desain dan Terdakwa Il Ateng Kurnia
selaku Konsultan melakukan tindakan dengan mengkondisikan atau
mengatur dengan cara menghubungi setiap Unit Pengelola Kegiatan
dan Keuangan (UPKK) untuk :

a. Dari 82 UPKK sebanyak 29 Ketua/Sekertaris/Bendahara UPKK
yang menyatakan terdakwa Il Ateng Kurnia dalam pembuatan SID
mengenakan biaya sekitar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Per-
Hektar, yang biaya tersebut oleh para UPKK diambil dari Anggaran
program Serasi, semua tindakan yang dilakukan terdakwa Il Ateng
Kurnia dilaporkan kepada Tim Tekhnis Terdakwa Il Sarjono dan di
Ketahui oleh Terdakwa | Zainuddin.

b. Dalam kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterahkan Petani (Selasi)
pada kegiatan Mobilisasi dan Demobilisasi alat berat/pemindahan
dari desa lain ke desa yang ada kegiatan Serasi, terjadi markup
harga/ harga yang tidak wajar dari 82 UPKK sebanyak 43 UPKK
oleh terdakwa Il Sarjono dimanipulasi harganya dengan para
pemilik alat berat berupa Truck Tailer atau Ponton. Sedangkan
sebagian alat berat excavator adalah milik Dinas Pertanian
Provinsi Sumatera Selatan, sehingga Nilai Kerugian Keuangan
Negara atas Kegiatan Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat pada
Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) Rp.
609.840.000,00. (Enam Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Empat
Puluh Ribu Rupiah).

c. Bahwa terhadap realisasi keuangan pembelian Mesin Pompa Air
oleh GAPOKTAN pada Program SERASI BANYUASIN TA 2019
telah direalisasikan seluruhnya dan telah dilaporkan SPJ 100% atas
persetujuan terdakwa Il SARJONO sebagai Tim Tekhnis dan di
laporkan kepada Terdakwa | Zainuddin sebagai Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK), pada Kenyataannya terdapat beberapa Mesin

Pompa Air yang belum ada diantaranya Desa Daya Kesuma, UPKK
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Sumber Rejeki dan beberapa UPKK yang menerima bantuan

Serasi. Dalam pengadaan mesin pompa air pada Kegiatan Serasi

diperoleh fakta terdakwa Il Sarjono meminta saksi Supeno selaku

distributor / penjual mesin pompa air untuk menaikkan harga
pompa air dari harga sebenarnya. Dalam pengadaan Mesin dimana

TIM TEKNIS terdakwa Il Sarjono dan Konsultan terdakwa Il

Ateng Kurnia telah menaikkan harga tersebut kedalam RUKK hal ini

dapat dilihat dari pengaturan setiap pembelian mesin pompa,

dimana harga dalam RUKK secara keseleruhan dilebihkan 20%

sehingga harga pembelian mesin pompa air dalam kegiatan

SERASI 2019 diketahui seluruhnya, terdapat kelebihan 20% yang

tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya,

terhadap hal ini diketahui salah satu pedagang Mesin pompa air
yakni saksi SUPENO yang telah diatur untuk tempat pembelian

Mesin pompa air.

d. Bahwa atas pembelian mesin Pompa yang terdapat kelebihan
harga tersebut dibagi-bagi ke pihak Dinas Pertanian Kabupaten
Banyuasin dan Konsultan. Uang kelebihan pembelian mesin pompa
air diserahkan oleh Saksi Supeno kepada Terdakwa |, Terdakwa II
dan Terdakwa Ill dengan cara sebagai berikut :

1) Pada Bulan Oktober 2019 saksi Supeno ditelepon oleh terdakwa
Il Sarjono untuk bertemu dan meminta diatarkan uang
keuntungan penjualan pompa yang mana pada saat itu bersama
saksi Supeno ada juga saksi Poniman dan saksi subakat yang
berada di Toko Sarana Tani, kemudian saksi Supeno
menyiapkan uang sebesar Rp.260.000.000,00 (dua ratus enam
puluh juta rupiah) setelah itu saksi Supeno, saksi Poniman dan
saksi Subakat bersama-sama berangkat menuju Rumah Makan
Pindang Simpang Bandara disana mereka bertemu terdakwa |
ZAINUDDIN, SP.,M.Si. Bin SOHAR, terdawka 1l SARJONO,
SP,M.Si bin REJA SUMARTO, dan terdakwa Ill ATENG KURNIA,

M.ENG BIN MUS'I lalu mereka makan bersama dan berbincang
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setelah selesai makan Terwakwa II SARJONO, SP,M.Si bin
REJA SUMARTO memerintahkan saksi Supeno untuk
memindahkan uang yang ada di dalam mobil saksi Supeno ke
mobil Terdakwa Il SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO

2) Pada bulan November 2019 saksi Supeno ditelepon oleh
Terdakwa 1l SARJONO, SPM.Si bin REJA SUMARTO yang
meminta sejumlah uang sebesar Rp. 87.000.000,00 (Delapan
Puluh Tujuh Juta Rupiah) kemudian saksi Supeno menghubungi
saksi Poniman melalui telepon. lalu mereka menemui terdakwa |
Zainudin untuk meminta rekomendasi pencairan uang Serasi
2019 di Hotel Santika disana saksi Supeno datang bersama
saksi Poniman membawa uang Rp.87.000.000,00 (Delapan
Puluh Tujuh Juta Rupiah) dari hasil penjualan Pompa untuk
diserahkan kepada Terdakwa Il SARJONO, SP,M.Si bin REJA
SUMARTO, pada saat saksi Supeno akan menyerahkan uang
tersebut kepada Terdakwa II SARJONO, SP,M.Si bin REJA
SUMARTO, Terdakwa Il SARJONO, SPM.Si bin REJA
SUMARTO pada saat itu menolak dengan mengatakan "jangan
disini nanti saya kabari tempatnya”. lalu uang tersebut Saksi
Supeno serahkan kepada saksi Poniman, lalu keesokan harinya
saksi Poniman ditelepon oleh Terdakwa Il SARJONO, SP,M.Si
bin REJA SUMARTO untuk mengantarkan uang tersebut di PTC
lalu saksi Poniman pergi ke PTC dan Menyerahkan uang
tersebut kepada Terdakwa Il SARJONO, SP,M.Si bin REJA
SUMARTO .

3) Pada bulan November 2019 saksi Supeno ditelepon Oleh
Terdakwa II SARJONO, SPM.Si bin REJA SUMARTO untuk
datang Ke Tempat Karoke Master piece PTC Palembang lalu
saksi Supeno menelepon saksi Poniman untuk berangkat
bersama-sama menemui terdakwa Il SARJONO, SP,M.Si bin
REJA SUMARTO lalu para saksi menemui Terdakwa Il
SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO di Tempat Karoke
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%7

Master piece PTC Palembang, kemudian Terdakwa I
SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO meminta saksi Supeno
menyerahkan uang Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)
didalam toilet setelah itu para saksi pulang.

4) Pada bulan Desember 2019 saksi Poniman di hubungi oleh
Terdawka Il ATENG KURNIA, M.ENG BIN MUS’'l untuk
memintakan uang kepada saksi Supeno kemudian saksi
Poniman mendatangi saksi Supeno untuk menyampaikan
permintaan terdakwa Il ATENG KURNIA, M.ENG BIN MUS’I
tersebut, kemudian saksi Supeno memberikan uang
Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) hasil penjualan
pompa ke pada saksi Poniman dan saksi Poniman berikan uang
tersebut kepada Terdakwa Il ATENG KURNIA, M.ENG BIN
MUS’l melalui Fatuhraman karyawan Terdakwa Il ATENG
KURNIA, M.ENG BIN MUS’lI di Posko Terdakwa Il ATENG
KURNIA, M.ENG BIN MUS’l di maskarebet.

5) Pada bulan Januari 2020 Terdakwa Ill ATENG KURNIA, M.ENG
BIN MUS’I mendatangi ke Toko Sarana Tani milik Saksi Supeno
Untuk mengambil uang sebesar Rp.50.000.000,00 hasil penjulan
pompa dan saksi Supeno berikan uang sebesar
Rp.50.000.000,00 (lima Puluh Juta Rupiah) langsung kepada
Terdakwa Ill ATENG KURNIA, M.ENG BIN MUS'I.

d. Bahwa dari 82 (delapan puluh dua) UPKK sebanyak 67 Ketua /
Sekertaris / Bendahara UPKK menyatakan terdapat pengkondisian/
harus dibuat oleh terdakwa Il Ateng Kurnia sebagai Konsultan,
untuk pembuatan As Build Drawing sebagai syarat untuk
Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban kegiatan Serasi harus
melampirkan As built Drawing.

e. Bahwa Terdakwa | Zainuddin tidak menjalankan Tugas dan Fungsi
sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan
Berdasarkan SK KPA Satker Dinas Pertanian Provinsi Sumatera
Selatan Nomor : 220/KPTS/SEKR/DIS.PTPH/2019 tanggal 29
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Maret 2019 Perubahan Pertama Atas Keputusan KPA Nomor :

88/KPTS/SEKR/DIS.PTPH/2019 Tentang Penunjukan Pejabat

Pembuat Komitmen(PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat

Perintah Membayar (PPSPM) Dana Tugas Pembantuan Pada

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten

Banyuasin Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan

Holtikultura Provinsi Sumatera Selatan TA. 2019 pada poin 18 dan

poin 19 menerangkan sebagai berikut :

Poin 18 “ Bertanggungjawab penuh baik fisik maupun keuangan
serta fungsional atas pengadaan yang dilaksanakan
menggunakan Dana Tugas Pembantuan Provinsi sampai
ke titik bagi/pada kelompok tani penerima bantuan “.

Poin 19 “Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang
berkaitan dengan Tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan “

- Bahwa terdakwa | Zainuddin selaku Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK), bersama Terdakwa Il Sarjono Selaku Ketua Tim Teknis, Ketua
Tim Perencanaan, Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi, Tim
Pelaksanaan dan Tim Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain
dan Terdakwa Il Ateng Kurnia selaku Tim Ahli SID (Konsultan) tidak
melakukan fungsi pengendalian, pengawasan dan bimbingan kepada
UPKK, bertentangan dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang

Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola

secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018
tanggal 22 Maret 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa

Pemerintah yaitu:
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e Bagian Ketiga, Prinsip Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 6, yaitu:
Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
efisien, efektif, transparan, bersaing, adil dan akuntabel.

e Bagian Keempat, Etika Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 7: Poin
(2).f yaitu: Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan
Barang/Jasa mematuhi etika menghindari dan mencegah
pemborosan dan kebocoran keuangan negara.

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola
pada point 6.3 tentang Pengawasan menyatakan Tim Pengawas
melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan
keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil
pekerjaan yang meliputi:

a. Verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;

b. Pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk
mengetahui realisasi fisik meliputi:

c. pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan.

d. Pengawasan penggunaan tenaga kerja, sarana
prasarana/peralatan dan material/bahan; dan

e. pengawasan Pengadaan Barang/Jasa (jika ada).

f. Pengawasan tertib administrasi keuangan.

g. Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan
evaluasi Swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan
penyimpangan, tim pengawas melaporkan dan memberikan
rekomendasi kepada pimpinan Kelompok Masyarakat dan PPK,
tim persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil
tindakan korektif.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 173/PMK.05/2016 Tentang
Perubahan PMK Nomor :168/PMK.05.2015 tentang mekanisme
pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah pada kementrian

Negara/Lembaga baik melalui transfer uang maupun transfer
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barang/jasa kepada masyarakat, Lembaga pemerintahan dan
Lembaga non pemerintahan

5. Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Nomor:40.1/Permentan/RC.010/10/2019 Tanggal 22 Oktober 2019
Tentang Pedoman Program Selamatkan Rawa Sejahterahkan
Petani Berbasis Pertanian Tahun 2019.

6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Nomor:13/KPTS/RC.210/B/08/2019 Tanggal 21 Agustus 2019
tentang Buku Pedoman Teknis Optimasi Lahan Rawa Mendukung
Kegiatan Serasi Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa | ZAINUDDIN, SP.,M.Si. Bin
SOHAR selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama
dengan terdakwa Il SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO selaku
Tim Teknis Kegiatan dan Ketua Tim Perencanaan, Tim Pelaksana dan
Tim Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain (SID) dan
terdakwa Il ATENG KURNIA, M.ENG BIN MUS’'l Ketua Tim
Pelaksana Kegiatan SID (survey Investigasi Design) pada Kegiatan
Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Selamatkan Rawa
Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019.
berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
BPKP Perwakilan Prov. Sumsel dengan uraian sebagai berikut :

a. Nilai Kerugian Keuangan Negara atas Penyusunan Survey
Investigasi dan Design (SID) pada Unit Pengelola Keuangan dan
Kegiatan (UPKK), yaitu:

No Uraian Nilai (Rp)
1 Jumlah pembayaran 820.340.000,00
2 Jumlah yang 0,00
seharusnya dibayar
3 Jumlah Kerugian 820.340.000,0
Keuangan Negara 0
(1-2)
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b. Nilai Kerugian Keuangan Negara atas Kegiatan Mobilisasi dan
Demobilisasi Alat Berat pada Unit Pengelola Keuangan dan
Kegiatan (UPKK), yaitu:

No Uraian Nilai (Rp)

1 Jumlah 4.154.640.000,00
Pembayaran
2 Jumlah yang 3.544.800.000,00
seharusnya
dibayar

3 Jumlah Kerugian 609.840.000,00
Keuangan
Negara (1-2)

c. Nilai Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Mesin Pompa
Air pada Unit Pengelola Keuangan Kegiatan (UPKK), yaitu:

No Uraian Nilai (Rp)
1 Jumlah 45.342.184.980,00

Pembayaran
2 Jumlah yang 39.640.689.980,00
seharusnya
dibayar

3 Jumlah 5.701.495.000,00
Kerugian
Keuangan
Negara (1-2)

d. Nilai Kerugian Keuangan Negara atas Pembuatan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana dan As built Drawing
pada Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK), yaitu:

No Uraian Nilai (Rp)
1 Jumlah pembayaran 779.956.000,00
2 Jumlah yang 0,00
seharusnya dibayar
3 Jumlah Kerugian 779.956.000,0
Keuangan Negara 0
(1-2)

- Akibat dari perbuatan Terdakwa |, Terdakwa Il dan Terdakwa Il pada
Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Selamatkan
Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman
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Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019
telah menyalahgunakan kewenangannya hingga menguntungkan diri
para terdakwa yang mengakibatkan Kerugian Negara berdasarkan
Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP
Perwakilan Prov. Sumsel Nomor : PE.04.02/SR-34/PW07 /5/2023.
Tanggal 10 Februari sebesar Rp.7.911.631.000,00 (tujuh milyar
sembilan ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) .
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20
Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP;
ATAU
KEDUA
Bahwa terdakwa | ZAINUDDIN, SP.,M.Si. Bin Sohar selaku Pejabat
pembuat Komitmen (PPK) baik secara sendiri-sendiri maupun secara
bersama-sama dengan terdakwa Il SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO
selaku Ketua Tim Teknis, Ketua Tim Perencanaan Tim Pelaksanaan dan Tim
Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain, Ketua Tim Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) dan
terdakwa Il ATENG KURNIA, M.ENG BIN MUS’l Ketua Tim Pelaksana
Kegiatan SID (survey Investigasi Design) pada Kegiatan Optimasi Lahan
Rawa Mendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani
(SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019, oleh karena tindak pidananya
bersangkut paut satu dengan yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 141
huruf b KUHAP perkaranya diajukan dalam satu dakwaan, pada hari dan
tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Januari
2019 atau setidak- tidaknya diwaktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat
Kabupaten Banyuasin atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang berdasarkan Undang-
Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
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dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7
Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Palembang, sehingga Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan
mengadili perkara mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan
yang turut serta melakukan perbuatan, Pegawai Negeri atau Penyelenggara
negara dengan maksud menguntungkun diri sendiri atau orang lain, Secara
melawan hukum, Atau dengan menyalahgunakan kekuasaanya, Memaksa
seorang Ketua / Bendahara / Sekertaris dari 82 (delapan puluh dua) Unit

Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) kegiatan Selamatkan Rawa

Sejahterakan Petani (SERASI) di Kabupaten Banyuasin di wilayah

Kabupaten Banyuasin, memberikan sesuatu berupa uang untuk 4 (empat)

Kegiatan diantaranya yaitu Penyusunan Survey Investigasi dan Desain (SID)

sebesar Rp 820.340.000,00, (Delapan Ratus Dua Puluh juta Tiga Ratus

Empat Puluh Ribu Rupiah), Kegiatan Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat

sebesar Rp.609.840.000,00, (Enam Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus

Empat Puluh Ribu Rupiah) Kegiatan Pembelian Pompa

Air/Mesin/Kelengkapan sebesar Rp.5.701.495.000,00, (Lima milyar tujuh

ratus satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan Kegiatan

Pelaporan yang terdiri dari Pembuatan Asbuilt Drawing dan Penyusunan

Laporan Pertanggung jawaban. Rp.779.956.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh

Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)

dengan jumlah Total yaitu Rp.7.911.631.000,00 (Tujuh Milyar Sembilan

Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) membayar, atau

menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu

bagi dirinya secara bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan oleh para
terdakwa cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan Optimasi Lahan
Rawa Pendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani
(SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019

adalah dana yang bersumber dari Tugas Pembantuan APBN (TP-APBN)
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termuat pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen Sarana
dan Prasarana Kementerian Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SP-DIPA-
018.08.4.119137/2019 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) beserta
perubahannya (Revisi), senilai Rp 870.000.000.000,00 (delapan ratus
tujuh puluh milyar rupiah) yang tersebar pada 9 (Sembilan) Kabupaten di
Prov. Sumsel dan untuk Kabupaten Banyuasin kegiatan Penyiapan Lahan
dan Perbaikan Infrastruktur berupa Bantuan Langsung kepada Kelompok
Tani (GAPOKTAN) sebesar Rp.355.003.700.000,00 (tiga ratus lima puluh
lima milyar tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk luas lahan 68.562 Ha.
Dan dana tersebut bersumber pada APBN.

- Bahwa setelah Kabupaten Banyuasin menerima alokasi dana selanjutnya
sesuai dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan
Nomor 220/KPTS/ SEKR/DIS.PTPH/2019 tentang perubahan pertama
atas keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor
88/KPTS/SEKR/DIS.PTPH/2019 tanggal 18 Januari 2019 menetapkan
Terdakwa | Zainuddin (Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kabupaten Banyuasin) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) dan saksi Amrullah (Staf Sub Bagian Keuangan Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan) sebagai
Pejabat Penandatangan SPM Program Penyediaan dan Pengembangan
Prasarana dan Sarana Pertanian dalam kegiatan Optimasi Lahan Rawa
Pendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI).

- Bahwa terdakwa | Zainuddin selaku PPK Berdasarkan SK KPA Satker
Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan Nomor
220/KPTS/SEKR/DIS.PTPH/2019 tanggal 29 Maret 2019 Perubahan
Pertama Atas Keputusan KPA Nomor :88/KPTS/SEKR/DIS.PTPH/2019
Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Dana Tugas

Pembantuan Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
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Kabupaten Banyuasin Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Dan Holtikultura Provinsi Sumatera Selatan TA. 2019.

- Bahwa Terdakwa Il Sarjono ditunjuk sebagai Ketua Tim Teknis yang
diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Nomor : 491/DPTPH-PSP/
2019, tanggal 29 Maret 2019, tentang Perubahan Penetapan Tim Teknis
Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut Mendukung Serasi pada
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin
Tahun Anggaran 2019. Selain itu terdakwa Il ditunjuk sebagai Ketua Tim
Perencanaan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Kegiatan Survey
Investigasi Desain (SID) Optimasi Lahan Rawa Mendukung Serasi pada
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin
Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Nomor
: 521/504/DPTPH-PSP/2019, tanggal 01 April 2019 tentang Penetapan
Tim Perencanaan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Kegiatan Survey
Investigasi Desain (SID) Optimasi Lahan Rawa Mendukung Serasi pada
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin
Tahun Anggaran 2019. Dan pada tanggal 17 Juni 2019 sesuai dengan
Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultasi Survei dan Desain (SID)
Optimasi Lahan Rawa Nomor : 027.093.02/PPK/DDPTPH-PSP/IV/2019
yang ditanda tangani oleh terdakwa | sdr. Zainuddin (PPK) dengan Ir. H.
BUSMAN ABU UMAR (Direktur CV. Gunung Kencana) dengan nilai
kontrak sebesar Rp.90.000,000,- (Sembilan puluh juta rupiah). Adapun
spesifikasi tehnis dari pembuatan SID adalah Rencana Anggaran Biaya
(RAB), Rencana Usulan Kelompok (RUK) dan Gambar Perencanaan.

- Bahwa tujuan dan sasaran kegiatan Optimasi Lahan Rawa Program yang
bernama “SERASI” (Selamatkan Rawa, Sejahterakan Petani) dari
Kementerian Pertanian pada Tahun Anggaran 2019 di Dinas Pertanian
tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Sumatera Selatan adalah
mengoptimalkan lahan pertanian dilahan rawa menjadi lahan pertanian

produktif melalui penataan sistem tata air dan penataan lahan;
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- Sedangkan Tujuan kegiatan Optimasi Lahan rawa adalah:

1. Meningkatkan indeks pertanaman (ip) dan/atau meningkatkan
produktivitas.

2. Meningkatkan  partisipasi P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan  dalam
pengelolaan lahan pertanian rawa.

3. Sasaran Kegiatan Optimasii lahan Rawa pada lahan pertanian rawa
yang dapat ditingkatkan indeks pertanaman dan/atau dapat
ditingkatkan produktivitasnya.

- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing UPKK
dapat menerima dana bantuan pemerintah Kegiatan Optimasi Lahan
Rawa Mendukung Kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani
(SERASI) pada pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

e Adanya proposal dari Gapoktan yang diketahui oleh kepala desa.

e Adanya usulan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) yang memuat
nama-nama petani dan luas kepemilikan lahan. Selanjutnya
diverifikasi oleh bidang penyuluhan dinas kabupaten bahwa nama-
nama tersebut termasuk di dalam data base kelembagaan petani dan
sistem informasi penyuluhan pertanian (SIMLUHTAN).

e Kemudian Tim Teknis mengusulkan kepada Pejabat Pembuat
Komitmen untuk ditetapkan sebagai calon penerima bantuan.

¢ Adanya pembukaan rekening bank atas nama UPKK, berita acara
pembentukan UPKK, dan surat mandat dari Gapoktan kepada UPKK.

- Bahwa Tahapan kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani
(SERASI) ada 2 (dua) tahap :

Tahap persiapan yaitu :

a. Pembentukan tim teknis di tingkat kabupaten

b. Seleksi usulan CP/Cl yang dilaksanakan oleh tim teknis sesuai kriteria

c. Penetapan Calon penerima bantuan oleh PPK dan selanjuntnya
disahkan oleh KPA

d. Identifikasi kebutuhan disusun oleh tim teknis dan kelompok tani

(penerima bantuan)
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e. Menyusun persyaratan administrasi yaitu:
1. Pembukaan rekening atas nama Unit Pengelola keuangan dan
Kegiatan (UPKK)
2. Penyusunan Kerjasama Bantuan Pemerintah antara PPK dan
UPKK/poktan/Gapoktan penerima bantuan
3. Pengajuan pencairan dana bantuan pemerintah yaitu jika nilai
dibawah Rp.100.000.000,00 dibayarkan sekaligus dan nilai bantuan
di atas Rp.100.000.000,00 dibayarkan 2 tahap vyaitu tahap |
sebesar 70% dan Tahap Il 30% .
Tahap pelaksanaan yaitu:
a. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) oleh tim teknis dan
poktan
b. Pelaksanaan konstruksi meliputi:
Pekerjaan persiapan (pengukuranlahan dan pembersihan lahan),
Pembelian bahan material, mobillisasi alat dan tenaga kerja dan
pekerjaan konstruksi,

P wbdPE

Pembiayaan adanya laporan pertanggungjawaban
5. Berita acara serah terima pengelolaan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2019, Terdakwa | menerbitkan
Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura  Kabupaten Banyuasin  Nomor 412/DPTPH-PSP/2019
ditetapkan Calon Penertima Calon Lahan (CPCL) Optimasi Lahan Rawa
Mendukung SERASI pada 97 (Sembilan Puluh Tujuh) Gapoktan yang
tersebar di 16 (Enam Belas) Kecamatan Kabupaten Banyuasin.

- Bahwa terdakwa | selaku PPK menerbitkan Surat Keputusan PPK
Nomor:499/DPTPH-PSP/PPK/2019 tanggal 1 Aprii 2019 tentang
Penetapan Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) Penerima
Manfaat Bantuan Pemerintah Kegiatan Optimasi Lahan Rawa pada Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin TA.
2019, Surat Keputusan PPK Nomor : 500/DPTPH-PSP/PPK/2019 Tanggal
1 April 2019 Tentang Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Penerima
Manfaat Bantuan Pemerintah Pola Transfer Uang Kegiatan Optimasi
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Lahan Rawa, Surat Keputusan Nomor : 750/DPTPH-PSP/PPK/2019

tanggal 13 Mei 2019 tentang Surat Keputusan Penetapan Kelompok

Penerima Bantuan dan Nomor : 751/DPTPH-PSP/2019 tanggal 13 Mei

2019 Tentang Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) ditetapkan

69 Gapoktan yang tersebar di 15 Kecamatan Kabupaten Banyuasin

dengan nilai bantuan yang dikelola sebesar Rp.240.553.100.000,00.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Nomor 521/504/DPTPH-

PSP/2019 tanggal 1 April 2019 menetapkan Tim Perencanaan, Tim

Pelaksana, dan Tim Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain (SID)

Optimasi Lahan Rawa Mendukung SERASI pada Dinas Pertanian

Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun 2019,

yaitu:

a. Tim Perencanaan terdiri dari 5 (lima) orang yang diketuai oleh
Terdakwa Il Sarjono.

b. Tim Pelaksana SID terdiri dari 142 (Seratus Empat Puluh Dua) orang
dimana terdakwa Il Sarjono sebagai Tim Pelaksana Kecamatan dan
terdakwa 11l Ateng Kurnia sebagai Tim Ahli SID.

c. Tim Pengawasan terdiri dari 4 (Empat) orang.

- Bahwa yang menerima dana bantuan pemerintah Kegiatan Optimasi
Lahan Rawa Mendukung Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani
(SERASI) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 sebanyak 82 (delapan puluh
dua) UPKK yang tersebar di 15 (lima belas) kecamatan Kabupaten

Banyuasin sebagai berikut :

Biaya
No. Lokasi Nama Upkk Vc(»::l;;e Satuan J:;n Ia;h
(Rp.) b
1. Kecamatan Muara
Telang
1. | Desa : Telang UPKK Gapoktan : Bina 1,030 4,300,000 4,429,000,000
Rejo Tani Sejahtera
Kecamatan : Muara Koordinator/Ketua : M.
Telang Rohim
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : M. Haris
Bendahara : Oktarianto
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No. KTP Koordinator
UPKK :
1607080611720001
2. | Desa : Telang UPKK Gapoktan : Subur 1,088 4,300,000 4,678,400,000
Makmur Makmur
Kecamatan : Muara Koordinator/Ketua :Erwin
Telang Junaidi
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Sujarwo
Bendahara : Suyatno
No. KTP Koordinator
UPKK :
1671070307880005
3. | Desa : Sumber | UPKK Gapoktan : 1,324 4,300,000 5,693,200,000
Hidup Sumber Makmur
Kecamatan : Muara Koordinator/Ketua :
Telang Suyadi
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Syarif
Bendahara : Kdaidarul
Muktib
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607080406690001
4. | Desa : Panca UPKK Gapoktan : Tani 1,425 4,300,000 6,127,500,000
Mukti Mukti
Kecamatan : Muara Koordinator/Ketua :
Telang Sarimin Syamsudin
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Ari Wandi
Bendahara : Angga
Widiyo Pangestu
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607081305670001
5. | Desa : Telang UPKK Gapoktan : 934 4,300,000 4,016,200,000
Jaya Manunggal Jaya
Kecamatan : Muara Koordinator/Ketua :
Telang Suparjo
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Musa
Bendahara : A. Yasir
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607082012720002
6. | Desa : Mekar UPKK Gapoktan : 662 4,300,000 2,846,600,000
Mukti Makmur Jaya
Kecamatan : Muara Koordinator/Ketua :
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Telang Sarupi
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Ismu Soleh
Bendahara : Arifin
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607081512560001
7. | Desa : Telang UPKK Gapoktan : Karya 1,632 3,050,000 4,977,600,000
Karya Sejahtera
Kecamatan : Muara Koordinator /Ketua :
Telang Tashadi
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : M. Najib
Bendahara : Abdullah
Zaini
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607081008750005
8. | Desa : Talang UPKK Gapoktan : 1,090 4,300,000 4,687,000,000
Indah Talang Indah
Kecamatan : Muara Koordinator /Ketua :
Telang Sanimin
Kabupaten Sekretaris : Syamsul
Banyuasin Bahrun
Bendahara : Suryadi
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607080211000001
9. | Desa : Mukti UPKK Gapoktan : Mitra 1,038 4,300,000 4,463,400,000
Jaya Tani
Kecamatan : Muara Koordinator /Ketua :
Telang Sugeng Purnomo
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : M. Toha
Bendahara : Komang
Agus Darmawan
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607081503810002
10. | Desa : Upang UPKK Gapoktan : 1,500 4,300,000 6,450,000,000
Jaya Usaha Karya Tani
Kecamatan : Muara Koordinator/Ketua : A.
Telang Rivai
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Asmat P
Bendahara : Karsa
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607090107910043
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11. | Desa : Mekar UPKK Gapoktan : 1,049 4,300,000 4,510,700,000
Sari Usaha Bersama
Kecamatan : Muara Koordinator/Ketua :
Telang Rusmin
Kabupaten Sekretaris : |1 Gede
Banyuasin Suyaka

Bendahara : Tamrin
No. KTP Koordinator

UPKK :
1607082304660001
12. | Desa : Upang | UPKK Gapoktan : 753 4,300,000 3,237,900,000
Cemara Cemara Jaya
Kecamatan : Muara Koordinator/Ketua :
Telang Ambo Sakka
Kabupaten Sekretaris : Rustam
Banyuasin Efendi

Bendahara : Edi Susanto
No. KTP Koordinator

UPKK :
1607090107740040
13. | Desa : Sumber | UPKK Gapoktan : Mulya 1,250 4,300,000 5,375,000,000
Mulya Tani
Kecamatan : Muara
Telang Koordinator : Marlan
Kabupaten Sekretaris : lwan
Banyuasin Oktafia
Bendahara : Puiji
Priyono
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607082204640001
14. | Desa : Upang UPKK Gapoktan : 1,210 4,300,000 5,203,000,000
Karya Pangan Raya
Kecamatan : Muara Koordinator/Ketua :
Telang Salim Usmanto
Kabupaten Sekretaris : Agus
Banyuasin Purwanto
Bendahara : Tarnak
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607081502710001
15. | Desa : Upang UPKK Gapoktan : Jaya 1,612 4,300,000 6,931,600,000
Ceria Sakti
Kecamatan : Muara Koordinator /Ketua :
Telang Salim
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : H. Agustam

Halaman 87 dari 180 Halaman Putusan Nomor 19/PID-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara : Ahmad
Syukri
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607091204810006
2.Kecamatan Air Salek
16. | Desa 2 Sri UPKK Gapoktan : Sido 640 4,300,000 2,752,000,000
Katon Maju
Kecamatan : Air Koordinator : Pawit
Salek Santoso, SH
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : M. Arbi
Bendahara : Ulum
Mahya
No. KTP Koordinator
UPKK :
3307040808890003
17. | Desa : Saleh UPKK Gapoktan : 1,015 4,300,000 4,364,500,000
Agung Bhakti Agung
Kecamatan : Air
Salek Koordinator : Janari
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Muzimasfa
Bendahara : Mat. Soleh
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607150101700002
18. | Desa : UPKK Gapoktan : 1,338 4,300,000 5,753,400,000
Bintaran Sumber Pangan
Kecamatan : Air
Salek Koordinator : Wasidi
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Saijan
Bendahara : Eko Dewi
Cahyono
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607152507820002
19. | Desa : Saleh UPKK Gapoktan : 396 4,300,000 1,702,800,000
Makmur Sidodadi Mulyo
Kecamatan : Air
Salek Koordinator : M. Soleh
Kabupaten Sekretaris : Herman
Banyuasin Kelani
Bendahara : Iswan M.
Nuh
No. KTP Koordinator
UPKK :
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1607151508770004
20. | Desa : Saleh UPKK Gapoktan : Tani 457 4,300,000 1,965,100,000
Mulyo Mulyo
Kecamatan : Air
Salek Koordinator : Wagimin
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris _: Suwarno
Bendahara : Bambang
Nurjana
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607150611720001
21. | Desa : Saleh UPKK Gapoktan : 366 4,300,000 1,573,800,000
Jaya Rukun Sentosa
Kecamatan : Air
Salek Koordinator : Slamet R
Kabupaten Sekretaris : Adil
Banyuasin Suryono
Bendahara : Sutarman
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607150107780135
22. | Desa :Enggal | UPKK Gapoktan : 688 4,300,000 2,958,400,000
Rejo Usaha Bersama
Kecamatan : Air
Salek Koordinator : Suparman
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Jumadi
Bendahara : Sri Subadi
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607151107740001
23. | Desa : Sido UPKK Gapoktan : Sido 1,749 4,300,000 7,520,700,000
Harjo Usaha
Kecamatan : Air
Salek Koordinator : Surindo
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Zarkowi
Bendahara : Mujiono
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607151512800003
24. | Desa : Saleh UPKK Gapoktan : Krida 770 4,300,000 3,311,000,000
Mukti Tani
Kecamatan : Air
Salek Koordinator : Supriyono
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Ruslan
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Bendahara : Mansur
No. KTP Koordinator
UPKK:
1607151707790002
25. | Desa : Sri UPKK Gapoktan : Sido 637 4,300,000 2,739,100,000
Mulyo Makmur
Kecamatan : Air Koordinator : Made
Salek Mawan
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : M. Suhur
Bendahara : Wagimin
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607151508800001
26. | Desa : Upang UPKK Gapoktan : 489 4,300,000 2,102,700,000
Tunas Karya
Kecamatan : Air
Salek Koordinator : Johansyah
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Anhar
Bendahara : Roni
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607091306700001
27. | Desa : Upang UPKK Gapoktan : Agro 1,940 4,300,000 8,342,000,000
Marga Tani
Kecamatan : Air Koordinator : Eddy
Salek Karso
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Antoni
Bendahara : Zainuddin
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607091005700002
28. | Desa ; Gapoktan : Usaha 1,051 4,300,000 4,519,300,000
Damarwulan Bersama
Kecamatan : Air
Salek Koordinator : Nurkolis
Kabupaten Sekretaris : Jayadi
Banyuasin Perwantoro
Bendahara : Sih
Pinitoyo
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607151911760001
29. | Desa : Air UPKK Gapoktan : 1,500 4,300,000 6,450,000,000
Solok Batu Bersatu Teguh
Kecamatan  : Air Koordinator : Eko
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Salek Prastyo
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Samsudin
Bendahara : Suardi
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607152007950001
3. Kecamatan Tanjung
Lago
30. | Desa : Telang UPKK Gapoktan : 532 4,300,000 2,287,600,000
Sari Bareng Mulyo
Kecamatan : Tanjung
Lago Koordinator : Sutaji
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Kateno
Bendahara : Marjani
No. KTP Koordinator
UPKK :
16071325506800001
31. | Desa UPKK Gapoktan : Mukti 497 4,300,000 2,137,100,000
Purwosari Makmur
Kecamatan : Tanjung | Koordinator : Bambang
Lago Nuryahman
Kabupaten Sekretaris : Aris
Banyuasin Setiawan
Bendahara : Ruswanto
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607133105780001
32. | Desa : Sumber | UPKK Gapoktan : 674 4,300,000 2,898,200,000
Mekar Mukti Mekar Mukti
Kecamatan : Tanjung
Lago Koordinator : Kadinah
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Darsama
Bendahara : Rosadi
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607131501800001
33. | Desa : Banyu UPKK Gapoktan : Sri 808 4,300,000 3,474,400,000
Urip Mulya
Kecamatan : Tanjung
Lago Koordinator : Juman
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Sabar
Bendahara : Suwarno
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607132508680001
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34. | Desa 1 Sri UPKK Gapoktan : Sri 524 4,300,000 2,253,200,000
Menanti Nanti Jaya
Kecamatan : Tanjung
Lago Koordinator : Jaya Harti
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Sugiyo
Bendahara : Dedy
Irawan
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607130107730035
35. | Desa : Suka UPKK Gapoktan : Suka 305 4,300,000 1,311,500,000
Tani Tani
Kecamatan : Tanjung
Lago Koordinator : Waryanto
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Sriyono

Bendahara : Irwanto
No. KTP Koordinator

UPKK :
1607130709880001
36. | Desa : Sebalik | UPKK Gapoktan : 1,846 4,300,000 7,937,800,000
Jaya Sebalik Jaya
Kecamatan : Tanjung
Lago Koordinator : Azhar
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Puryanto
Bendahara : Heryadi
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607130107720092
37. | Desa : Mulia UPKK Gapoktan : 605 4,300,000 2,601,500,000
Sari Diyaning Hurip
Kecamatan : Tanjung | Koordinator : Ida Bagus
Lago Suarbawa
Kabupaten Sekretaris : Heru
Banyuasin Hardiyanto
Bendahara : Suda
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607132104730002
38. | Desa :Bangun | UPKK Gapoktan : 875 4,300,000 3,762,500,000
Sari Bangun Sari
Kecamatan : Tanjung
Lago Koordinator : Suparno
Kabupaten Sekretaris : Sugeng
Banyuasin Hidayat
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Bendahara : Basuki
Rahmat
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607131205730001
4. Kecamatan Air
Kumbang
39. | Desa UPKK Gapoktan : 655 4,300,000 2,816,500,000
Sebubus Usaha Bersama
Kecamatan : Air
Kumbang Koordinator : Sumardi
Kabupaten Sekretaris : Firman Hadi
Banyuasin Saputra
Bendahara : Abuyani
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607013006870001
5. Kecamatan Makarti
Jaya
40. | Desa : Muara UPKK Gapoktan : 850 4,300,000 3,655,000,000
Baru Muara Baru
Kecamatan : Makarti | Koordinator :
Jaya Muhammad Ali
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Juhera
Bendahara : Abdul Kadir
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607020512730002
41. | Desa : Upang UPKK Gapoktan : 1,269 4,300,000 5,456,700,000
Mulya Upang Mulya
Kecamatan : Makarti | Koordinator : M. Akib
Jaya Alhamasong
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Sudirman
Bendahara : M. Rasyid
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607151111710001
42. | Desa : Upang UPKK Gapoktan : Bina 471 4,300,000 2,025,300,000
Makmur Sativa
Kecamatan : Makarti
Jaya Koordinator : Irawan
Kabupaten Sekretaris : Syamsul
Banyuasin Bahri
Bendahara : Andriyani
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607091410940001
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6. Kecamatan Muara
Padang
43. | Desa : Muara UPKK Gapoktan : Tani 1,005 4,300,000 4,321,500,000
Padang Bersatu
Kecamatan : Muara Koordinator : M. Ibrahim
Padang Azzaki
Kabupaten Sekretaris : Andi
Banyuasin Saputra
Bendahara : Sutadi
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607142109870002
44. | Desa : Tirto UPKK Gapoktan : 503 4,300,000 2,162,900,000
Raharjo Raharjo Makmur
Kecamatan : Muara Koordinator : Anwar
Padang Ansori
Kabupaten Sekretaris : Muhammad
Banyuasin Hadi Makin
Bendahara : Sukamto
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607071211870002
45. | Desa : Daya UPKK Gapoktan : Maju 436 4,300,000 1,874,800,000
Utama Jaya
Kecamatan : Muara Koordinator : Mantep
Padang Supriawan
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Muh. Mardi
Bendahara : Abdul
Rohman
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607071605810001
46. | Desa : Margo UPKK Gapoktan : 312 4,300,000 1,341,600,000
Mulyo Bangun Mulyo
Kecamatan : Muara
Padang Koordinator : Ali Maskur
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Darwa
Bendahara : Hayun
Hasyim
No. KTP Koordinator
UPKK :
160707017829092
47. | Desa : Tirta UPKK Gapoktan : 375 4,300,000 1,612,500,000
Jaya Makmur Jaya
Kecamatan : Muara
Padang Koordinator : Nurudin
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Kabupaten

Banyuasin Sekretaris : Muhtadin
Bendahara : Kariri
No. KTP Koordinator
UPKK :
160707077740003

48. | Desa : Sumber | UPKK Gapoktan : 150 4,300,000 645,000,000

Makmur Ganesha

Kecamatan : Muara

Padang Koordinator : Sugito

Kabupaten Sekretaris : Hendri Eko

Banyuasin Wahyudi
Bendahara : Budiono
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607070107650026

49. | Desa : Tanjung | UPKK Gapoktan : Jaya 810 4,300,000 3,483,000,000

Baru Bersama

Kecamatan : Muara Koordinator : Hayun

Padang Hasyim

Kabupaten

Banyuasin Sekretaris : Darwa

Bendahara : Mustopa
No. KTP Koordinator

UPKK :
1607072802690001
7. Kecamatan Muara
Sugihan
50. | Desa 1 Argo UPKK Gapoktan : Argo 469 4,300,000 2,016,700,000
Mulyo Makmur
Kecamatan : Muara
Sugihan Koordinator : Sukur
Kabupaten Sekretaris : Wawan
Banyuasin Budiyanto
Bendahara : Ahmad
Farudin
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607140608910003
51. | Desa : Beringin | UPKK Gapoktan : Sri 458 4,300,000 1,969,400,000
Agung Rejeki
Kecamatan : Muara Koordinator : Didik
Sugihan Rudiyanto
Kabupaten Sekretaris : Tri
Banyuasin Supriyadi

Bendahara : Suparni
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607180608910002
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52. | Desa : UPKK Gapoktan : 956 4,300,000 4,110,800,000
Cendana Usaha Makmur
Kecamatan : Muara Koordinator : Selamet
Sugihan Riyadi
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Mas Nuri
Bendahara : Sukipno
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607141110810001
53. | Desa : Daya UPKK Gapoktan : 477 4,300,000 2,051,100,000
Kesuma Sumber Rejeki
Kecamatan : Muara
Sugihan Koordinator : Poniman
Kabupaten  : Sekretaris : Dede
Banyuasin Rakhman
Bendahara : Suwarto
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607141110910002
54. | Desa : Daya UPKK Gapoktan : 1,946 4,300,000 8,367,800,000
Murni Sumber Rejeki
Kecamatan : Muara
Sugihan Koordinator : Sulkan
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Siswanto
Bendahara : Amirudin
No. KTP Koordinator
UPKK :
1671061508680010
55. | Desa N UPKK Gapoktan : 803 4,300,000 3,452,900,000
Ganesha Mukti Mandiri
Kecamatan : Muara Koordinator : Wignyo
Sugihan Pranoto
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Musikin
Bendahara : Ardiansyah
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607142011750001
56. | Desa : UPKK Gapoktan : Tani 1,627 4,300,000 6,996,100,000
Indrapura Bersatu
Kecamatan : Muara Koordinator : Tarjono
Sugihan Saputra
Kabupaten Sekretaris : M. Abdul
Banyuasin Jefri
Bendahara : Supriyadi
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No. KTP Koordinator
UPKK :
1607142701860002
57. | Desa : Margo UPKK Gapoktan : 568 4,300,000 2,442,400,000
Mulyo 16 Rukun Santosa
Kecamatan : Muara
Sugihan Koordinator : Priyanto
Kabupaten Sekretaris : Margo
Banyuasin Winoto
Bendahara : Riyadi
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607140506770003
58. | Desa : Mekar UPKK Gapoktan : 1,316 4,300,000 5,658,800,000
Jaya Harapan Jaya
Kecamatan : Muara Koordinator : Ibnu
Sugihan Mutarom
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Prayogo
Bendahara : Sukoyo
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607140102820004
59. | Desa : Sido UPKK Gapoktan : 676 4,300,000 2,906,800,000
Makmur Rukun Sentosa
Kecamatan : Muara Koordinator :
Sugihan Mohammad Wiyoko
Kabupaten Sekretaris : Muhammad
Banyuasin Sulaiman
Bendahara : Ahmad Arif
Hidayatullah
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607142111900003
60. | Desa : Sugih UPKK Gapoktan :Tani 416 4,300,000 1,788,800,000
Waras Bersama
Kecamatan : Muara
Sugihan Koordinator : Sobirin
Kabupaten Sekretaris : Paing
Banyuasin Suharno
Bendahara : As'alul
Kamim Jajuli
No. KTP Koordinator
UPKK :
1603063012850002
61. | Desa : Sumber | UPKK Gapoktan : 535 4,300,000 2,300,500,000
Mulyo Sumber Tani
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Kecamatan : Muara

Sugihan Koordinator : Juhri
Kabupaten Sekretaris : Eko
Banyuasin Setiawan
Bendahara : Dony
Afrizal
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607140107730039
62 | Desa :Timbul | UPKK Gapoktan : 1,068 4,300,000 4,592,400,000
Jaya Timbul Jaya
Kecamatan : Muara
Sugihan Koordinator : M. Dasir
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : M. Adi

Bendahara : Misnan
No. KTP Koordinator

UPKK :
1607142109700001
63. | Desa : Rejo UPKK Gapoktan : Suka 698 4,300,000 3,001,400,000
Sari Makmur
Kecamatan : Muara
Sugihan Koordinator : Soud
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Subarkah

Bendahara : Tohid
No. KTP Koordinator

UPKK :
1607142005770001
8. Kecamatan Selat
Penuguan.
64. | Desa : Mekar UPKK Gapoktan : Sri 660 4,300,000 2,838,000,000
Sari Dadi
Kecamatan : Selat Koordinator : Sulasi
Penuguan Sumo Suseno
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Sukono
Bendahara : Dirma
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607042510560002
65. | Desa : Sumber | UPKK Gapoktan : Maju 502 4,300,000 2,158,600,000
Mukti Jaya Bersama
Kecamatan : Selat Koordinator : Evan
Penuguan Prabawinata
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Harsono

Bendahara : Toni
No. KTP Koordinator
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UPKK :
1607041002880002
66. | Desa : Kelapa UPKK Gapoktan : 550 4,300,000 2,365,000,000
Dua Cahaya Makmur
Kecamatan : Selat
Penuguan Koordinator : Camburi
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Nurzen
Bendahara :
Sudarmawan
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607040030820002
67. | Desa : UPKK Gapoktan : 1,343 4,300,000 5,774,900,000
Penuguan Kuningan Raya
Kecamatan : Selat
Penuguan Koordinator : Fahrudin
Kabupaten Sekretaris : Agus
Banyuasin Risman
Bendahara :
Muhammad Darwis
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607040808700003
68. | Desa : Bumi UPKK Gapoktan : Podo 614 4,300,000 2,640,200,000
Rejo Rukun
Kecamatan : Selat
Penuguan Koordinator : Supriyanto
Kabupaten :
Banyuasin Sekretaris : Syamsudin
Bendahara : Suroyo
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607041708870001
69. | Desa : UPKK Gapoktan : 336 4,300,000 1,444,800,000
Purwodadi Darma Bakti
Kecamatan : Selat Koordinator : Zainal
Penuguan Arifin
Kabupaten Sekretaris : Kadek
Banyuasin Suwartawan
Bendahara : Sarwo Edi
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607040808500001
70. | Desa : Songo UPKK Gapoktan : Hidup 512 4,300,000 2,201,600,000
Makmur Baru
Kecamatan : Selat Koordinator : Bibit
Penuguan Harianto
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Kabupaten

Banyuasin Sekretaris : M. Salam
Bendahara : Jumari
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607050818300002

71. | Desa UPKK Gapoktan : Jaya 200 4,300,000 860,000,000
Wonodadi Utama
Kecamatan : Selat
Penuguan Koordinator : Supakat
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Suparno

Bendahara : Suhadi
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607040208100001
9. Kecamatan Pulau
Rimau.

72. | Desa : Dana UPKK Gapoktan : 375 4,300,000 1,612,500,000
Mulya Perintis Damai
Kecamatan : Pulau
Rimau Koordinator : Sunyoto
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Muslihin

Bendahara : Winardi
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607041212720001

73. | Desa : Sumber | UPKK Gapoktan : 244 4,300,000 1,049,200,000
Mulyo Usaha Maju
Kecamatan : Pulau
Rimau Koordinator : Wariso
Kabupaten Sekretaris : Rurul
Banyuasin Supriyanto

Bendahara : Korim
No. KTP Koordinator
UPKK :
160704170880004
10. Kecamatan
Tungkal llir.

74. | Desa : Suka UPKK Gapoktan : Suka 165 4,300,000 709,500,000
Mulia Mulia
Kecamatan : Tungkal | Koordinator : Joni
Ilir Miharja
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Heri Susilo

Bendahara : Dede
Sulaiman
No. KTP Koordinator
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UPKK :
1607122006800001
75. | Desa : Suka UPKK Gapoktan : 160 4,300,000 688,000,000
Raja Sejahtera
Kecamatan : Tungkal
Iir Koordinator : Ridwan
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Daselan
Bendahara : Bariyanto
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607124006700001
76. | Desa : Teluk UPKK Gapoktan : 578 4,300,000 2,485,400,000
Tenggulang Tenggulang Jaya
Kecamatan :Tungkal | Koordinator :
Iir Supradinata
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Sukimin
Bendahara : Samsudin
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607134006100001
11. Kecamatan
Banyuasin Il.
77. | Desa UPKK Gapoktan : Karya 1,412 4,300,000 6,071,600,000
Sungsang |l Makmur
Kecamatan
Banyuasin Il Koordinator : Chairuddin
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Andi Aziz
Bendahara : H. Rapik
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607020901700001
12. Kec. Sumber
Marga Telang.
78. | Desa :Karang | UPKK Gapoktan : 2,100 4,300,000 9,030,000,000
Baru Karang Jaya
Kecamatan : Sumber
Marga Telang Koordinator : Ali Karim
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Al Mursyid
Bendahara : Mahjub
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607080102700001
13. Kecamatan
Rambutan.
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79. | Desa : UPKK Gapoktan : Sri 864 4,300,000 3,715,200,000
Gelebak Dalam Kuto Parung Priyayi
Kecamatan Koordinator : Ahmad
Rambutan Fikri
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Budiyanto
Bendahara : Solimin
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607062010850002
80. | Desa : Sako UPKK Gapoktan : 447 4,300,000 1,922,100,000
Ladung Betuah
Kecamatan Koordinator : Kastro
Rambutan Suadi
Kabupaten Sekretaris : Ratus
Banyuasin Faseh
Bendahara : Lukman
Hakim
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607060310620001
14. Kecamatan Suak
Tapeh.
81. | Desa : Lubuk UPKK Gapoktan : Suak 1,034 4,300,000 4,446,200,000
Lancang Tapeh Jaya
Kecamatan : Suak Koordinator/Ketua :
Tapeh Alimin Adi
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Al Mursyid
Bendahara : Mahjub
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607080102700001
15. Kecamatan Rantau
Bayur.
82. | Desa :Sungai | UPKK Gapoktan : 318 4,300,000 1,367,400,000
Pinang Serasan
Kecamatan :Rantau | Koordinator/Ketua :
Bayur Ismail Hamid
Kabupaten
Banyuasin Sekretaris : Jailani
Bendahara : Halimah
No. KTP Koordinator
UPKK :
1607111203540001
JUMLAH RP. 68.562 - 292.776.600.000
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- Bahwa tanggal 17 Juni 2019, sesuai Surat Perintah Mulai Kerja Nomor
027/093.05/PPK/DPTPH-PSP/IV/2019, PPK memerintahkan CV Gunung
Kencana untuk memulai pekerjaan pembuatan SID Optimasi Lahan Rawa
Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian Satuan Kerja
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera
Selatan Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor
027/283/DPTPH-PSP/IV/2019 tanggal 13 September 2019 vyang
ditandatangani oleh Pejabat Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP), Ketua
Tim Pelaksana serta diketahui oleh terdakwa | Zainuddin sebagai PPK
yang menyatakan bahwa Laporan SID setiap desa pada 15 Kecamatan di
Kabupaten Banyuasin telah lengkap dan cukup.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 027/283.c/DPTPH-
PSP/I1X/2019 tanggal 13 September 2019 antara PPK dengan PPHP
dilakukan serah terima Dokumen Survey Investigasi dan Desain (SID)
setiap desa pada 15 Kecamatan di Kabupaten Banyuasin. Dokumen SID
tersebut terdiri dari Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Usulan
Kegiatan Kelompok (RUKK) dan Gambar Rencana.

- Bahwa dalam melaksanakan tugas terdakwa | Zainuddin selaku PPK,
terdakwa Il Sarjono selaku Ketua Tim Teknis, Ketua Tim Perencanaan,
Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi, Tim Pelaksanaan dan Tim Pengawas
Kegiatan Survey Investigasi Desain dan Terdakwa Il Ateng Kurnia selaku
Konsultan Pengawas tidak melakukan evaluasi pekerjaan secara tertulis,
tidak melakukan pengawasan dan tidak mengontrol kegiatan pekerjaan
SERASI ke para Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK). Bahwa
berdasarkan keterangan para saksi dari 81 (delapan puluh satu) Unit
Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPPK), terdakwa | Zainuddin selaku
PPK, terdakwa Il Sarjono selaku Ketua Tim Teknis, Ketua Tim
Perencanaan, Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi, Tim Pelaksanaan dan
Tim Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain dan Terdakwa Il Ateng
Kurnia selaku Konsultan melakukan tindakan dengan mengkondisikan
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atau mengatur dengan cara menghubungi setiap Unit Pengelola Kegiatan

dan Keuangan (UPKK) untuk :

a. Dari 82 UPKK sebanyak 29 Ketua/Sekertaris/Bendahara UPKK yang
menyatakan terdakwa Il Ateng Kurnia dalam pembuatan SID
mengenakan biaya sekitar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Per-
Hektar, yang biaya tersebut oleh para UPKK diambil dari Anggaran
program Serasi, semua tindakan yang di lakukan terdakwa Ill Ateng
Kurnia dilaporkan kepada Tim Tekhnis Terdakwa Il Sarjono dan di
Ketahui oleh Terdakwa | Zainuddin.

b. Dalam kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterahkan Petani (Selasi) pada
kegiatan Mobilisasi dan Demobilisasi alat berat/pemindahan dari desa
lain ke desa yang ada kegiatan Serasi, terjadi markup harga/ harga
yang tidak wajar dari 82 UPKK sebanyak 43 UPKK oleh terdakwa Il
Sarjono dimanipulasi harganya dengan para pemilik alat berat berupa
Truck Tailer atau Ponton. Sedangkan sebagian alat berat excavator
adalah milik Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan, Sehingga Nilai
Kerugian Keuangan Negara atas Kegiatan Mobilisasi dan Demobilisasi
Alat Berat pada Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK)
Rp.609.840.000,00 (Enam Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Empat
Puluh Ribu Rupiah).

c. Bahwa terhadap realisasi keuangan pembelian Mesin Pompa Air oleh
GAPOKTAN pada Program SERASI BANYUASIN TA 2019 telah
direalisasikan seluruhnya dan telah dilaporkan SPJ 100% atas
persetujuan terdakwa Il SARJONO sebagai Tim Tekhnis dan dilaporkan
kepada Terdakwa | Zainuddin sebagai Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK), pada Kenyataannya terdapat beberapa Mesin Pompa Air yang
belum ada diantaranya Desa Daya Kesuma, UPKK Sumber Rejeki,dan
beberapa UPKK yang menerima bantuan Serasi. Dalam pengadaan
mesin pompa air pada Kegiatan Serasi diperoleh fakta terdakwa Il
Sarjono meminta saksi Supeno selaku distributor/penjual mesin pompa
air untuk menaikkan harga pompa air dari harga sebenarnya. Dalam
pengadaan Mesin dimana TIM TEKNIS terdakwa Il Sarjono dan
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Konsultan terdakwa Il Ateng Kurnia telah menaikkan harga tersebut ke
dalam RUKK hal ini dapat dilihat dari pengaturan setiap pembelian
mesin pompa, dimana harga dalam RUKK secara keseleruhan
dilebihkan 20% sehingga harga pembelian mesin pompa air dalam
kegiatan SERASI 2019 diketahui seluruhnya, terdapat kelebihan 20%
yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya,
terhadap hal ini diketahui salah satu pedagang Mesin pompa air yakni
saksi SUPENO yang telah diatur untuk tempat pembelian Mesin pompa
air .

d. Bahwa atas pembelian mesin Pompa yang terdapat kelebihan harga
tersebut dibagi - bagi ke pihak Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin
dan Konsultan. Uang kelebihan pembelian mesin pompa air diserahkan
oleh Saksi Supeno kepada Terdakwa |, Terdakwa Il dan Terdakwa llI
dengan cara sebagai berikut :

1) Pada Bulan Oktober 2019 saksi Supeno ditelepon oleh terdakwa Il
Sarjono untuk bertemu dan meminta diatarkan uang keuntungan
penjualan pompa yang mana pada saat itu bersama saksi Supeno
ada juga saksi Poniman dan saksi subakat yang berada di Toko
Sarana Tani, kemudian saksi Supeno menyiapkan uang sebesar
Rp.260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) setelah itu
saksi Supeno, saksi Poniman dan saksi Subakat bersama-sama
berangkat menuju Rumah Makan Pindang Simpang Bandara di sana
mereka bertemu terdakwa | ZAINUDDIN, SP.,M.Si. Bin SOHAR,
terdawka Il SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO, dan terdakwa
[l ATENG KURNIA, M.ENG BIN MUS'I lalu mereka makan bersama
dan berbincang setelah selesai makan Terwakwa Il SARJONO,
SP,M.Si bin REJA SUMARTO memerintahkan saksi Supeno untuk
memindahkan uang yang ada di dalam mobil saksi Supeno ke mobil
Terdakwa Il SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO

2) Pada bulan November 2019 saksi Supeno ditelepon oleh Terdakwa Il
SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO yang meminta sejumlah
uang sebesar Rp.87.000.000,00 (Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah)
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kemudian saksi Supeno menghubungi saksi Poniman melalui
telepon. lalu mereka menemui terdakwa | Zainudin untuk meminta
rekomendasi pencairan uang Serasi 2019 di Hotel Santika disana
saksi Supeno datang bersama saksi Poniman membawa uang
Rp.87.000.000,00 (Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah) dari hasil
penjualan Pompa untuk diserahkan kepada Terdakwa Il SARJONO,
SP,M.Si bin REJA SUMARTO, pada saat saksi Supeno akan
menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Il SARJONO, SP,M.Si
bin REJA SUMARTO, Terdakwa Il SARJONO, SP,M.Si bin REJA
SUMARTO pada saat itu menolak dengan mengatakan "jangan disini
nanti saya kabari tempatnya”. lalu uang tersebut Saksi Supeno
serahkan kepada saksi Poniman, lalu keesokan harinya saksi
Poniman ditelepon oleh Terdakwa Il SARJONO, SP,M.Si bin REJA
SUMARTO untuk mengantarkan uang tersebut di PTC lalu saksi
Poniman pergi ke PTC dan Menyerahkan uang tersebut kepada
Terdakwa Il SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO .

3) Pada bulan November 2019 saksi Supeno ditelepon oleh Terdakwa Il
SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO untuk datang Ke Tempat
Karoke Master piece PTC Palembang lalu saksi Supeno menelepon
saksi Poniman untuk berangkat bersama - sama menemui terdakwa
I SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO lalu para saksi menemui
Terdakwa 1l SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO di Tempat
Karoke Master piece PTC Palembang, kemudian Terdakwa Il
SARJONO, SPM.Si bin REJA SUMARTO meminta saksi Supeno
menyerahkan uang Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)
didalam toilet setelah itu para saksi pulang.

4) Pada bulan Desember 2019 saksi Poniman dihubungi oleh Terdawka
Il ATENG KURNIA, M.ENG BIN MUS’l untuk memintakan uang
kepada saksi Supeno kemudian saksi Poniman mendatangi saksi
Supeno untuk menyampaikan permintaan terdakwa Il ATENG
KURNIA, M.ENG BIN MUS'I tersebut, kemudian saksi Supeno
memberikan uang Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) hasil
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penjualan pompa ke pada saksi Poniman dan saksi Poniman berikan
uang tersebut kepada Terdakwa Il ATENG KURNIA, M.ENG BIN
MUS’I melalui Fatuhraman karyawan Terdakwa Il ATENG KURNIA,
M.ENG BIN MUS’I di Posko Terdakwa Il ATENG KURNIA, M.ENG
BIN MUS’I di maskarebet.

5) Pada bulan Januari 2020 Terdakwa Ill ATENG KURNIA, M.ENG BIN
MUS’I mendatangi ke Toko Sarana Tani milik Saksi Supeno Untuk
mengambil uang sebesar Rp.50.000.000,00 hasil penjulan pompa
dan saksi Supeno berikan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima
Puluh Juta Rupiah) langsung kepada Terdakwa IIl ATENG KURNIA,
M.ENG BIN MUS’I.

Bahwa dari 82 (delapan puluh dua) UPKK sebanyak 67 Ketua /
Sekertaris / Bendahara UPKK menyatakan terdapat pengkondisian/harus
dibuat oleh terdakwa Il Ateng Kurnia sebagai Konsultan, untuk
pembuatan As Build Drawing sebagai syarat untuk Penyusunan Laporan
Pertanggung jawaban kegiatan Serasi harus melampirkan As built
Drawing.

Bahwa dalam pengadaan mesin pompa air pada Kegiatan Serasi
diperoleh fakta terdapat penyedia mesin pompa air yang menyatakan
adanya pengkondisian bagi penyedia mesin pompa air untuk menaikan
harga oleh terdakwa Il Sarjono kepada saksi Supeno/ penyedia pompa air
dari harga sebenarnya dan terdapat nota pembelian/jumlah pembayaran
oleh UPKK tidak sesuai dengan harga sebenarnya. Pada Kegiatan
Pembelian Pompa Air/Mesin/Kelengkapa terdapat mark up dari harga
sebenarnya sebesar Rp.5.701.495.000,00, (Lima Milyar Tujuh Ratus Satu
Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Bahwa selain itu untuk kegiatan Mobilisasi dan Demobilisasi alat berat,
sebanyak 82 UPKK di wilayah Kabupaten Banyuasin yang menerima
program Serasi terdakwa |l Sarjono melakukan pengkondisian pada
pemilik alat berat berupa tongkang ataupun Truk Tariler untuk menaikan
harga / terdapat markup harga/ harga yang tidak wajar sebanyak 43

UPKK dengan cara terdakwa Il sarjono meminta kelebihan harga
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pemindahan alat berapa kepada pemilik Tongkang maupun truck trailer.
Nilai kelebihan/ mark up untuk kegiatan Mobilisasi dan Demobilisasi alat
berat sebesar Rp.609.840.000,00 (Enam ratus Sembilan juta delapan
ratus empat puluh ribu rupiah) .

- Bahwa selain itu terdakwa Il Ateng Kurnia pada saat bertemu dengan
setiap Ketua/Sekertaris/bendahara UPKK meminta uang bervariasi rata-
rata antara Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) sampai dengan
Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk pembuatan Asbult
drawing kelengkapan untuk di lampirkan pada saat pembuatan laporan
Pertanggung jawaban (SPJ). Sebanyak 67 Ketua / Koordinator /
Bendahara UPKK menyatakan terdapat pemberian kepada Konsultan
dengan total sebesar Rp779.956.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan
juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dana tersebut diminta
oleh Konsultan sebagai biaya pembuatan As built Drawing dan
Penyusunan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Kegiatan Serasi.
Kemudian Sebanyak 29 Ketua / Koordinator / Bendahara UPKK
menyatakan terdapat pemberian kepada Konsultan SID dengan total
sebesar Rp 820.340.000,00 (delapan ratus dua puluh juta tiga ratus empat
puluh ribu rupiah) diminta oleh terdakwa Il Ateng kurnia / Konsultan
dengan alasan untuk serta dana pungutan tersebut diambil dari anggaran
program SERASI dan semua tindakan yang di lakukan terdakwa 11l Ateng
Kurnia dilaporkan dan diketahui oleh terdakwa Il sdr.Sarjono dan
Terdakwa | sdr. Zainuddin.

- Bahwa terdakwa | Zainuddin mengetahui adanya permintaan uang yang
dilakukan oleh terdakwa 1l Sarjono dan Terdakwa Il Ateng selaku
konsultan kegiatan SERASI tidak ada dasar hukumnya sehingga
permintaan uang tersebut adalah melanggar aturan/ilegal.

- Bahwa fakta nya dalam kegiatan Selamatkan rawa sejahterakan petani
(SERASI) terdapat 4 (empat) kegiatan dari 82 (delapan puluh dua) Unit
Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) di wilayah Kabupaten
Banyuasin yang dijadikan lahan mendapatkan keuntungan oleh terdakwa

Il Ateng Kurnia atas perintah Tim Tekhnis terdakwa Il Sarjono dan
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diketahui oleh terdakwa | Zainuddin sebagai Pejabat Pembuat Komitmen
(PKK) berupa : Kegiatan Penyusunan Survey Investigasi dan Desain
(SID), Kegiatan Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat, Kegiatan
Pembelian Pompa Air/Mesin/Kelengkapan, Kegiatan Pelaporan yang
terdiri dari Pembuatan Asbuilt Drawing dan Penyusunan Laporan
Pertanggung jawaban.

- Bahwa sebagai Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa | Zainuddin
sebagai Pegawai negeri Sipil dalam kegiatan SERASIH telah menerbitkan
SK kepada Tim Tekhnis yaitu terdakwa Il Sarjono sebagai Pegawai Negeri
Sipil dan Konsultan Pengawas yaitu terdakwa Il Ateng Kurnia sebagai
Penyelenggara Negara. Dalam melaksanakan tugas terdakwa |
Zainuddin telah menyalahgunakan kewenangan/jabatan dengan tidak
melakukan evaluasi dan pengawasan pekerjaan secara tertulis terhadap
Tim Tekhnis terdakwa Il Sarjono dan Konsultan Pengawas terdakwa |
Ateng Kurnia sedangkan terdakwa Il Sarjono sebagai Pegawai Negeri
Sipil telah menyalahgunakan jabatannya sebagai Tim Tehnis dengan tidak
melakukan pengawasan, monitoring dan evalusai pada kegiatan SERASI
dan terdakwa Il sdr. Ateng sebagai Konsultan tidak Melakukan
perhitungan, penggambaran dan menyusun RAB (Rencana Anggaran
Biaya) yang sebenarnya agar mendapatkan keuntungan dengan cara
memaksa seorang Ketua/Bendahara/Sekertaris dari 82 (delapan puluh
dua) Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) kegiatan
Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) untuk menaikkan harga
pompa air dan Mobilisasi serta Demobilisasi alat berat, mengenakan
biaya pembuatan As Build Drawing dan pembuatan SID dan Perubahan
RAB untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

——————— Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20

Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

tersebut;
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Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 19/PID-TPK/2023/PT.PLG tanggal
11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa
dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Tinggi
Palembang Nomor 19/PID-TPK/2023/PT.PLG tanggal 11 September 2023
tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi
Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya
sebagai berikut:

1. SP.,M.Si. Bin Sohar, Terdakwa Il SARJONO, SPM.Si bin REJA
SUMARTO dan Terdakwa Il ATENG KURNIA, M.ENG bin MUS'I terbukti
secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi,
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2
ayal (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan diambah dengan
Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap masing - masing Terdakwa ZAINUDDIN,
SP,MS bin SOHAR Terdakwa Il SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO
den Terdakwa Il ATENG KURNIA, MENG bin MUST berupa Pidana
Penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada di
dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di
Rumah Tahanan Negara;

3. Menjatuhkan Pidana tambahan berupa Pembayaran Uang Pengganti:

- Terdakwa | ZAINUDDIN, M.SI. bin SOHAR total Rp.2.470.543.667,-
(Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus sebesar
Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah)
dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti

dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan
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memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa
disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti
tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda
yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti
dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan
atau apabila Terpidana membayar Uang Pengganti yang jumlahnya
kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka
jumlah  uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan
diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana
penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar Uang
Pengganti;

- Terdakwa Il SARJONO, SP.M.Si bin REJA SUMARTO total sebesar
Rp.2.470.543.667,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Lima
Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh
Rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar Uang
Pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan
memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa
disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti
tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda
yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti
dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan
atau apabila Terpidana membayar Uang Pengganti yang jumlahnya
kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka
jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan
diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana
penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar Uang
Pengganti;

- Terdakwa Il ATENG KURNIA, M.ENG bin MUS'l total sebesar
Rp.2.970.543.666,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta
Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam
Rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar Uang

Pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan

Halaman 111 dari 180 Halaman Putusan Nomor 19/PID-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa
disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti
tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda
yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti
dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan
atau apabila Terpidana membayar Uang Pengganti yang jumlahnya
kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, makal
jumlah  uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan
diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana
penjara sebagai pengganti dan kewajiban membayar Uang
Pengganti;

4. Merjatuh pidana Denda terhadap masing - masing Terdakwa |
ZAINUDDIN, SP.,M.SI. bin SOHAR, Terdakwa Il SARJONO, SP,M.Si bin
REJA SUMARTO dan Terdakwa Il ATENG KURNIA, M.ENG bin MUS'I
sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan
apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan
selama 6 (enam) bulan kurungan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Sridadi Desa Mekar Sari.

2) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Cahaya Makmur Desa Kelapa
Dua.

3) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Maju Jaya Bersama.

4) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Kuningan Raya.

5) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Podo Rukun Desa Bumi Rejo.

6) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiata
n SERASI UPKK Gapoktan Hidup Baru Desa Songo Makmur.

7) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
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Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Hidup Baru Desa Songo Makmur.
Dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan SERASI UPKK
Darma Bakii.

8) 1 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Jaya Utama Desa Wono Dadi.

9) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya.

10) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo.

11) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Sejahtera Desa Sukaraja.

12) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Suka Mulia.

13) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Tenggulang Jaya.

14) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Karya Sejahtera Desa Telang
Jaya.

15) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Telang Indah Desa Telang Indah.

16) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Mitra Tani Desa Mukti Jaya.

17) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Usaha Tani Karya Desa Upangi Jaya.

18) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Usaha Bersama Desa Mekar Sari.

19)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Cemara Jaya Desa Upang
Cemara.

20) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Mulya Tani Desa Sumber Mulya.

21) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
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Kegiatan UPKK Gapoktan Pangan Raya Desa Upang Karya.

22) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Jaya Sakti Desa Upang Ceria.

23) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Bina Tani Sejahtera Desa Telang Rejo.

24) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Subur Makmur Desa Telang Makmur.

25) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Hidup.

26) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Tani Mukti Desa Panca Mukti.

27) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Manunggal Jaya Desa Telang Jaya.

28) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Makmur Jaya Desa Mekar Mukti .

29) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Suka Makmur Desa Rejo Sari.

30) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Timbul Jaya Desa Timbul Jaya.

31) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Sumber Tani Desa Sumber Mulyo.

32) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Tani Bersama Desa Sugih Waras.

33) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Rukun Sentosa Desa Sido Makmur.

34) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Harapan Jaya Desa Mekar Jaya.

35) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Rukun Sentosa Desa Margo Mulyo.

36) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Tani Bersatu Desa Indra Pura.

37) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
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Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Mandiri Desa Ganesha Mukti.

38) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Sumber Rejeki Desa Daya Murni.

39) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Sumber Rejeki Desa Daya Kesuma.

40) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Usaha Makmur Desa Cendana.

41) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Sri Rejeki Desa Beringin Agung.

42) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Argo Makmur Desa Argo Mulyo.

43) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Raharjo Makmur Desa Tirto
Raharjo.

44) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Maju Jaya Desa Daya Utama.

45) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Bangun Mulyo Desa Margo Mulyo.

46) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Makmur Jaya Desa Tirta Jaya.

47)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Tani Bersatu Desa Muara Padang.

48) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Ganesha Desa Sumber Makmur.

49)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Sido Dadi Mulyo Desa Saleh
Makmur.

50) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Tani Mulyo Desa Saleh Mulyo.

51) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Rukun Sentosa Desa Saleh Jaya.

52) 11 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
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Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Usaha Bersama Desa Enggal
Rejo.

53) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Sido Usaha Desa Sido Harjo.

54) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Krida Tani Desa Saleh Mukti.

55)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Sido Makmur Desa Sri Mulyo.

56) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Tunas Karya Desa Upang.

57) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Agro Tani Desa Upang Marga.

58) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Usaha Bersama Desa Damar
Wulan.

59) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Persatu Teguh Desa Air Solok
Batu.

60) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Sido Maju Desa Sri Katon.

61) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Bhakti Agung Desa Salek Agung .

62) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Sumber Pangan Desa Bintaran.

63) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Mekar Mukti Desa Mekar Mukti.

64) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Sri Mulya Desa Banyu Urip.

65) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Sri Nanti Jaya Desa Sri Menanti.

66) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Sebalik Jaya Desa Sebalik Jaya.
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67) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Diyaning Hurip Desa Mulia Sari.

68) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Bangun Sari Desa Bangun Sari.

69) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Bareng Mulyo Desa Telang Sari.

70) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Mukti Makmur Desa Telang Sari.

71) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Desa Suka Tani Desa Desa Suka
Tani.

72) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Muara Baru Desa Muara Baru.

73) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Upang Mulya Desa Upang Mulya.

74) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Bina Sativa Desa Upang Makmur.

75) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan Upkk Gapoktan Sri Kuto Parung Priyayi Desa Gelebek
Dalam.

76) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Ladung Betuah Desa Sako.

77) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Usaha Bersama Desa Sebubus.

78) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Serasan Desa Sungai Pinang.

79) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Karang Jaya Desa Karang Baru.

80) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Suak Tapeh Jaya Desa Lubuk
Lancang.

81) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
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Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Karya Baru Desa Sungsang |l.
Barang Bukti dari nomor urut 1 s/d 81 dikembalikan kepada masing -
masing UPKK
82)1 (Satu) Buah Buku Pedoman Survey Investigasi Desain Optimalisasi

Irigasi Lahan Rawa 2019 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana

Pertanian berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik

Indonesia Nomor : 20/KPTS/SR.130/B/11/2019 tanggal 04 November

2019.

83)1 (Satu) Buah Buku Pedoman Teknis Optimasi Lahan Rawa
Mendukung Kegiatan SERASI TA 2019 Direktorat Perluasan dan
Pelindungan Lahan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor : 19/KPTS/RC.210/B/11/2019 tanggal 04
November 2019.

84)1 (Satu) Buah Fotokopi Buku Pedoman Teknis Pengelolaan Excavator
(Kelas 20 Ton) Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.

85)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera
Selatan Nomor : 32/KPTS/V/2017 Tanggal 10 Januari 2017 tentang
Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Dekonsentrasi Dan
Tugas Pembantuan Pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.

86)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat Keputusan Kuasa Pengguna
Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Nomor
23/KPTS/SAPRAS/Dis.PTPH/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang
Penetapan Tim Verifikasi dan Prosedur Kerja Kelengkapan Berkas
Administrasi Kegiatan Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Transfer
Uang Pada Satuan Kerja Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019.

87)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat Keputusan Kuasa Pengguna
Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Nomor
109.A/KPTS/SAPRAS/Dis.PTPH/2019 tanggal28 Januari 2019
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tentang Penujukkan Tim Teknis Kegiatan Optimasi Lahan Rawa
Mendukung Serasi pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dan Tugas Pembantuan APBN
Dirjen PSP Kementerian pertanian Tahun Anggaran 2019.

88)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat Keputusan Kuasa Pengguna
Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Nomor
220/KPTS/SEKR/Dis.PTPH/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang
Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor :
88/KPTS/SEKR/Dis.PTPH/2019 tentang Penunjukkan Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat
Perintah Membayar (PPSPM) Dana Tugas Pembantuan pada Dinas
Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin
Satuan Kerja Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019.

89)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat Keputusan Kuasa Pengguna
Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Nomor
88/KPTS/SEKR/Dis.PTPH/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang
Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Dana Tugas
Pembantuan pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kabupaten Banyuasin Satuan Kerja Dinas Pertanian,
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun
Anggaran 2019.

90)1 (Satu) Buah Dokumen Fotokopi Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan
Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Serasi Tahun Anggaran
2019 Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Sumatera Selatan.

91)1 (Satu) Buah Dokumen Petunjuk Teknis Pengelolaan Excavator
(Kelas 20 Ton) Tahun Anggaran 2019 Seksi Alat dan mesin Pertanian
Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian, Tanaman
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Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Palembang 2018.

92)1 (Satu) Buah Dokumen Petunjuk Pelaksana Survey, Investigasi dan
Design Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Serasi
Tahun Anggaran 2019 Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.

93)1 (Satu) Buah Dokumen Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik
Indonesia Nomor : 59/KPTS/OT.050/M/1/2019 bulan Januari 2019
tentang Satuan Tugas Program Selamatkan Rawa Sejahterakan
Petani Berbasis Pertanian Tahun 2019.

94)1 (Satu) Buah Dokumen Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik
Indonesia Nomor : 40.1/PERMENTAN/RC.010/10/2019 tanggal 22
Oktober 2019 tentang Pedoman Program Selamatkan Rawa
Sejahterakan Petani Berbasis Pertanian Tahun 2019.

95)1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat dari Kementerian Pertanian Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : B-
87/SR/420/B.6/04/2019 tanggal 15 April 2019 yang ditujukan kepada
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan Perihal Mobilisasi
Bantuan Excavator Standar (20 Ton) Mendukung Serasi yang
ditandatangani oleh Andi Nur Alam Syah selaku Direktur Alat dan
Mesin Pertanian.

96)1 (Satu) Buah Fotokopi Buku Pedoman Survey Investigasi Desain
Optimalisasi Irigasi Lahan Rawa 2019 Direktorat Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia tanpa nomor dan tanpa tanggal.

97) 1 (Satu) Buah Fotokopi Buku Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan
Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Serasi Tahun Anggaran
2019 Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Sumatera Selatan.

98)1 (Satu) Buah Fotokopi Buku Pedoman Teknis Optimasi Lahan Rawa
Mendukung Kegiatan SERASI TA 2019 Direktorat Perluasan dan
Pelindungan Lahan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor : 13/KPTS/RC.210/B/08/2019 tanggal 21
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Agustus 2019.

99)1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan
(POK) T.A. 2019 Kementerian Pertanian Ditjen Sarana dan Prasarana
Pertanian Sumatera Selatan.

100)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi
Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Bina Tani Sejahtera, UPKK Subur
Makmur dan UPKK Sumber Makmur dengan jumlah keseluruhan
sebesar Rp. 10.360.420.000,- (Sepuluh milyar tiga ratus enam puluh
juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

101)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap Il (30%) dalam rangka kegiatan Optimasi
Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Bina Tani Sejahtera, UPKK Subur
Makmur dan UPKK Sumber Makmur dengan jumlah keseluruhan
sebesar Rp.4.440.180.000,- (Empat milyar empat ratus empat puluh
juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

102)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi
Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Sido Maju, UPKK Bhakti Agung dan
UPKK Sumber Pangan dengan jumlah keseluruhan sebesar
Rp.9.008.930.000,- (Sembilan milyar delapan juta sembilan ratus tiga
puluh ribu rupiah).

103)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap Il (30%) dalam rangka kegiatan Optimasi
Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Sido Maju, UPKK Bhakti Agung dan
UPKK Sumber Pangan dengan jumlah keseluruhan sebesar
Rp.3.860.970.000,- (Tiga milyar delapan ratus enam puluh juta
sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

104)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi
Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Bareng Mulyo dan UPKK Mukti
Makmur dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.3.097.290.000,-
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(Tiga milyar sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu
rupiah).

105)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap Il (30%) dalam rangka kegiatan Optimasi
Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Bareng Mulyo dan UPKK Mukti
Makmur dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.327.410.000,-
(Satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu
rupiah).

106)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi
Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Usaha Bersama dengan jumlah
sebesar Rp.1.971.550.000,- (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh
satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

107)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap Il (30%) dalam rangka kegiatan Optimasi
Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Usaha Bersama dengan jumlah
sebesar Rp.844.950.000,- (Delapan ratus empat puluh empat juta
sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

108)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi
Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Tani Mukti, UPKK Manunggal Jaya
dan UPKK Makmur Jaya dengan keseluruhan jumlah sebesar
Rp.9.093.210.000,- (Sembilan milyar sembilan puluh tiga juta dua
ratus sepuluh ribu rupiah).

109)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap Il (30%) dalam rangka kegiatan Optimasi
Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Tani Mukti, UPKK Manunggal Jaya
dan UPKK Makmur Jaya dengan keseluruhan jumlah sebesar
Rp.3.897.090.000,- (Tiga milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh
juta sembilan puluh ribu rupiah).

110)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi
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Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Tani Bersatu dengan jumlah sebesar
Rp.3.025.050.000,- (Tiga milyar dua puluh lima juta lima puluh ribu
rupiah).

111)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap Il (30%) dalam rangka kegiatan Optimasi
Rawa Pasang Surut UPKK Tani Bersatu dengan jumlah sebesar
Rp.1.296.450.000,- (Satu milyar dua ratus sembilan puluh enam ribu
empat ratus lima puluh ribu rupiah).

112)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi
Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Karya Sejahtera, UPKK Talang
Indah, UPKK Mitra Tani, UPKK Usaha Karya Tani, UPKK Usaha
Bersama, UPKK Cemara Jaya dan UPKK Mulya Tani dengan
keseluruhan jumlah sebesar Rp.23.591.120.000,- (Dua puluh tiga
milyar lima ratus sembilan puluh satu juta serratus dua puluh ribu
rupiah).

113)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap Il (30%) dalam rangka kegiatan Optimasi
Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Karya Sejahtera, UPKK Talang
Indah, UPKK Mitra Tani, UPKK Usaha Karya Tani, UPKK Usaha
Bersama, UPKK Cemara Jaya dan UPKK Mulya Tani dengan
keseluruhan jumlah sebesar Rp.10.110.480.000,- (Sepuluh milyar
seratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

114)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka Kegiatan Optimasi
Lahan Rawa a.n. UPKK Sidodadi Mulyo, UPKK Tani Mulyo, UPKK
Rukun Sentosa, UPKK Usaha Bersama, UPKK Sido Usaha, UPKK
Krida Tani dan UPKK Sido Makmur dengan keseluruhan jumlah
sebesar Rp.15.239.630.000,- (Lima belas milyar dua ratus tiga puluh
sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

115)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap Il (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi

Halaman 123 dari 180 Halaman Putusan Nomor 19/PID-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 123



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahan Rawa a.n. UPKK Sidodadi Mulyo, UPKK Tani Mulyo, UPKK
Rukun Sentosa, UPKK Usaha Bersama, UPKK Sido Usaha, UPKK
Krida Tani dan UPKK Sido Makmur dengan keseluruhan jumlah
sebesar Rp.6.531.270.000,- (Enam milyar lima ratus tiga puluh satu
juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

116)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi
Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Raharjo Makmur, UPKK Maju
Jaya, UPKK Bangun Mulyo dan UPKK Makmur Jaya dengan
keseluruhan jumlah sebesar Rp.4.894.260.000,- (Empat milyar
delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu
rupiah).

117)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap Il (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi
Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Raharjo Makmur, UPKK Maju
Jaya, UPKK Bangun Mulyo dan UPKK Makmur Jaya dengan
keseluruhan jumlah sebesar Rp.2.097.540.000,- (Dua milyar
sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

118)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi
Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Muara Baru dengan jumlah
sebesar Rp.2.558.500.000,- (Dua milyar lima ratus lima puluh
delapan juta lima ratus ribu rupiah).

119)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap Il (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi
Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Muara Baru dengan jumlah
sebesar Rp.1.096.500.000,- (Satu milyar sembilan puluh enam juta
lima ratus ribu rupiah).

120)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi
Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Mekar Mukti dengan jumlah
sebesar Rp.2.028.740.000,- (Dua milyar dua puluh delapan juta tujuh
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ratus empat puluh ribu rupiah).

121)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap Il (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi
Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Mekar Mukti dengan jumlah sebesar
Rp.869.460.000,- (Delapan ratus enam puluh sembilan juta empat
ratus enam puluh ribu rupiah).

122)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi
Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Pangan Raya dan UPKK Jaya
Sakti dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.8.494.220.000,-
(Delapan ratus empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua
puluh ribu rupiah).

123)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap Il (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi
Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Pangan Raya dan UPKK Jaya
Sakti dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.3.640.380.000,- (Tiga
milyar enam ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu
rupiah).

124)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi
Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Cahaya Makmur, UPKK Hidup
Baru dan UPKK Sri Kuto Parung Priyayi dengan keseluruhan jumlah
sebesar Rp.5.797.260.000,- (Lima milyar tujuh ratus sembilan puluh
tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

125)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap Il (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi
Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Cahaya Makmur, UPKK Hidup
Baru dan UPKK Sri Kuto Parung Priyayi dengan keseluruhan jumlah
sebesar Rp.2.484.540.000,- (Dua milyar empat ratus delapan puluh
empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

126)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi
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Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Sebalik Jaya, UPKK Diyaning
Hurip dan UPKK Bangun Sari dengan keseluruhan jumlah sebesar
Rp.10.011.260.000,- (Sepuluh milyar sebelas juta dua ratus enam
puluh ribu rupiah).

127)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap Il (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi
Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Sebalik Jaya, UPKK Diyaning
Hurip dan UPKK Bangun Sari dengan keseluruhan jumlah sebesar
Rp.4.290.540.000,- (Empat milyar dua ratus sembilan puluh juta lima
ratus empat puluh ribu rupiah).

128)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi
Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Bina Sativa dengan jumlah
sebesar Rp.1.417.710.000,- (Satu milyar empat ratus tujuh belas juta
tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

129)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap Il (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi
Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Bina Sativa dengan jumlah
sebesar Rp.607.590.000,- (Enam ratus tujuh juta lima ratus sembilan
puluh ribu rupiah).

130)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi
Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Karang Jaya dengan jumlah
sebesar Rp.6.321.000.000,- (Enam milyar tiga ratus dua puluh satu
juta rupiah).

131)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap Il (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi
Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Karang Jaya dengan jumlah
sebesar Rp.2.709.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus sembilan juta
rupiah).

132)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi
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Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Karya Makmur dengan jumlah
sebesar Rp.4.250.120.000,- (Empat milyar dua ratus lima puluh juta
seratus dua puluh riburupiah).

133)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap Il (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi
Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Karya Makmur dengan jumlah
sebesar Rp.1.821.480.000,- (Satu milyar delapan ratus dua puluh
satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

134)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi
Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Suak Tapeh Jaya dengan
jumlah sebesar Rp.3.112.340.000,- (Tiga milyar seratus dua belas
juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

135)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap Il (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi
Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Suak Tapeh Jaya dengan
jumlah sebesar Rp.1.333.860.000,- (Satu milyar tiga ratus tiga puluh
tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

136)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi
Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Sri Dadi, UPKK Maju Jaya
Bersama, UPKK Kuningan Raya, UPKK Podo Rukun, UPKK Darma
Bakti, UPKK Jaya Utama, UPKK Jaya Bersama dan UPKK Printis
Damai dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.14.568.400.000,-
(Empat belas milyar lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus
ribu rupiah).

137)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap Il (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi
Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Sri Dadi, UPKK Maju Jaya
Bersama, UPKK Kuningan Raya, UPKK Podo Rukun, UPKK Darma
Bakti, UPKK Jaya Utama, UPKK Jaya Bersama dan UPKK Printis
Damai dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.6.243.600.000,-
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(Enam milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu
rupiah).

138)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi
Lahan Rawa a.n. UPKK Suka Mulia, UPKK Sejahtera dan UPKK
Tenggulang Jaya dengan keseluruhan jumlah  sebesar
Rp.2.718.030.000,- (Dua milyar tujuh ratus delapan belas juta tiga
puluh ribu rupiah).

139)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap Il (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi
Lahan Rawa a.n. UPKK Suka Mulia, UPKK Sejahtera dan UPKK
Tenggulang Jaya dengan  keseluruhan jumlah  sebesar
Rp.1.164.870.000,- (Satu milyar seratus enam puluh empat juta
delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

140)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi
Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Usaha Maju dan UPKK
Ladung Betuah  dengan  keseluruhan  jumlah  sebesar
Rp.2.079.910.000,- (Dua milyar tujuh puluh sembilan juta sembilan
ratus sepuluh ribu rupiah).

141)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap Il (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi
Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Usaha Maju dan UPKK
Ladung Betuah dengan keseluruhan  jumlah sebesar
Rp.891.390.000,- (Delapan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus
sembilan puluh ribu rupiah).

142)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi
Lahan Rawa a.n. UPKK Tunas Karya, UPKK Agro Tani dan UPKK
Bersatu  Teguh dengan keseluruhan  jumlah sebesar
Rp.14.989.800.000,- (Empat belas milyar sembilan ratus delapan
puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
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143)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap Il (30%) dalam rangka Kegiatan kegiatan
Optimasi Lahan Rawa a.n. UPKK Tunas Karya, UPKK Agro Tani dan
UPKK Bersatu Teguh dengan keseluruhan jumlah sebesar
Rp.5.068.410.000,- (Lima milyar enam puluh delapan juta empat
ratus sepuluh ribu rupiah).

144)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi
Lahan Rawa a.n. UPKK Srinanti Jaya dan UPKK Usaha Makmur
dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.4.454.800.000,- (Empat
milyar empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

145)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap Il (30%) dalam rangka Kegiatan kegiatan
Optimasi Lahan Rawa a.n. UPKK Srinanti Jaya dan UPKK Usaha
Makmur dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.1.909.200.000,-
(Satu milyar sembilan ratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

146)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi
Lahan Rawa a.n. UPKK Sri Mulya dan UPKK Suka Tani dengan
keseluruhan jumlah sebesar Rp.3.350.130.000,- (Tiga milyar tiga
ratus lima puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

147)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap Il (30%) dalam rangka Kegiatan kegiatan
Optimasi Lahan Rawa a.n. UPKK Sri Mulya dan UPKK Suka Tani
dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.1.310.640.000,- (Satu milyar
tiga ratus sepuluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

148)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi
Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Argo Makmur, UPKK Sri
Rejeki, UPKK Sumber Rejeki, UPKK Sumber Rejeki, UPKK Tani
Bersatu, UPKK Mandiri, UPKK Rukun Santosa, UPKK Harapan
Jaya, UPKK Harapan Jaya, UPKK Rukun Sentosa, UPKK Tani
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Bersama, UPKK Sumber Tani, UPKK Timbul Jaya, UPKK Suka
Makmur dan UPKK Tani Mulya dengan keseluruhan jumlah sebesar
Rp.37.101.260.000,- (Tiga puluh tujuh milyar seratus satu juta dua
ratus enam puluh ribu rupiah).

149)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap Il (30%) dalam rangka Kegiatan kegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Argo Makmur, UPKK
Sri Rejeki, UPKK Sumber Rejeki, UPKK Sumber Rejeki, UPKK Tani
Bersatu, UPKK Mandiri, UPKK Rukun Santosa, UPKK Harapan
Jaya, UPKK Harapan Jaya, UPKK Rukun Sentosa, UPKK Tani
Bersama, UPKK Sumber Tani, UPKK Timbul Jaya, UPKK Suka
Makmur dan UPKK Tani Mulya dengan keseluruhan jumlah sebesar
Rp.14.791.140.000,- (Empat belas milyar tujuh ratus sembilan puluh
satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).

150)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi
Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Serasan dengan jumlah
sebesar Rp.957.180.000,- (Sembilan ratus lima puluh tujuh juta
seratus delapan puluh ribu rupiah).

151)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap Il (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi
Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Serasan Jaya dengan jumlah
sebesar Rp.410.220.000,- (Empat ratus sepuluh juta dua ratus dua
puluh ribu rupiah).

152)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan Optimasi
Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Ganesha dengan jumlah
sebesar Rp.451.500.000,- (Empat ratus lima puluh satu juta lima
ratus ribu rupiah).

153)1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap Il (30%) dalam rangka Kegiatan Optimasi
Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Ganesha dengan jumlah
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sebesar Rp.193.500.000,- (Seratus sembilan puluh tiga juta lima
ratus ribu rupiah).

154)1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Dilegalisir Surat Keputusan
Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Nomor
220/KPTS/SEKR/DIS.PTPH/2019 Tanggal 29 Maret 2019 tentang
Perubahan Pertama Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Nomor : 88/KPTS/SEKR/DIS.PTPH/2019 tentang Penunjukkan
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan
Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Tugas Pembantuan Pada
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten
Banyuasin Satuan Kerja Dinas pertanian Tanaman Pangan dan
hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 yang
ditandatangani oleh Erwin Noorwibowo, S.Tp. selaku Kuasa
Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan
dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.

155)1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Dilegalisir Surat Keputusan
Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten
Banyuasin Nomor : 491/DPTPH-PSP/2019 tanggal 29 Maret 2019
tentang Perubahan Penetapan Tim Teknis Nomor : 182/DISTAN-
PSP/2019 Tentang Penetapan Tim Teknis Kegiatan Optimasi Lahan
Rawa Pasang Surut Mendukung Serasi Pada Dinas Pertanian
Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun
Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh Zainuddin, S.P.,M.Si.
selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kabupaten Banyuasin.

156)1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Dilegalisir Keputusan Kepala
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten
Banyuasin Nomor : 521/504/DPTPH-PSP/2019 tanggal 01 April 2019
tentang Penetapan Tim Perencanaan, Tim Pelaksana dan Tim
Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain (SID) Optimasi Lahan
Rawa Mendukung Serasi Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan
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dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 yang
ditandatangani oleh Zainuddin, S.P.,M.Si. selaku Kepala Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin.
157)1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Nomor :
027/093.02/PPK/DPTPH-PSP/IV/2019 tanggal 17 Juni 2019
Pekerjaan Jasa Konsultasi Survei Investigasi dan Desain (SID)
Optimasi Lahan Rawa Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan
Pertanian Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun anggaran 2019 Nilai
Kontrak Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) Pelaksana CV.
Gunung Kencana.
Barang bukti dari nomor urut 82 s/d 157 dikembalikan kepada Dinas
Pertanian dan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera
Selatan.

6. Menghukum masing - masing Terdakwa | ZAINUDDIN, SP.,M.Si. bin
SOHAR, Terdakwa II SARJONO, SP,M.Si bin REJA SUMARTO dan
Terdakwa Il ATENG KURNIA, M.ENG bin MUS’l membayar biaya
perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Palembang Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Plg tanggal
22 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa masing — masing Terdakwa | Zainuddin,
SP.,M.Si. Bin Sohar, Terdakwa Il Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto dan
Terdakwa Il Ateng Kurnia, M.Eng Bin Mus’i, terbukti secara sah dan
menyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara Bersama —
sama sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan
pidana penjara, masing — masing: Terdakwa | Zainuddin, SP.,M.Si. Bin
Sohar selama 6 (enam) tahun, Terdakwa Il Sarjono, SP,M.Si bin Reja
Sumarto selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa Il Ateng Kurnia, M.Eng

Bin Mus'i selama 7 (tujuh) tahun, dan pidana denda masing — masing
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sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), dengan ketentuan
apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan
masing — masing Para Terdakwa selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa untuk tetap ditahan;

5.  Menjatuhkan pidana tambahan kepada Para Terdakwa untuk membayar
Uang Pengganti masing — masing Terdakwa Il Sarjono, SP,M.Si bin Reja
Sumarto sejumlah Rp65.000.000.00 (enam puluh lima juta Rupiah) dan
Terdakwa Il Ateng Kurnia, M.Eng Bin Mus'i sejumlah Rp782.000.000,00
(tujuh ratus delapan puluh dua juta Rupiah), jika Para Terpidana tidak
membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan
sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk
menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Para Terpidana tidak
mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang
pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara masing — masing:
Terdakwa Il Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto selama 6 (enam) Bulan
dan Terdakwa Il Ateng Kurnia, M.Eng Bin Mus'’i selama 1 (satu) Tahun;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Sridadi Desa Mekar Sari.

2) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Cahaya Makmur Desa Kelapa
Dua.

3) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Maju Jaya Bersama.

4) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Kuningan Raya.

5) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Podo Rukun Desa Bumi Rejo.

6) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
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Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Hidup Baru Desa Songo Makmur.

7) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Darma Bakti.

8) 1 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Jaya Utama Desa Wono Dadi.

9) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya.

10) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo.

11) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Sejahtera Desa Sukaraja.

12) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Suka Mulia.

13) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Tenggulang Jaya.

14) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Karya Sejahtera Desa Telang
Jaya.

15) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Telang Indah Desa Telang Indah.

16) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Mitra Tani Desa Mukti Jaya.

17) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Usaha Tani Karya Desa Upangi Jaya.

18) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Usaha Bersama Desa Mekar Sari.

19) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Cemara Jaya Desa Upang
Cemara.

20) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Mulya Tani Desa Sumber Mulya.

21) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
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Kegiatan UPKK Gapoktan Pangan Raya Desa Upang Karya.

22) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Jaya Sakti Desa Upang Ceria.

23) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Bina Tani Sejahtera Desa Telang Rejo.

24) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Subur Makmur Desa Telang Makmur.

25) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Hidup.

26) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Tani Mukti Desa Panca Mukti.

27) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Manunggal Jaya Desa Telang Jaya.

28) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Makmur Jaya Desa Mekar Mukti .

29) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Suka Makmur Desa Rejo Sari.

30)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Timbul Jaya Desa Timbul Jaya.

31) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Sumber Tani Desa Sumber Mulyo.

32) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Tani Bersama Desa Sugih Waras.

33) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Rukun Sentosa Desa Sido Makmur.

34)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Harapan Jaya Desa Mekar Jaya.

35) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Rukun Sentosa Desa Margo Mulyo.

36) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Tani Bersatu Desa Indra Pura.

37)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
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Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Mandiri Desa Ganesha Mukti.

38) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Sumber Rejeki Desa Daya Murni.

39) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Sumber Rejeki Desa Daya Kesuma.

40) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Usaha Makmur Desa Cendana.

41) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Sri Rejeki Desa Beringin Agung.

42) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Argo Makmur Desa Argo Mulyo.
43)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Raharjo Makmur Desa Tirto

Raharjo.

44) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Maju Jaya Desa Daya Utama.

45) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Bangun Mulyo Desa Margo Mulyo.

46) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Makmur Jaya Desa Tirta Jaya.

47)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Tani Bersatu Desa Muara
Padang.

48) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Ganesha Desa Sumber Makmur.

49)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Sido Dadi Mulyo Desa Saleh
Makmur.

50) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Tani Mulyo Desa Saleh Mulyo.

51) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Rukun Sentosa Desa Saleh Jaya.
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52) 11 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Usaha Bersama Desa Enggal
Rejo.

53) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Sido Usaha Desa Sido Harjo.

54) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Krida Tani Desa Saleh Mukti.

55) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Sido Makmur Desa Sri Mulyo.

56) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Tunas Karya Desa Upang.

57)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Agro Tani Desa Upang Marga.

58) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Usaha Bersama Desa Damar
Wulan.

59) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Persatu Teguh Desa Air Solok
Batu.

60) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Sido Maju Desa Sri Katon.

61) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Bhakti Agung Desa Salek Agung .

62) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Sumber Pangan Desa Bintaran.

63)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Mekar Mukti Desa Mekar Mukti.

64) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Sri Mulya Desa Banyu Urip.

65) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Sri Nanti Jaya Desa Sri Menanti.

66) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
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Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Sebalik Jaya Desa Sebalik Jaya.
67)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Diyaning Hurip Desa Mulia Sari.

68) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Bangun Sari Desa Bangun Sari.

69)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Bareng Mulyo Desa Telang Sari.

70) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Mukti Makmur Desa Telang Sari.

71) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Desa Suka Tani Desa Desa Suka
Tani.

72) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Muara Baru Desa Muara Baru.

73) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Upang Mulya Desa Upang Mulya.

74) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Bina Sativa Desa Upang Makmur.

75) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan Upkk Gapoktan Sri Kuto Parung Priyayi Desa Gelebek
Dalam.

76) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Ladung Betuah Desa Sako.

77)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Usaha Bersama Desa Sebubus.

78) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Serasan Desa Sungai Pinang.

79) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Karang Jaya Desa Karang Baru.

80) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Suak Tapeh Jaya Desa Lubuk
Lancang.
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81) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Karya Baru Desa Sungsang |I.
82)1 (Satu) Buah Buku Pedoman Survey Investigasi Desain Optimalisasi

Irigasi Lahan Rawa 2019 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik
Indonesia Nomor : 20/KPTS/SR.130/B/11/2019 tanggal 04 November

2019.

83)1 (Satu) Buah Buku Pedoman Teknis Optimasi Lahan Rawa
Mendukung Kegiatan SERASI TA 2019 Direktorat Perluasan dan
Pelindungan Lahan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor : 19/KPTS/RC.210/B/11/2019 tanggal 04
November 2019.

84)1 (Satu) Buah Fotokopi Buku Pedoman Teknis Pengelolaan
Excavator (Kelas 20 Ton) Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.

85)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera
Selatan Nomor : 32/KPTS/V/2017 Tanggal 10 Januari 2017 tentang
Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Dekonsentrasi Dan
Tugas Pembantuan Pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.

86)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat Keputusan Kuasa Pengguna
Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Nomor
23/KPTS/SAPRAS/Dis.PTPH/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang
Penetapan Tim Verifikasi dan Prosedur Kerja Kelengkapan Berkas
Administrasi Kegiatan Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Transfer
Uang Pada Satuan Kerja Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019.

87)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat Keputusan Kuasa Pengguna
Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Nomor
109.A/KPTS/SAPRAS/Dis.PTPH/2019 tanggal28 Januari 2019
tentang Penujukkan Tim Teknis Kegiatan Optimasi Lahan Rawa
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Mendukung Serasi pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dan Tugas Pembantuan
APBN Dirjen PSP Kementerian pertanian Tahun Anggaran 2019.

88)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat Keputusan Kuasa Pengguna
Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Nomor
220/KPTS/SEKR/Dis.PTPH/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang
Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor :
88/KPTS/SEKR/Dis.PTPH/2019 tentang Penunjukkan Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat
Perintah Membayar (PPSPM) Dana Tugas Pembantuan pada Dinas
Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin
Satuan Kerja Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019.

89)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat Keputusan Kuasa Pengguna
Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Nomor
88/KPTS/SEKR/Dis.PTPH/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang
Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Dana Tugas
Pembantuan pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kabupaten Banyuasin Satuan Kerja Dinas Pertanian,
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun
Anggaran 2019.

90)1 (Satu) Buah Dokumen Fotokopi Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan
Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Serasi Tahun Anggaran
2019 Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Sumatera Selatan.

91)1 (Satu) Buah Dokumen Petunjuk Teknis Pengelolaan Excavator
(Kelas 20 Ton) Tahun Anggaran 2019 Seksi Alat dan mesin Pertanian
Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian, Tanaman
Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Palembang
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92)1 (Satu) Buah Dokumen Petunjuk Pelaksana Survey, Investigasi dan
Design Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Serasi
Tahun Anggaran 2019 Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.

93)1 (Satu) Buah Dokumen Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik
Indonesia Nomor : 59/KPTS/OT.050/M/1/2019 bulan Januari 2019
tentang Satuan Tugas Program Selamatkan Rawa Sejahterakan
Petani Berbasis Pertanian Tahun 2019.

94)1 (Satu) Buah Dokumen Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik
Indonesia Nomor : 40.1/PERMENTAN/RC.010/10/2019 tanggal 22
Oktober 2019 tentang Pedoman Program Selamatkan Rawa
Sejahterakan Petani Berbasis Pertanian Tahun 2019.

95)1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat dari Kementerian Pertanian
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : B-
87/SR/420/B.6/04/2019 tanggal 15 April 2019 yang ditujukan kepada
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan Perihal Mobilisasi
Bantuan Excavator Standar (20 Ton) Mendukung Serasi yang
ditandatangani oleh Andi Nur Alam Syah selaku Direktur Alat dan
Mesin Pertanian.

96)1 (Satu) Buah Fotokopi Buku Pedoman Survey Investigasi Desain
Optimalisasi Irigasi Lahan Rawa 2019 Direktorat Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia tanpa nomor dan tanpa tanggal.

97) 1 (Satu) Buah Fotokopi Buku Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan
Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Serasi Tahun Anggaran
2019 Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Sumatera Selatan.

98)1 (Satu) Buah Fotokopi Buku Pedoman Teknis Optimasi Lahan Rawa
Mendukung Kegiatan SERASI TA 2019 Direktorat Perluasan dan
Pelindungan Lahan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor : 13/KPTS/RC.210/B/08/2019 tanggal 21
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Agustus 2019.

99)1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan
(POK) T.A. 2019 Kementerian Pertanian Ditjen Sarana dan Prasarana
Pertanian Sumatera Selatan.

100) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan
Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Bina Tani Sejahtera,
UPKK Subur Makmur dan UPKK Sumber Makmur dengan jumlah
keseluruhan sebesar Rp. 10.360.420.000,- (Sepuluh milyar tiga
ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

101) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap Il (30%) dalam rangka kegiatan
Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Bina Tani Sejahtera,
UPKK Subur Makmur dan UPKK Sumber Makmur dengan jumlah
keseluruhan sebesar Rp. 4.440.180.000,- (Empat milyar empat
ratus empat puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

102) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka Kkegiatan
Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Sido Maju, UPKK Bhakti
Agung dan UPKK Sumber Pangan dengan jumlah keseluruhan
sebesar Rp. 9.008.930.000,- (Sembilan milyar delapan juta
sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

103) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap Il (30%) dalam rangka kegiatan
Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Sido Maju, UPKK Bhakti
Agung dan UPKK Sumber Pangan dengan jumlah keseluruhan
sebesar Rp. 3.860.970.000,- (Tiga milyar delapan ratus enam puluh
juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

104) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan
Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Bareng Mulyo dan UPKK
Mukti  Makmur dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.
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3.097.290.000,- (Tiga milyar sembilan puluh tujuh juta dua ratus
sembilan puluh ribu rupiah).

105) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap Il (30%) dalam rangka kegiatan
Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Bareng Mulyo dan UPKK
Mukti  Makmur dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.
1.327.410.000,- (Satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta empat
ratus sepuluh ribu rupiah).

106) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan
Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Usaha Bersama dengan
jumlah sebesar Rp. 1.971.550.000,- (Satu milyar sembilan ratus
tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

107) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap Il (30%) dalam rangka kegiatan
Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Usaha Bersama dengan
jumlah sebesar Rp. 844.950.000,- (Delapan ratus empat puluh
empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

108) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka Kkegiatan
Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Tani Mukti, UPKK
Manunggal Jaya dan UPKK Makmur Jaya dengan keseluruhan
jumlah sebesar Rp. 9.093.210.000,- (Sembilan milyar sembilan
puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

109) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap Il (30%) dalam rangka kegiatan
Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Tani Mukti, UPKK
Manunggal Jaya dan UPKK Makmur Jaya dengan keseluruhan
jumlah sebesar Rp. 3.897.090.000,- (Tiga milyar delapan ratus
sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah).

110) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan
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Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Tani Bersatu dengan
jumlah sebesar Rp. 3.025.050.000,- (Tiga milyar dua puluh lima juta
lima puluh ribu rupiah).

111) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap Il (30%) dalam rangka kegiatan
Optimasi Rawa Pasang Surut UPKK Tani Bersatu dengan jumlah
sebesar Rp. 1.296.450.000,- (Satu milyar dua ratus sembilan puluh
enam ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah).

112) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan
Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Karya Sejahtera, UPKK
Talang Indah, UPKK Mitra Tani, UPKK Usaha Karya Tani, UPKK
Usaha Bersama, UPKK Cemara Jaya dan UPKK Mulya Tani
dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 23.591.120.000,- (Dua
puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh satu juta serratus dua
puluh ribu rupiah).

113) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap Il (30%) dalam rangka kegiatan
Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Karya Sejahtera, UPKK
Talang Indah, UPKK Mitra Tani, UPKK Usaha Karya Tani, UPKK
Usaha Bersama, UPKK Cemara Jaya dan UPKK Mulya Tani
dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 10.110.480.000,- (Sepuluh
milyar seratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

114) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka Kegiatan
Optimasi Lahan Rawa a.n. UPKK Sidodadi Mulyo, UPKK Tani
Mulyo, UPKK Rukun Sentosa, UPKK Usaha Bersama, UPKK Sido
Usaha, UPKK Krida Tani dan UPKK Sido Makmur dengan
keseluruhan jumlah sebesar Rp. 15.239.630.000,- (Lima belas
milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu
rupiah).

115) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
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Bantuan Pemerintah Tahap 1l (30%) dalam rangka Kegiatan
Optimasi Lahan Rawa a.n. UPKK Sidodadi Mulyo, UPKK Tani
Mulyo, UPKK Rukun Sentosa, UPKK Usaha Bersama, UPKK Sido
Usaha, UPKK Krida Tani dan UPKK Sido Makmur dengan
keseluruhan jumlah sebesar Rp. 6.531.270.000,- (Enam milyar lima
ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

116) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Raharjo Makmur,
UPKK Maju Jaya, UPKK Bangun Mulyo dan UPKK Makmur Jaya
dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 4.894.260.000,- (Empat
milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam

puluh ribu rupiah).

117) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap 1l (30%) dalam rangka Kegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Raharjo Makmur,
UPKK Maju Jaya, UPKK Bangun Mulyo dan UPKK Makmur Jaya
dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 2.097.540.000,- (Dua
milyar sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

118) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka Kkegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Muara Baru
dengan jumlah sebesar Rp. 2.558.500.000,- (Dua milyar lima ratus
lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

119) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap 1l (30%) dalam rangka Kegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Muara Baru
dengan jumlah sebesar Rp. 1.096.500.000,- (Satu milyar sembilan
puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

120) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan
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Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Mekar Mukti
dengan jumlah sebesar Rp. 2.028.740.000,- (Dua milyar dua puluh
delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

121) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap 1l (30%) dalam rangka Kegiatan
Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Mekar Mukti dengan
jumlah sebesar Rp. 869.460.000,- (Delapan ratus enam puluh
sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

122) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Pangan Raya dan
UPKK Jaya Sakti dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.
8.494.220.000,- (Delapan ratus empat ratus sembilan puluh empat
juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

123) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap 1l (30%) dalam rangka Kegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Pangan Raya dan
UPKK Jaya Sakti dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.
3.640.380.000,- (Tiga milyar enam ratus empat puluh juta tiga ratus
delapan puluh ribu rupiah).

124) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka Kkegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Cahaya Makmur,
UPKK Hidup Baru dan UPKK Sri Kuto Parung Priyayi dengan
keseluruhan jumlah sebesar Rp. 5.797.260.000,- (Lima milyar tujuh
ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

125) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap 1l (30%) dalam rangka Kegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Cahaya Makmur,
UPKK Hidup Baru dan UPKK Sri Kuto Parung Priyayi dengan
keseluruhan jumlah sebesar Rp. 2.484.540.000,- (Dua milyar empat
ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
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126) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka Kkegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Sebalik Jaya,
UPKK Diyaning Hurip dan UPKK Bangun Sari dengan keseluruhan
jumlah sebesar Rp. 10.011.260.000,- (Sepuluh milyar sebelas juta
dua ratus enam puluh ribu rupiah).

127) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap 1l (30%) dalam rangka Kegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Sebalik Jaya,
UPKK Diyaning Hurip dan UPKK Bangun Sari dengan keseluruhan
jumlah sebesar Rp. 4.290.540.000,- (Empat milyar dua ratus
sembilan puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

128) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Bina Sativa dengan
jumlah sebesar Rp. 1.417.710.000,- (Satu milyar empat ratus tujuh
belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

129) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap 1l (30%) dalam rangka Kegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Bina Sativa dengan
jumlah sebesar Rp. 607.590.000,- (Enam ratus tujuh juta lima ratus
sembilan puluh ribu rupiah).

130) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka Kkegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Karang Jaya
dengan jumlah sebesar Rp. 6.321.000.000,- (Enam milyar tiga ratus
dua puluh satu juta rupiah).

131) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap 1l (30%) dalam rangka Kegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Karang Jaya
dengan jumlah sebesar Rp. 2.709.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus

sembilan juta rupiah).
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132) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka Kkegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Karya Makmur
dengan jumlah sebesar Rp. 4.250.120.000,- (Empat milyar dua
ratus lima puluh juta seratus dua puluh riburupiah).

133) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap 1l (30%) dalam rangka Kegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Karya Makmur
dengan jumlah sebesar Rp. 1.821.480.000,- (Satu milyar delapan
ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

134) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Suak Tapeh Jaya
dengan jumlah sebesar Rp. 3.112.340.000,- (Tiga milyar seratus
dua belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

135) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap 1l (30%) dalam rangka Kegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Suak Tapeh Jaya
dengan jumlah sebesar Rp. 1.333.860.000,- (Satu milyar tiga ratus
tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

136) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka Kkegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Sri Dadi, UPKK
Maju Jaya Bersama, UPKK Kuningan Raya, UPKK Podo Rukun,
UPKK Darma Bakti, UPKK Jaya Utama, UPKK Jaya Bersama dan
UPKK Printis Damai dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.
14.568.400.000,- (Empat belas milyar lima ratus enam puluh
delapan juta empat ratus ribu rupiah).

137) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap 1l (30%) dalam rangka Kegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Sri Dadi, UPKK
Maju Jaya Bersama, UPKK Kuningan Raya, UPKK Podo Rukun,
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UPKK Darma Bakti, UPKK Jaya Utama, UPKK Jaya Bersama dan
UPKK Printis Damai dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.
6.243.600.000,- (Enam milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam
ratus ribu rupiah).

138) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan
Optimasi Lahan Rawa a.n. UPKK Suka Mulia, UPKK Sejahtera dan
UPKK Tenggulang Jaya dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.
2.718.030.000,- (Dua milyar tujuh ratus delapan belas juta tiga
puluh ribu rupiah).

139) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap 1l (30%) dalam rangka Kegiatan
Optimasi Lahan Rawa a.n. UPKK Suka Mulia, UPKK Sejahtera dan
UPKK Tenggulang Jaya dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.
1.164.870.000,- (Satu milyar seratus enam puluh empat juta
delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

140) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka Kkegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Usaha Maju dan
UPKK Ladung Betuah dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.
2.079.910.000,- (Dua milyar tujuh puluh sembilan juta sembilan
ratus sepuluh ribu rupiah).

141) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap 1l (30%) dalam rangka Kegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Usaha Maju dan
UPKK Ladung Betuah dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.
891.390.000,- (Delapan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus
sembilan puluh ribu rupiah).

142) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan
Optimasi Lahan Rawa a.n. UPKK Tunas Karya, UPKK Agro Tani
dan UPKK Bersatu Teguh dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.

Halaman 149 dari 180 Halaman Putusan Nomor 19/PID-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 149



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

%7

14.989.800.000,- (Empat belas milyar sembilan ratus delapan puluh
sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

143) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap 1l (30%) dalam rangka Kegiatan
kegiatan Optimasi Lahan Rawa a.n. UPKK Tunas Karya, UPKK
Agro Tani dan UPKK Bersatu Teguh dengan keseluruhan jumlah
sebesar Rp. 5.068.410.000,- (Lima milyar enam puluh delapan juta
empat ratus sepuluh ribu rupiah).

144) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan
Optimasi Lahan Rawa a.n. UPKK Srinanti Jaya dan UPKK Usaha
Makmur dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 4.454.800.000,-
(Empat milyar empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu
rupiah).

145) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap 1l (30%) dalam rangka Kegiatan
kegiatan Optimasi Lahan Rawa a.n. UPKK Srinanti Jaya dan UPKK
Usaha Makmur dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.
1.909.200.000,- (Satu milyar sembilan ratus sembilan juta dua ratus
ribu rupiah).

146) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka Kkegiatan
Optimasi Lahan Rawa a.n. UPKK Sri Mulya dan UPKK Suka Tani
dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 3.350.130.000,- (Tiga
milyar tiga ratus lima puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

147) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap 1l (30%) dalam rangka Kegiatan
kegiatan Optimasi Lahan Rawa a.n. UPKK Sri Mulya dan UPKK
Suka Tani dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 1.310.640.000,-
(Satu milyar tiga ratus sepuluh juta enam ratus empat puluh ribu
rupiah).

148) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
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Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka Kkegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Argo Makmur,
UPKK Sri Rejeki, UPKK Sumber Rejeki, UPKK Sumber Rejeki,
UPKK Tani Bersatu, UPKK Mandiri, UPKK Rukun Santosa, UPKK
Harapan Jaya, UPKK Harapan Jaya, UPKK Rukun Sentosa, UPKK
Tani Bersama, UPKK Sumber Tani, UPKK Timbul Jaya, UPKK Suka
Makmur dan UPKK Tani Mulya dengan keseluruhan jumlah sebesar
Rp. 37.101.260.000,- (Tiga puluh tujuh milyar seratus satu juta dua
ratus enam puluh ribu rupiah).

149) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap 1l (30%) dalam rangka Kegiatan
kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Argo
Makmur, UPKK Sri Rejeki, UPKK Sumber Rejeki, UPKK Sumber
Rejeki, UPKK Tani Bersatu, UPKK Mandiri, UPKK Rukun Santosa,
UPKK Harapan Jaya, UPKK Harapan Jaya, UPKK Rukun Sentosa,
UPKK Tani Bersama, UPKK Sumber Tani, UPKK Timbul Jaya,
UPKK Suka Makmur dan UPKK Tani Mulya dengan keseluruhan
jumlah sebesar Rp. 14.791.140.000,- (Empat belas milyar tujuh
ratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).

150) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka Kkegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Serasan dengan
jumlah sebesar Rp. 957.180.000,- (Sembilan ratus lima puluh tujuh
juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

151) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap 1l (30%) dalam rangka Kegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Serasan Jaya
dengan jumlah sebesar Rp. 410.220.000,- (Empat ratus sepuluh
juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

152) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Ganesha dengan
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jumlah sebesar Rp. 451.500.000,- (Empat ratus lima puluh satu juta
lima ratus ribu rupiah).

153) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap 1l (30%) dalam rangka Kegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Ganesha dengan
jumlah sebesar Rp. 193.500.000,- (Seratus sembilan puluh tiga juta
lima ratus ribu rupiah).

154) 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Dilegalisir Surat Keputusan
Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Nomor :
220/KPTS/SEKR/DIS.PTPH/2019 Tanggal 29 Maret 2019 tentang
Perubahan Pertama Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Nomor : 88/KPTS/SEKR/DIS.PTPH/2019 tentang Penunjukkan
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan
Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Tugas Pembantuan Pada
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten
Banyuasin Satuan Kerja Dinas pertanian Tanaman Pangan dan
hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 yang
ditandatangani oleh Erwin Noorwibowo, S.Tp. selaku Kuasa
Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.

155) 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Dilegalisir Surat Keputusan
Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten
Banyuasin Nomor : 491/DPTPH-PSP/2019 tanggal 29 Maret 2019
tentang Perubahan Penetapan Tim Teknis Nomor : 182/DISTAN-
PSP/2019 Tentang Penetapan Tim Teknis Kegiatan Optimasi Lahan
Rawa Pasang Surut Mendukung Serasi Pada Dinas Pertanian
Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun
Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh Zainuddin, S.P., M.Si.
selaku PIlt. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kabupaten Banyuasin.

156) 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Dilegalisir Keputusan Kepala
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Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten
Banyuasin Nomor : 521/504/DPTPH-PSP/2019 tanggal 01 April
2019 tentang Penetapan Tim Perencanaan, Tim Pelaksana dan Tim
Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain (SID) Optimasi
Lahan Rawa Mendukung Serasi Pada Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran
2019 yang ditandatangani oleh Zainuddin, S.P., M.Si. selaku Kepala
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten
Banyuasin.

157) 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Nomor :
027/093.02/PPK/DPTPH-PSP/IV/2019 tanggal 17 Juni 2019
Pekerjaan Jasa Konsultasi Survei Investigasi dan Desain (SID)
Optimasi Lahan Rawa Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan
Pertanian Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun anggaran 2019 Nilai
Kontrak Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) Pelaksana
CV. Gunung Kencana;

Barang Bukti nomor urut 1 sampai dengan Barang Bukti nomor urut 157

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam

perkara lain;
7. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 21/Akta.Pid.Sus-
TPK/2023/PN Plg yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan
bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Palembang dan terdakwa Ill, telah mengajukan permintaan banding
terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Palembang Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg tanggal 28 Agustus
2023 dan tanggal 29 Agustus 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang
dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
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Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 29
Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada
Penasihat Hukum Terdakwa Il dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal
30 Agustus 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 7 September 2023, yang
diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan
Pengadilan  Tindak Pidana  Korupsi pada  Pengadilan Negeri
Palembang tanggal 8 September 2023 ;

Membaca Memori Banding tanggal 4 September 2023, yang
diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa 11l Ateng Kurnia, M.Eng Bin Mus'i,
yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 September 2023 dan telah
diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 7
September 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas
perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 29 Agustus 2023 kepada
Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan
/ Penasihat Hukum Terdakwa Il telah diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh
karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding

tanggal 7 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dan memori banding yang diajukan
Penuntut Umum.

2. Memberikan putusan terhadap para terdakwa |. Zainuddin.SP.M.Si Bin
Sohar. Terdakwa Il Sarjono.SP.M.Si Bin Reja Sumarto Terdakwa lll Ateng
Kurnia.M.Eng.BinMus'i, sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum.
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Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Il Ateng
Kurnia.M.Eng.BinMus’l, mengajukan memori banding tanggal 4 September

2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Il Ateng Kurnia.M.Eng.Bin

Mus’i melalui Advokat / Penasihat Hukumnya.

2. Menyatakan Terdakwa Il Ateng Kurnia.M.Eng.Bin  Mus’'l tidak terbukti
bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair;

3. Membebaskan Terdakwa 1ll Ateng Kurnia Bin Musi oleh karena itu dari

dakwaan primer Jaksa Penuntuk Umum;

4. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas | A Khusus
No0:27/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIg., Tanggal 22 Agustus 2023

5. Menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana
turut serta melakukan korupsi.(vrisjpraak) atau melepaskan terdakwa IlI

dari segala tuntutan hukum ( oltslag van alle rechtsvervolging ).
6. Memulihkan nama baik terdakwa.
7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa.

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra
memori banding sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa Ill mengajukan
Kontra Memori Banding tertanggal 22 Agustus 2023 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 15
September 2023 yang pada pokoknya menolak memori banding dari
Penuntut Umum dan menerima alasan keberatan Terdakwa Il
dalam memori bandingnya.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding
a quo yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi maupun
pendapat ahli, keterangan Para Terdakwa, surat-surat dan barang bukti,
salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Palembang Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg tanggal 22 Agustus

2023, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum serta Memori Banding
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dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Ill, maka
pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan perkara
aguo yang menyatakan bahwa Para Terdakwa “terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan
secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair” telah tepat dan
benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama
tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis
Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini. Namun terhadap
penjatuhan pidana 7 (tujuh) tahun terhadap Terdakwa Il Pengadilan Tinggi
tidak sependapat karena pidana tersebut terlalu berat dengan pertimbangan
berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa Ill diminta bantuan sebagai Konsultan
oleh Dinas Pertanian Banyuasin untuk pembuatan Survey Investigasi Design
(SID) pada Kegiatan optimasi lahan rawa pada Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin TA 2019 berdasarkan Surat
Perjanjian Jasa Konsultasi Survei dan Design (SID), sekaligus ditunjuk
sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiaatan SID (Survey Investigasi Design)
berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian Pangan Dan Hortikultura
Kabupaten Banyuasin SK No. 512/504/DPTPH-PSP/2019 tanggal 1 April
20109.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan penyusunan Survey
Investigasi dan Design (SDI), kegiatan mobilisasi dan demobilisasi alat
berat, serta membuat pelaporan pertanggungjawaban kegiatan merupakan
kewajiban dari UPKK (Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan) sebagai
penerima manfaat bantuan pemerintah sebagaimana Perjanjian Kerjasama
antara PPK dengan UPKK (sebanyak 82 UPKK) berdasarkan SK PPK Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab Banyuasin No.
500/DPTPH-PSP/PPK/2019 dan No.750/DPTPH-PSP/PPK/2019 tanggal 1
April 2019 serta SK PPK No. 499/DPTPH-PSP/PPK/2019 dan No. 751/
DPTPH/PSP/PPK/2019 tanggal 13 Mei 2019.

Menimbang, bahwa biaya yang dialokasikan oleh Para Ketua
UPKK Gapoktan untuk pembuatan As Built Drawing (Gambar hasil
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pelaksanaan  sesuai  dilapangan) sebagai kelengkapan Laporan
pertanggungjawaban UPKK  dalam Kegiatan Optima Lahan Rawa
Banyuasin tidak dinikmati Terdakwa Ill sendiri tetapi diberikan kepada Tim
dari Jakarta serta Para Tenaga Tehnis yang menyelesaikan pekerjaan
dilapangan karena biaya penyusunan SID dan As build drawing tidak
dianggarkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Optima Lahan
Rawa Banyuansin.

Menimbang, bahwa peran Terdakwa |ll dalam terjadinya mark-up
harga pembelian pompa air dan mobilisasi serta demobilisasi alat berat pada
Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Banyuasin tidaklah sifnifikan, artinya
Terdakwa Il bukanlah pihak pengambil keputusan, namun ikut menikmati
uang dari saksi supeno yang diketahuinya merupakan hasil dari mark up
harga pompa air.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang
Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg tanggal 22 Agustus 2023 yang
dimintakan banding haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana
yang dijatuhkan kepada Terdakwa lll, sedangkan Amar Putusan selebihnya
dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa alasan-alasan lain dalam Memori Banding
dari Penuntut Umum, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat
membatalkan putusan Pengadilan Negeri karena hal-hal tersebut telah
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, oleh
karena itu Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selama proses
pemeriksaan perkara ini ditahan dalam tahanan RUTAN (Rumah tahanan
Negara) dan menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (4), Pasal 27 ayat
(1), ayat (2) dan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa
untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam
tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam putusan
Pengadilan Negeri dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka
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berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani membayar

biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding

jumlahnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.
Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009

tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-

undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan terdakwa Ill Ateng
Kurnia.M.Eng.Bin Mus'i, tersebut ;

- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Palembang Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg tanggal 22
Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai
lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Il dan menguatkan
untuk selain dan selebihnya sehingga amar selengkapnya berbunyi
sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa masing — masing Terdakwa | Zainuddin,
SP.,M.Si. Bin Sohar, Terdakwa Il Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto dan
Terdakwa Il Ateng Kurnia, M.Eng Bin Mus'i, terbukti secara sah dan
menyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara Bersama —
sama sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan
pidana penjara, masing — masing: Terdakwa | Zainuddin, SP.,M.Si. Bin
Sohar selama 6 (enam) tahun, Terdakwa Il Sarjono, SP,M.Si bin Reja
Sumarto selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa Il Ateng Kurnia, M.Eng
Bin Mus'i selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda masing — masing

sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), dengan ketentuan
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apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan

masing — masing Para Terdakwa selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa untuk tetap ditahan;

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Para Terdakwa untuk membayar
Uang Pengganti masing — masing Terdakwa Il Sarjono, SP,M.Si bin Reja
Sumarto sejumlah Rp65.000.000.00 (enam puluh lima juta Rupiah) dan
Terdakwa Il Ateng Kurnia, M.Eng Bin Mus’i sejumlah Rp782.000.000,00
(tujuh ratus delapan puluh dua juta Rupiah), jika Para Terpidana tidak
membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan
sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk
menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Para Terpidana tidak
mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang
pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara masing — masing:
Terdakwa Il Sarjono, SP,M.Si bin Reja Sumarto selama 6 (enam) Bulan
dan Terdakwa Il Ateng Kurnia, M.Eng Bin Mus'’i selama 1 (satu) Tahun;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Sridadi Desa Mekar Sari.

2) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Cahaya Makmur Desa Kelapa
Dua.

3) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Maju Jaya Bersama.

4) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Kuningan Raya.

5) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Podo Rukun Desa Bumi Rejo.

6) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Hidup Baru Desa Songo Makmur.

Halaman 159 dari 180 Halaman Putusan Nomor 19/PID-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 159



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Darma Bakti.

8) 1 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Jaya Utama Desa Wono Dadi.

9) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya.

10) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo.

11) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Sejahtera Desa Sukaraja.

12) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Suka Mulia.

13) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Tenggulang Jaya.

14) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Karya Sejahtera Desa Telang
Jaya.

15)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Telang Indah Desa Telang Indah.

16) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Mitra Tani Desa Mukti Jaya.

17) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Usaha Tani Karya Desa Upangi Jaya.

18) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Usaha Bersama Desa Mekar Sari.

19) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Cemara Jaya Desa Upang
Cemara.

20) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Mulya Tani Desa Sumber Mulya.

21) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Pangan Raya Desa Upang Karya.
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22) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Jaya Sakti Desa Upang Ceria.

23) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Bina Tani Sejahtera Desa Telang Rejo.

24) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Subur Makmur Desa Telang Makmur.

25) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Hidup.

26) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Tani Mukti Desa Panca Mukti.

27) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Manunggal Jaya Desa Telang Jaya.

28) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Makmur Jaya Desa Mekar Mukti .

29) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Suka Makmur Desa Rejo Sari.

30)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Timbul Jaya Desa Timbul Jaya.

31) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Sumber Tani Desa Sumber Mulyo.

32) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Tani Bersama Desa Sugih Waras.

33) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Rukun Sentosa Desa Sido Makmur.

34)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Harapan Jaya Desa Mekar Jaya.

35) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Rukun Sentosa Desa Margo Mulyo.

36) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Tani Bersatu Desa Indra Pura.

37)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Mandiri Desa Ganesha Mukti.
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38) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Sumber Rejeki Desa Daya Murni.

39) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Sumber Rejeki Desa Daya Kesuma.

40) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Usaha Makmur Desa Cendana.

41) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Sri Rejeki Desa Beringin Agung.

42)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Argo Makmur Desa Argo Mulyo.
43)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Raharjo Makmur Desa Tirto

Raharjo.

44) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Maju Jaya Desa Daya Utama.

45) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Bangun Mulyo Desa Margo Mulyo.

46) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Makmur Jaya Desa Tirta Jaya.

47)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Tani Bersatu Desa Muara
Padang.

48) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Ganesha Desa Sumber Makmur.

49)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Sido Dadi Mulyo Desa Saleh
Makmur.

50) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Tani Mulyo Desa Saleh Mulyo.

51) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Rukun Sentosa Desa Saleh Jaya.

52) 11 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
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Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Usaha Bersama Desa Enggal
Rejo.

53) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Sido Usaha Desa Sido Harjo.

54) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Krida Tani Desa Saleh Mukti.

55)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Sido Makmur Desa Sri Mulyo.

56) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Tunas Karya Desa Upang.

57) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Agro Tani Desa Upang Marga.

58) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Usaha Bersama Desa Damar
Wulan.

59) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Persatu Teguh Desa Air Solok
Batu.

60) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Sido Maju Desa Sri Katon.

61) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Bhakti Agung Desa Salek Agung .

62) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Sumber Pangan Desa Bintaran.

63) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Mekar Mukti Desa Mekar Mukti.

64) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Sri Mulya Desa Banyu Urip.

65) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Sri Nanti Jaya Desa Sri Menanti.

66) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Sebalik Jaya Desa Sebalik Jaya.
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67)1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Diyaning Hurip Desa Mulia Sari.

68) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Bangun Sari Desa Bangun Sari.

69) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Bareng Mulyo Desa Telang Sari.

70) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Mukti Makmur Desa Telang Sari.

71) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Desa Suka Tani Desa Desa Suka
Tani.

72) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Muara Baru Desa Muara Baru.

73) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Upang Mulya Desa Upang Mulya.

74) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Bina Sativa Desa Upang Makmur.

75) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan Upkk Gapoktan Sri Kuto Parung Priyayi Desa Gelebek
Dalam.

76) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Ladung Betuah Desa Sako.

77) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Usaha Bersama Desa Sebubus.

78) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Serasan Desa Sungai Pinang.

79) 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan UPKK Gapoktan Karang Jaya Desa Karang Baru.

80) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Suak Tapeh Jaya Desa Lubuk
Lancang.

81) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Surat Pertanggung Jawaban
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Kegiatan SERASI UPKK Gapoktan Karya Baru Desa Sungsang |II.

82)1 (Satu) Buah Buku Pedoman Survey Investigasi Desain Optimalisasi
Irigasi Lahan Rawa 2019 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik
Indonesia Nomor : 20/KPTS/SR.130/B/11/2019 tanggal 04 November
2019.

83)1 (Satu) Buah Buku Pedoman Teknis Optimasi Lahan Rawa
Mendukung Kegiatan SERASI TA 2019 Direktorat Perluasan dan
Pelindungan Lahan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor : 19/KPTS/RC.210/B/11/2019 tanggal 04
November 2019.

84)1 (Satu) Buah Fotokopi Buku Pedoman Teknis Pengelolaan
Excavator (Kelas 20 Ton) Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.

85)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera
Selatan Nomor : 32/KPTS/V/2017 Tanggal 10 Januari 2017 tentang
Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Dekonsentrasi Dan
Tugas Pembantuan Pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.

86)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat Keputusan Kuasa Pengguna
Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Nomor
23/KPTS/SAPRAS/Dis.PTPH/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang
Penetapan Tim Verifikasi dan Prosedur Kerja Kelengkapan Berkas
Administrasi Kegiatan Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Transfer
Uang Pada Satuan Kerja Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019.

87)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat Keputusan Kuasa Pengguna
Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Nomor
109.A/KPTS/SAPRAS/DIis.PTPH/2019 tanggal28 Januari 2019
tentang Penujukkan Tim Teknis Kegiatan Optimasi Lahan Rawa
Mendukung Serasi pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan

Halaman 165 dari 180 Halaman Putusan Nomor 19/PID-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabili

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari w:
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

itas
aktu kewaktu.

Halaman 165



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dan Tugas Pembantuan
APBN Dirjen PSP Kementerian pertanian Tahun Anggaran 2019.

88)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat Keputusan Kuasa Pengguna
Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Nomor
220/KPTS/SEKR/Dis.PTPH/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang
Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor :
88/KPTS/SEKR/Dis.PTPH/2019 tentang Penunjukkan Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat
Perintah Membayar (PPSPM) Dana Tugas Pembantuan pada Dinas
Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin
Satuan Kerja Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019.

89)1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat Keputusan Kuasa Pengguna
Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Nomor
88/KPTS/SEKR/Dis.PTPH/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang
Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Dana Tugas
Pembantuan pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kabupaten Banyuasin Satuan Kerja Dinas Pertanian,
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun
Anggaran 2019.

90)1 (Satu) Buah Dokumen Fotokopi Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan
Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Serasi Tahun Anggaran
2019 Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Sumatera Selatan.

91)1 (Satu) Buah Dokumen Petunjuk Teknis Pengelolaan Excavator
(Kelas 20 Ton) Tahun Anggaran 2019 Seksi Alat dan mesin Pertanian
Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian, Tanaman
Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Palembang
2018.
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92)1 (Satu) Buah Dokumen Petunjuk Pelaksana Survey, Investigasi dan
Design Kegiatan Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Serasi
Tahun Anggaran 2019 Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.

93)1 (Satu) Buah Dokumen Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik
Indonesia Nomor : 59/KPTS/OT.050/M/1/2019 bulan Januari 2019
tentang Satuan Tugas Program Selamatkan Rawa Sejahterakan
Petani Berbasis Pertanian Tahun 2019.

94)1 (Satu) Buah Dokumen Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik
Indonesia Nomor : 40.1/PERMENTAN/RC.010/10/2019 tanggal 22
Oktober 2019 tentang Pedoman Program Selamatkan Rawa
Sejahterakan Petani Berbasis Pertanian Tahun 2019.

95)1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat dari Kementerian Pertanian
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : B-
87/SR/420/B.6/04/2019 tanggal 15 April 2019 yang ditujukan kepada
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan Perihal Mobilisasi
Bantuan Excavator Standar (20 Ton) Mendukung Serasi yang
ditandatangani oleh Andi Nur Alam Syah selaku Direktur Alat dan
Mesin Pertanian.

96)1 (Satu) Buah Fotokopi Buku Pedoman Survey Investigasi Desain
Optimalisasi Irigasi Lahan Rawa 2019 Direktorat Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia tanpa nhomor dan tanpa tanggal.

97) 1 (Satu) Buah Fotokopi Buku Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan
Optimasi Lahan Rawa Mendukung Kegiatan Serasi Tahun Anggaran
2019 Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Sumatera Selatan.

98)1 (Satu) Buah Fotokopi Buku Pedoman Teknis Optimasi Lahan Rawa
Mendukung Kegiatan SERASI TA 2019 Direktorat Perluasan dan
Pelindungan Lahan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor : 13/KPTS/RC.210/B/08/2019 tanggal 21
Agustus 2019.
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99)1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan
(POK) T.A. 2019 Kementerian Pertanian Ditjen Sarana dan Prasarana
Pertanian Sumatera Selatan.

100) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka Kkegiatan
Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Bina Tani Sejahtera,
UPKK Subur Makmur dan UPKK Sumber Makmur dengan jumlah
keseluruhan sebesar Rp. 10.360.420.000,- (Sepuluh milyar tiga
ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

101) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap Il (30%) dalam rangka kegiatan
Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Bina Tani Sejahtera,
UPKK Subur Makmur dan UPKK Sumber Makmur dengan jumlah
keseluruhan sebesar Rp. 4.440.180.000,- (Empat milyar empat
ratus empat puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

102) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan
Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Sido Maju, UPKK Bhakti
Agung dan UPKK Sumber Pangan dengan jumlah keseluruhan
sebesar Rp. 9.008.930.000,- (Sembilan milyar delapan juta
sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

103) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap Il (30%) dalam rangka kegiatan
Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Sido Maju, UPKK Bhakti
Agung dan UPKK Sumber Pangan dengan jumlah keseluruhan
sebesar Rp. 3.860.970.000,- (Tiga milyar delapan ratus enam puluh
juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

104) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan
Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Bareng Mulyo dan UPKK
Mukti  Makmur dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.
3.097.290.000,- (Tiga milyar sembilan puluh tujuh juta dua ratus
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sembilan puluh ribu rupiah).

105) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap Il (30%) dalam rangka kegiatan
Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Bareng Mulyo dan UPKK
Mukti  Makmur dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.
1.327.410.000,- (Satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta empat
ratus sepuluh ribu rupiah).

106) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan
Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Usaha Bersama dengan
jumlah sebesar Rp. 1.971.550.000,- (Satu milyar sembilan ratus
tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

107) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap Il (30%) dalam rangka kegiatan
Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Usaha Bersama dengan
jumlah sebesar Rp. 844.950.000,- (Delapan ratus empat puluh
empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

108) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan
Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Tani Mukti, UPKK
Manunggal Jaya dan UPKK Makmur Jaya dengan keseluruhan
jumlah sebesar Rp. 9.093.210.000,- (Sembilan milyar sembilan
puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

109) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap Il (30%) dalam rangka kegiatan
Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Tani Mukti, UPKK
Manunggal Jaya dan UPKK Makmur Jaya dengan keseluruhan
jumlah sebesar Rp. 3.897.090.000,- (Tiga milyar delapan ratus
sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah).

110) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan
Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Tani Bersatu dengan
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jumlah sebesar Rp. 3.025.050.000,- (Tiga milyar dua puluh lima juta
lima puluh ribu rupiah).

111) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap Il (30%) dalam rangka kegiatan
Optimasi Rawa Pasang Surut UPKK Tani Bersatu dengan jumlah
sebesar Rp. 1.296.450.000,- (Satu milyar dua ratus sembilan puluh
enam ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah).

112) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan
Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Karya Sejahtera, UPKK
Talang Indah, UPKK Mitra Tani, UPKK Usaha Karya Tani, UPKK
Usaha Bersama, UPKK Cemara Jaya dan UPKK Mulya Tani
dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 23.591.120.000,- (Dua
puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh satu juta serratus dua
puluh ribu rupiah).

113) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap Il (30%) dalam rangka kegiatan
Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Karya Sejahtera, UPKK
Talang Indah, UPKK Mitra Tani, UPKK Usaha Karya Tani, UPKK
Usaha Bersama, UPKK Cemara Jaya dan UPKK Mulya Tani
dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 10.110.480.000,- (Sepuluh
milyar seratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

114) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka Kegiatan
Optimasi Lahan Rawa a.n. UPKK Sidodadi Mulyo, UPKK Tani
Mulyo, UPKK Rukun Sentosa, UPKK Usaha Bersama, UPKK Sido
Usaha, UPKK Krida Tani dan UPKK Sido Makmur dengan
keseluruhan jumlah sebesar Rp. 15.239.630.000,- (Lima belas
milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu
rupiah).

115) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap 1l (30%) dalam rangka Kegiatan

Halaman 170 dari 180 Halaman Putusan Nomor 19/PID-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 170



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Optimasi Lahan Rawa a.n. UPKK Sidodadi Mulyo, UPKK Tani
Mulyo, UPKK Rukun Sentosa, UPKK Usaha Bersama, UPKK Sido
Usaha, UPKK Krida Tani dan UPKK Sido Makmur dengan
keseluruhan jumlah sebesar Rp. 6.531.270.000,- (Enam milyar lima
ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

116) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Raharjo Makmur,
UPKK Maju Jaya, UPKK Bangun Mulyo dan UPKK Makmur Jaya
dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 4.894.260.000,- (Empat
milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam
puluh ribu rupiah).

117) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap 1l (30%) dalam rangka Kegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Raharjo Makmur,
UPKK Maju Jaya, UPKK Bangun Mulyo dan UPKK Makmur Jaya
dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 2.097.540.000,- (Dua
milyar sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

118) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka Kkegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Muara Baru
dengan jumlah sebesar Rp. 2.558.500.000,- (Dua milyar lima ratus
lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

119) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap 1l (30%) dalam rangka Kegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Muara Baru
dengan jumlah sebesar Rp. 1.096.500.000,- (Satu milyar sembilan
puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

120) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Mekar Mukti
dengan jumlah sebesar Rp. 2.028.740.000,- (Dua milyar dua puluh
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delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

121) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap 1l (30%) dalam rangka Kegiatan
Optimasi Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Mekar Mukti dengan
jumlah sebesar Rp. 869.460.000,- (Delapan ratus enam puluh
sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

122) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Pangan Raya dan
UPKK Jaya Sakti dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.
8.494.220.000,- (Delapan ratus empat ratus sembilan puluh empat
juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

123) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap 1l (30%) dalam rangka Kegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Pangan Raya dan
UPKK Jaya Sakti dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.
3.640.380.000,- (Tiga milyar enam ratus empat puluh juta tiga ratus
delapan puluh ribu rupiah).

124) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka Kkegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Cahaya Makmur,
UPKK Hidup Baru dan UPKK Sri Kuto Parung Priyayi dengan
keseluruhan jumlah sebesar Rp. 5.797.260.000,- (Lima milyar tujuh
ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

125) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap 1l (30%) dalam rangka Kegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Cahaya Makmur,
UPKK Hidup Baru dan UPKK Sri Kuto Parung Priyayi dengan
keseluruhan jumlah sebesar Rp. 2.484.540.000,- (Dua milyar empat
ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

126) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan
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Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Sebalik Jaya,
UPKK Diyaning Hurip dan UPKK Bangun Sari dengan keseluruhan
jumlah sebesar Rp. 10.011.260.000,- (Sepuluh milyar sebelas juta
dua ratus enam puluh ribu rupiah).

127) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap 1l (30%) dalam rangka Kegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Sebalik Jaya,
UPKK Diyaning Hurip dan UPKK Bangun Sari dengan keseluruhan
jumlah sebesar Rp. 4.290.540.000,- (Empat milyar dua ratus
sembilan puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

128) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Bina Sativa dengan
jumlah sebesar Rp. 1.417.710.000,- (Satu milyar empat ratus tujuh
belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

129) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap 1l (30%) dalam rangka Kegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Bina Sativa dengan
jumlah sebesar Rp. 607.590.000,- (Enam ratus tujuh juta lima ratus
sembilan puluh ribu rupiah).

130) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka Kkegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Karang Jaya
dengan jumlah sebesar Rp. 6.321.000.000,- (Enam milyar tiga ratus
dua puluh satu juta rupiah).

131) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap 1l (30%) dalam rangka Kegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Karang Jaya
dengan jumlah sebesar Rp. 2.709.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus
sembilan juta rupiah).

132) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan

Halaman 173 dari 180 Halaman Putusan Nomor 19/PID-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Karya Makmur
dengan jumlah sebesar Rp. 4.250.120.000,- (Empat milyar dua
ratus lima puluh juta seratus dua puluh riburupiah).

133) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap 1l (30%) dalam rangka Kegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Karya Makmur
dengan jumlah sebesar Rp. 1.821.480.000,- (Satu milyar delapan
ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

134) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Suak Tapeh Jaya
dengan jumlah sebesar Rp. 3.112.340.000,- (Tiga milyar seratus
dua belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

135) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap 1l (30%) dalam rangka Kegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Suak Tapeh Jaya
dengan jumlah sebesar Rp. 1.333.860.000,- (Satu milyar tiga ratus
tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

136) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka Kkegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Sri Dadi, UPKK
Maju Jaya Bersama, UPKK Kuningan Raya, UPKK Podo Rukun,
UPKK Darma Bakti, UPKK Jaya Utama, UPKK Jaya Bersama dan
UPKK Printis Damai dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.
14.568.400.000,- (Empat belas milyar lima ratus enam puluh
delapan juta empat ratus ribu rupiah).

137) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap 1l (30%) dalam rangka Kegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Sri Dadi, UPKK
Maju Jaya Bersama, UPKK Kuningan Raya, UPKK Podo Rukun,
UPKK Darma Bakti, UPKK Jaya Utama, UPKK Jaya Bersama dan
UPKK Printis Damai dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.
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6.243.600.000,- (Enam milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam
ratus ribu rupiah).

138) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan
Optimasi Lahan Rawa a.n. UPKK Suka Mulia, UPKK Sejahtera dan
UPKK Tenggulang Jaya dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.
2.718.030.000,- (Dua milyar tujuh ratus delapan belas juta tiga
puluh ribu rupiah).

139) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap 1l (30%) dalam rangka Kegiatan
Optimasi Lahan Rawa a.n. UPKK Suka Mulia, UPKK Sejahtera dan
UPKK Tenggulang Jaya dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.
1.164.870.000,- (Satu milyar seratus enam puluh empat juta
delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

140) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka Kkegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Usaha Maju dan
UPKK Ladung Betuah dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.
2.079.910.000,- (Dua milyar tujuh puluh sembilan juta sembilan
ratus sepuluh ribu rupiah).

141) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap 1l (30%) dalam rangka Kegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Usaha Maju dan
UPKK Ladung Betuah dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.
891.390.000,- (Delapan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus
sembilan puluh ribu rupiah).

142) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka Kkegiatan
Optimasi Lahan Rawa a.n. UPKK Tunas Karya, UPKK Agro Tani
dan UPKK Bersatu Teguh dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.
14.989.800.000,- (Empat belas milyar sembilan ratus delapan puluh

sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
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143) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap 1l (30%) dalam rangka Kegiatan
kegiatan Optimasi Lahan Rawa a.n. UPKK Tunas Karya, UPKK
Agro Tani dan UPKK Bersatu Teguh dengan keseluruhan jumlah
sebesar Rp. 5.068.410.000,- (Lima milyar enam puluh delapan juta
empat ratus sepuluh ribu rupiah).

144) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan
Optimasi Lahan Rawa a.n. UPKK Srinanti Jaya dan UPKK Usaha
Makmur dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 4.454.800.000,-
(Empat milyar empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu
rupiah).

145) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap 1l (30%) dalam rangka Kegiatan
kegiatan Optimasi Lahan Rawa a.n. UPKK Srinanti Jaya dan UPKK
Usaha Makmur dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp.
1.909.200.000,- (Satu milyar sembilan ratus sembilan juta dua ratus
ribu rupiah).

146) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka Kkegiatan
Optimasi Lahan Rawa a.n. UPKK Sri Mulya dan UPKK Suka Tani
dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 3.350.130.000,- (Tiga
milyar tiga ratus lima puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

147) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap 1l (30%) dalam rangka Kegiatan
kegiatan Optimasi Lahan Rawa a.n. UPKK Sri Mulya dan UPKK
Suka Tani dengan keseluruhan jumlah sebesar Rp. 1.310.640.000,-
(Satu milyar tiga ratus sepuluh juta enam ratus empat puluh ribu
rupiah).

148) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan

Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Argo Makmur,
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UPKK Sri Rejeki, UPKK Sumber Rejeki, UPKK Sumber Rejeki,
UPKK Tani Bersatu, UPKK Mandiri, UPKK Rukun Santosa, UPKK
Harapan Jaya, UPKK Harapan Jaya, UPKK Rukun Sentosa, UPKK
Tani Bersama, UPKK Sumber Tani, UPKK Timbul Jaya, UPKK Suka
Makmur dan UPKK Tani Mulya dengan keseluruhan jumlah sebesar
Rp. 37.101.260.000,- (Tiga puluh tujuh milyar seratus satu juta dua
ratus enam puluh ribu rupiah).

149) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap 1l (30%) dalam rangka Kegiatan
kegiatan Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Argo
Makmur, UPKK Sri Rejeki, UPKK Sumber Rejeki, UPKK Sumber
Rejeki, UPKK Tani Bersatu, UPKK Mandiri, UPKK Rukun Santosa,
UPKK Harapan Jaya, UPKK Harapan Jaya, UPKK Rukun Sentosa,
UPKK Tani Bersama, UPKK Sumber Tani, UPKK Timbul Jaya,
UPKK Suka Makmur dan UPKK Tani Mulya dengan keseluruhan
jumlah sebesar Rp. 14.791.140.000,- (Empat belas milyar tujuh
ratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).

150) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Serasan dengan
jumlah sebesar Rp. 957.180.000,- (Sembilan ratus lima puluh tujuh
juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

151) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap 1l (30%) dalam rangka Kegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Serasan Jaya
dengan jumlah sebesar Rp. 410.220.000,- (Empat ratus sepuluh
juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

152) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap | (70%) dalam rangka kegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Ganesha dengan
jumlah sebesar Rp. 451.500.000,- (Empat ratus lima puluh satu juta
lima ratus ribu rupiah).
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153) 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Pembayaran Belanja Barang Dana
Bantuan Pemerintah Tahap 1l (30%) dalam rangka Kegiatan
Optimasi Lahan Rawa Pasang Surut a.n. UPKK Ganesha dengan
jumlah sebesar Rp. 193.500.000,- (Seratus sembilan puluh tiga juta
lima ratus ribu rupiah).

154) 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Dilegalisir Surat Keputusan
Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Nomor
220/KPTS/SEKR/DIS.PTPH/2019 Tanggal 29 Maret 2019 tentang
Perubahan Pertama Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Nomor : 88/KPTS/SEKR/DIS.PTPH/2019 tentang Penunjukkan
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan
Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Tugas Pembantuan Pada
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten
Banyuasin Satuan Kerja Dinas pertanian Tanaman Pangan dan
hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 yang
ditandatangani oleh Erwin Noorwibowo, S.Tp. selaku Kuasa
Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.

155) 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Dilegalisir Surat Keputusan
Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten
Banyuasin Nomor : 491/DPTPH-PSP/2019 tanggal 29 Maret 2019
tentang Perubahan Penetapan Tim Teknis Nomor : 182/DISTAN-
PSP/2019 Tentang Penetapan Tim Teknis Kegiatan Optimasi Lahan
Rawa Pasang Surut Mendukung Serasi Pada Dinas Pertanian
Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun
Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh Zainuddin, S.P., M.Si.
selaku PIlt. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kabupaten Banyuasin.

156) 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Dilegalisir Keputusan Kepala
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten
Banyuasin Nomor : 521/504/DPTPH-PSP/2019 tanggal 01 April
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2019 tentang Penetapan Tim Perencanaan, Tim Pelaksana dan Tim
Pengawas Kegiatan Survey Investigasi Desain (SID) Optimasi
Lahan Rawa Mendukung Serasi Pada Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran
2019 yang ditandatangani oleh Zainuddin, S.P., M.Si. selaku Kepala
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten
Banyuasin.

157) 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Nomor :
027/093.02/PPK/DPTPH-PSP/IV/2019 tanggal 17 Juni 2019
Pekerjaan Jasa Konsultasi Survei Investigasi dan Desain (SID)
Optimasi Lahan Rawa Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan
Pertanian Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun anggaran 2019 Nilai
Kontrak Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) Pelaksana
CV. Gunung Kencana;

Barang Bukti nomor urut 1 sampai dengan Barang Bukti nomor urut 157

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam

perkara lain;

- Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 ( lima
ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023,
oleh Dr. Naisyah Kadir,SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, Efran Basuning, SH.,
MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Palembang dan Abdullah Subur, SH., MH, Hakim Ad Hoc Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadian Tinggi Palembang masing-masing
sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua
dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh Marduan
S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut

Umum, Penasihat Hukum dan Para Terdakwa.

Halaman 179 dari 180 Halaman Putusan Nomor 19/PID-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 179



. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2
=

j putusan.mahkamahagung.go.id
R

HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

d.t.o d.t.o
Efran Basuning, SH., MH. Dr. Naisyah Kadir,SH.,MH.
d.t.o

Abdullah Subur, S.H., M.H.
PANITERA PENGGANTI,
d.t.o

Marduan, S.H., M.H.
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